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1. Persetujuan lni berlaku terhadap pajak-pajal< alas penghasllan yang dlkenak.an 
untuk kepentmgan masing-masing Negara Plhak, atau bagian-bagian 
ketatanegaraannya atau pemerintah-pemerlntah daerahnya, tanpa 
memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut. 

2. Pajak-pajak atas penghasilan yang dlmaksud adalah semua pajak yang 
dikenakan atas seluruh penghasilan, atau unsur-unsur penghasllan, termasuk 
pajak alas keuntungan yang diperoleh dari pemlndahtanganan harta gerak 
atau tak bergerak dan pajak-pajak atas keseluruhan upah atau gaji yang 
dibayarkan oleh perusahaan. 

Pasal2 
PAJAK-PAJAK YANG OICAKUP OALAM PERSETUJUAN INI 

Persetujuan lni berlaku terhadap orang atau badan yang menjadi penduduk salah 
salu atau kedua Negara Pihak. 

Pasal1 
ORANG ATAU SADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN 

BABI 
RUANG LINGKUP PERSETUJUAN 

telah menyetujui sebagal berikul: 

Pemerinlah Republlk Indonesia dan Pemerlntah Republlk India, berhasrat untuk 
mengadakan suatu Persetujuan mengenai penghmdaran pajak berganda dan 
pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak alas 
penghasilan dan dengan maxsud untuk meningkatkan kerjasarna ekonomi anlara 
kedua Negara. 

PERSETUJUAN 
ANT ARA 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

PEMERINT AH REPUBLIK INDIA 
MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA 

DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK 
YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN 

REPUBl.lK lNDONEBlA 
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1 Untuk kepenllngan darl Persetujuan inl, kecuali Jika dari hubungan kalimatnya 
harus diartikan lain: 

(a)islilah ''Republik Indonesia" mellput1 wilayah Republlk Indonesia 
sebagaimana ditetapkan datam perundang-undangannya. dan bagian­ 
bag,an dan landas kont,nen, z.ona ekonomi eksklusif dan perairan di 
sekitamya di mana Republtk Indonesia mem,liki kedaulalan, hak-hak 
kedaulatan atau yunsdlksi sesual dengan Konvensl Hukum Laut 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982. 

(b) islilah "India" berarti wllayah India dan termasuk taut wllayah dan ruang 
udara diatasnya, dan zone marltlm lainnya di mana India memlllki 
kedaulatan, hak-hak lainnya Clan yunsdiks1, menurut perundang-undangan 
India dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensl Hukum 
Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982, 

(c) lstilah "Negara Plhak" dan "Negara Pihak lainnya" berartl Republik 
Indonesia atau Republik India. sesuai dengan hubungan kahmatnya, 

(d) ,stHah ·orang atau badiin• mellputi orang plibad1, perseroan, kumpulan 
orang-orang alau badan-badan dan satrap kesatuan lalnnya yang 
diperlakukan sebagai suatu entitas yang dapat dikenakan palak 
berdasarkan peruncanq- undangan pajak yang berlaku di maslng-masing 
Negara Pihak: 

Pasal3 
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM 

BAB II 
PENGERTIAN·PENGERTIAN 

3 Pa1ak-paJak yang berlaku dalam Persetujuan inl l<hususnya adalah. 

(a) dalam hal Indonesia· paJak penghasilan, (selanJutnya dlsebut "paJak 
lndcnesia"], 

(b) dalam hal India· pajek penghasilan, lermasuk setlap tambahan yang 
dlkenakan, (selanjutnya dlsebut "paJak India") 

4 Persetujuan inl berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa atau yang pada 
dasarnya sama yang dlkenokan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan 
Int sebaga, tambahan terhadap, atau sebagai penggantl can, pa)ak-pajak yang 
saat rm berlaku Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara P1hak akan 
saling membentahukan satu sama lain seuap perubahan substansial yang 
terJadl dalam perundang-undangon perpafakan negara mereka 
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(e) lstilah "perseroan" berartl setiap badan hukum atau setiap entitas yang 
untuk tujuan perpajakan dlperlakukan sebagal badan hukum; 

(f) istilah "perusahaan" bertaku untuk segala/seturuh kegiatan usaha; 

(g) ls!ilah "perusahaan darl suatu Negara Pihak" dan "perusahaan Negara 
Pihak lalnnya" masing-maslng berartl suatu perusahaan yang dljalankan 
oleh penduduk darl suatu Negara Plhak dan suatu perusahaan yang 
dijalankan oleh penduduk dari Negara Plhak lainnya, 

(h) lstllah "la!u llntas lnternasional" berartl setlap pengangkutan oleh kapal laut 
atau pesawat udara yang dloperaslkan oleh suatu perusahaan darl sua!u 
Negara Pihak, kecuali apablla kapal laut alau pesawat udara tersebut 
semata-mata dloperasikan antara tempat-tempat di Negara Pihak lainnya; 

(1) istilah "warga negara" berarti · 

(1) setlap orang prlbadi yang memlliki kewarganegaraan darl suatu Negara 
Pihak; dan 

(2) setiap badan hukurn, kemitraan atau persekutuan yang memperoleh 
statusnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu 
Negara Pihak. 

0) isti!ah "pejabat yang berwenang" berarti: 

(1) dalam hal Republik Indonesia, Menter! Keuangan atau Wakilnya yang 
sah; 

(2) dalam hal Republik Indra. Menter! Keuangan atau Wakilnya yang sah; 

(k) islilah "pajak" berartl pajak Indonesia atau pajak India tergantung dart 
hubungan kalimatnya, tetapl tldak akan termasuk setlap lurnlah yang 
terutang karena pelanggaran atau kelalaian dalam hubungannya dengan 
pajak-pa]ak terhadap mana Persetujuan inl berlaku atau berupa pengenaan 
hukuman atau denda yang menyangkut pajak-pajak tersebuf: 

2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan setiap saat oien salah satu 
Negara Plhak, setiap istllah yang tidak dijelaskan dalam Persetujuan lnl. kecuall 
Jlka dart hubungan kallmatnya diartikan lain, mempunyal artl sesual dengan 
perundang-undangan Negara itu untuk kepentrngan perpajakan yang dia!ur 
dalam Persetujuan inl, setiap pengertian menurut perundang-undangan 
perpajakan yang bertaku di Negara ltu melampaul pengertian yang diberikan 
menurut perundang-undangan lalnnya di Negara tersebut untuk islilah tersebut. 
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1 Untuk kepentingan PeN;etujuan Inf, ishlah "penduduk suatu Negara Pthak" 
berartl seliap orang yang menurut perundang-undangan Negara tersebut 
dapat dlkenakan pajak di Negara ltu berdasarken domlslllnya, tempal 
kedlamannya. tempat kedudukan manajemennya ataupun dasar lalnnya yang 
siratnya serupa, dan fuga termasuk Negara lersebut beserta baglan 
kelalanegaraan dan pemenntah daerahnya. Tetap, lstilah tnl tldak termasuk 
orang atau badan yang dapat dlkenakan pajak di Negara llu hanya dan 
penghasilan yang bersumher d1 Negara tersebut 

2 Apabila karena adanya ketenluan-ketentuan pada ayat 1 seseorang menJadl 
penduduk di kedua Negara Pihak. maka statusnya akan d1tontukan sebagai 
benkul 

(a) ta hanya akan dlanggap sobagal penduduk darf Negara Plhak di rnana la 
mempunyai tempat tmggal tetap yang tersedla baglnya, Jika la mempunyai 
tempat linggal tetap yang torsedla di kedua Negara Plhak, la akan 
dianggap sebagai penduduk dart Negara Pihak di mana terdapal 
hubungan-hubungan prlbadl dan ekonorm yang leblh erat (pusal 
kepentingan-kepentlngan pokok); 

(b) Jlka Negara P1hak di mana pusat kepenllngan·kepentingan pokollnya lidak 
dapal d1tentullan, atau j1ka la Udak mempunyai lempal hnggal letap yang 
tersedia baginya d1 Negara Pltiak manapun. mal<a la hanya akan d1anggap 
sebagal penduduk dan Negara Pihak di mana ia blasanya menetap, 

(c) jlka ra mempunya, kebiasaan menetap di kedua Negar11 P1hak atau tfdak 
di kecua-duanya, maka ,a akan dtanggap penduduk dari Negara P1hak di 
mana ia memlllkl kewarganegaraan, 

(d) Jlka status kependudukannya tidak dapat ditentukan karena olasan huruf 
(a) sampai dengan huruf (o) di atas, pejabat-pejabat yang berwenang darl 
Negara P1hak akan menyelesalkan masalah tersebut melalut persetujuan 
bersama 

3 Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat 1, orang atau badan 
selain orang pribad1 merupakan penduduk d1 kedua Negara Pitiak. maka badan 
tersebut akan dianggap sebaga1 penduduk dari Negara Pihak dl mana tempat 
msnaiemen efektifnya berada Jlka Negara di mana tempat manajemen 1>.fektif 
berada tidak dapat dltentukan, maka peJabat yang beiwenang dart Negara 
Plhak akan menyelesalkan permasalahan melalui persetujuan bsrsama 

Pasal 4 
PENDUDUK 
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Untuk kepenlingan PerseluJuan 1n1, lslllah ·benluk usaha telap' berar11 suatu 
ternpat usaha tetap di mane seluruh atau sebaglan usane suatu pe,usahaan 
dart suatu Negara Plhak dljalankan. 

2 lstllah "bentuk usaha tetap' terutama khususnya mellput1 
(a) suatu tempat kedudukan manejemen. 
(bl suatu cabang, 
(c) suatu kantor; 
(d) suatu pabrik, 
(el suatu bengkel. 
(f) suatu gudang yang berhubungan dengan orang yang menyediakan 

fasllitas peny1mpanan unluk orang lain, 
(g) bangunan sebaga, tempat penjualan, 
(h) lahan perlanian atau tempat laln di mana pertaruan, kehulanan, 

perkebunan alau keglatan yang terkait dllakukan; dan 
(I) suatu tambang, suatu sumur mlnyak atau gas, suatu tampat penggallan 

atau tempat ekstraksl sumber daya aram, 

3 tslilah "bentuk usaha telap" juga mellputr 

(a) suatu bangunan atau suatu kontruksi atau suatu proyek perakitan alau 
proyek lnstalasi alau keg,atan pengawasan yang berhubungan dengan 
proyek tersebut. tetapl hanya Jll<a bangunan, proyek atau keg,atan tersebut 
berlangsung untuk masa leb1h dari 183 hari: 

(b) alal pengeboran atau kopal pengeboran yang digunakan untuk eksplorasl 
atau eksploitasl sumber doya alam, tetapi hanya jika dlgunakan untuk masa 
leblh dari 183 hari, 

(OJ pemberian Jasa termasuk [asa konsultasi yang dllakukan oten suatu 
perusahaan melalul karyawannya atau orang lain yang dlpekerfakan olen 
perusahaan ltu untuk IUJUan tersebut, tetapr hanya jika koglatan-keglatan 
lersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) di suatu 
Negara Pihak dalam masa atau masa-masa yang beriumlah leblh dan 91 
han datam jangka waktu dua t,elas butan 

4. Menyimpang dari ketenluan-ketenluan sebelumnya dan P.isal Im, lstilah 
"bentuk usaha tetap" dlanggap t1dak meliputi: 

(a) penggunaan fasllrtas-fasllltas semate-mata dengan maksud untuk 
menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan mllik 
parusahaan: 

Pasal5 
BENTUK USAHATETAP 
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(b) pengurusan suatu persedlaan barang-barang atau barang dagangan miHk 
perusahaan semata-mata dengan maksud untuk dlslrnpan atau dipamerkan; 

(c) pengurusan suatu persedlaan barang-barang atau barang dagangan mfllk 
perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oteh perusahaan 
lain; 

(d) pongurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk 
pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk 
mengumpulkan lntormasl, bagl keperluan perusahaan. 

(e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud 
mematankan seliap kegiatan lain yang bersifat perslapan atau penunfang 
bagi perusahaan; 

(0 pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk 
melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperll disebutkan pada sub-ayat 
(a) sampal dengan sub-ayat (e), sepanjang secara keseluruhan kegiatan­ 
kegiatan tempat usaha tetap yang dihasilkan dari penggabungan tersebut 
bersifat persiapan atau penunjang. 

5 Menyimpang darl ketentuan-kelentuan pada ayat 1 den 2. apabila orang, 
kecuall agen yang bertindak bebas sebaqatmana berlaku ayat 7, bertindak di 
suatu Negara Plhak alas name psrusahaan yang berkedudukan di Negara 
Plhak lainnya, make perusahaan tersebut dianggap memilikf bentuk usaha 
tetap di Negara yang disebutkan pertama alas kegiatan-keglatan yang 
dflakukan oleh orang tersebut, Jika orang tersebut: 

(a) mempunyai dan biasa menjalankan wewcnang di Negara itu untuk 
menandatangani kontrak-kontrak alas name perusahaan tersabut, kecuall 
keglatan ltu hanya terbatas pada apa yang dimaksud dalam ayat 4, yang 
Jika dilakukan melalul suatu tempat usaha yang tetap, t1dak akan 
menjadikan tempat tersebut bentuk usaha tetap sesual dengan ketentuan 
ayat tersebut; atau 

(b) tidak mempunyai wewenang, tetapi biasa menyurus suatu persedlaan 
barang-barang atau barang-barang dagangan di Negara yang disebutkan 
pertama di mane ia secara teratur menglrlmkan barang-barang atau barang­ 
barang dagangan atas nama perusahaan; 

(c) biasa melaksanakan pesanan di Negara yang disebutkan pertama, 
seluruhnya atau hampir seluruhnya untuk perusahaan ltu sendiri. 

6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebetumnya clan Pasal lnl, auatu 
perusahaan asuransl dari suatu Negara Pihak, kecuali yang berkenaan dengan 
re-asuransi, akan dianggap mempunyal suatu bentuk usana IP.tap di Negara 
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1 Penghasllan yang dlperoleh seorang penduduk darl suatu Negara Plhak darl 
harta tak bergerak. termasuk penghasllan yang dlperoteh dari tanan pertanian 
atau kehutanan yang berada di Negara Plhak lalnnya, dapat dikenakan pajak 
di Negara Pihak lainnya tersebut. 

2. lstilah "harta tak bergerak" mempunyal aru sesuai dengan perundang­ 
undangan Negara Pihak di mans harta yang bersangkutan berada. lstilah 
tersebut meliputi benda-benda yang menyertal harta tak bergerak, ternax dan 
peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kenutanan. hak-hak di mana 
ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan umum mengenai pemilikan 
alas lahan berlaku, nax pakai hasil alas harta lak gerak serta hak alas 
pembayaran-pembayaran tetap ataupun tidak tetap sebagai balas Jasa untuk 
pekerjaan atau hak untuk mengerjakan bahan-bahan gaHan, surnber-sumber 
can sumber--sumber daya alam lainnya. Kapa! laut dan pesawat udara tldak 
dianggap sebagal harta tak bergerak. 

Pasal6 
PENGHASILAN DARI HART A TAK GERAK 

BAB Ill 
PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN 

Pihak lainnya jika perusahaan tersebut memungut premi di wllayah Negara 
Pihak lalnnya itu atau menanggung reslko yang terjadl disana melalul seorang 
pegawai atau melalui suatu perwakllan yang bukan merupakan agen yang 
bertindak bebas yang terhadapnya bertaku ketentuan ayat 7. 

7 Suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak tidak akan dlanggap mempunyai 
suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya hanya semata-mata karena 
perusahaan ilu menjalankan usaha di Negara Plhak lalnnya melalui makelar, 
komisioner umum atau agen lalnnya yang bertlndak bebas, sepanJang orang 
tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazlm. Namun 
demlklan, jlka kegiatan-keg1atan agen dimaksud seluruhnya atau hampir 
seluruhnya dilakukan alas nama perusahaan Itu, maka ia tidak akan dlanggap 
sebaga1 agen yang bertindak bebas dalarn pengertian dlmaksud dalam ayat lni. 

8. Bahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak 
menguasal atau dikuasal oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk 
Negara Pihak lalnnya . atau yang menjalankan usaha di Negara Pihak lalnnya 
lersebut (balk melalul suatu benluk usaha telap maupun dengan sualu cara 
lain). lidak dengan sendlrinya mengaklbalkan salah satu dari perusahaan 
tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari parusahaan lalnnya. 
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t Laba suatu perusahaan dan &uotu Negara P1hak hanya akan rl1kenakan paJak 
di Negara ilu kecuali j1ka perusahaan nu men1atankan usaha di Negara Pihak 
la1nnya melalu1 suatu benluk usaha tetap Apab1la pcrusahaan lcrsebut 
menJalankan usahanya sebaga1mana dimaksud ell alas, maka laba 
perusahaan itu dapat dikenakan pa]ak d1 negara lainnya t.etapl hanya alas 
baglan laba yang berasal darl benluk usaha tetap tersebut. 

2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayal 3, Jlka suatu perusahaan darl suatu 
Negara Pihak menialankan uaaha di Negara Pihak lainnya melolui suatu bentuk 
usaha letap yang berada di sana, maka yang akan dipcrhitungkan sebagai laba 
bentuk usaha telap ltu oloh maslng-masing negara ialah laba yang 
diperolehnya apabila bentuk usaha lelap tersebut merupakan suatu 
perusahaan yang terpisah don bertindak bebas yang melakukan kegialan­ 
kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa. dan 
mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang 
rnemillk1 bentuk usaha tetap tersebut 

3 Dalam menentukan basarnya laba suatu bentuk ussna tetap, dapat 
dikurangkan blaya-blaya yang dikeluarkan untuk kepenlingan usaha darl 
bontuk usaha tetap itu, tarmasuk blaya-biaya pimplnan den blaya-blaya 
admlnlstrasi urnum, balk yang dikeluarkan di Negara di mana bontuk usaha 
tetap itu berada ataupun di ternpat lain, sesuai dengan kelentuan dan lunduk 
pads batasan hukum pajak Nepara lersebut. Namun derniklan, pongurangan 
lersebut lidak dlperkenankan dalam hal pembayaran-pembayaran yang 
dilakukan oleh benluk usaha tetap kepada kantor pusalnya atau kantor-kanlor 
latn mlhk kantor pusalnya (selaln dart penggantian btaya yang benar-benar 
dlkeluantan) berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya 
karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau berupa kom,si untul< 
[asa-jasa tertentu yang dllakukan atau untuk manajemen alau, kecuall dalam 
usaha perbankan, berupa bunga alas pin]aman yang dlberlkan kepada bentuk 
usaha tetap. Seballk11ya, tldak akan diperhltungkan sebagal taos bentuk usaha 

Pasaf7 
LABA USAHA 

3 Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 bertaku juga terhadap penghasllan yang 
d1peroleh dali penggunaan secara langsung, dan penyewaon, atau darl 
penggunaan harta tak gerak datarn benluk apapun 

4 Kelentuan-ketenluan pada ayat 1 can 3 berlaku pula lerhadap penghasllan dari 
harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap penghasllan darl harta tak 
gerak yang dlgunakan dalam melaksanakan peketjaan babas 
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1 Laba yang dlperoleh suatu perusahaan dart suatu Negara Pihak dari 
pengoperasian kapal laul atau pesawat udara dalam Jalur lalu llnlas 
lnternasional hanya dapat dikenakarl pajak di Negara Plhak di mana tempat 
manajemen yang efektif dari perusahaan berada 

2. Jika tempat manajemen yang efektir darl perusahaan perkapalan berada di 
alas kapal laut, maka tempat manajemen yang efekUf dianggap berada di 
Negara Pihak di mana kapal tersebut biasa bertabuh, atau, dalam haf lidak 

Pasal8 
PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA 

tetap adalah jurnlah-jurntah yang yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap 
kepada kantor pusatnya, atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain 
dari pengganlian biaya yang benar-benar dikeluarkan), berupa royalti, upah 
atau pembayaran-pembayaran serupa lalnnya karena penggunaan hak paten 
atau hak-hak laln, atau berupa komtsl unluk jasa-Jasa tertentu yang dllakukan 
atau untuk manaJemen atau, kecuall dalam usaha perbankan. berupa bunga 
atas pinjaman yang diberikan kepada kanlor pusatnya atau kantor taln mlllk 
kantor pusatnya. 

4 SepanJc!ng merupakan kebiasaan dalam suatu Negara Pihak untuk 
menenlukan besarnya laba yang dlanggap berasal dan bentuk usana tetap 
berdasarkan suatu pembagian seoara proporslonat atas seluruh laba 
perusahaan ternadap bagian-bagiannya, maka ketentuan ayat 2 tidak akan 
menghalangi Negara Plhak untuk menentukan besarnya laba yang akan 
dlkenakan pajak berdasarkan pembagian secara proporslonal tersebut sepertl 
yang lazim digunakan Namun, cara pembagian secara proporslonat tersebul 
harus sedemiklan rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinslp 
yang terkandung dalam Pasal inl. 

5. Laba yang semata-mata berasal darl pembelian barang-barang atau barang 
dagangan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak 
akan dihitung sebagai laba dart bentuk usaha letap. 

6. Untuk tujuan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dlanggap berasal dari 
bentuk usaha tetap narus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke 
tahun kecuall jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk menyimpang, 

7. Apabila dldalam jumlah laba terdapal penghasllan-penghasllan yang diatur 
secara tersendiri pada Pasal-Pasal lainnya datarn Perselujuan lni, maka 
ketentuan Pasat-Pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan­ 
ketentuan Pasal lni. 



terdapal pelabunan semacam nu, tempat manajemen yang efektif dlanggap 
berada di Negara Plhak di mana operator kapal tersebut menjadi penduduk. 

3, lstllah "pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawal-pesawat udara" dlartikan 
sebagal usaha pengangkutan penumpang, pos, ternak, alau barang-barang 
yang diangkut oleh para pemlllk atau para penyewa atau para pencarter kapal­ 
kapal laut atau pesawat-pesawat udara. termasuk penjualan liket-tiket untuk 
pengangkutan demlklan alas nama perusahaan-perusahaan lain, penyewaan 
kapal-kapal laut dan pesawat-pesawat udara yang dllakukan sekall-sekall dan 
keg1atan lalnnya yang secara langsung berhubungan dengan pengangkutan 
tersebul. 

4 Menyimpang darl kelentuan ayat I dan 2, taba yang diperoleh darl suatu 
Negara Plhak oleh suatu perusahaan pada Negara Pihak lalnnya alas operas, 
kapal laut dalam Jalur lalu llntas lnternasional dapal dikenakan pajak di Negara 
Plhak yang disebutkan pertarna, tetapl pajak yang dlkenakan pada Negara 
Pihak tersebut akan dlkurangi dengan 50%. 

5. Laba yang berasal darl perusahaan transportasi yang merupakan penduduk di 
suatu Negara Pihak alas pernakaian, pemellharaan, atau penyewaan pell 
kemas (termasuk kereta gandeng dan peralatan lalnnya untuk mengangkut petl 
kemas) yang blasa dlgunakan untuk untuk mengangkut barang-barang atau 
barang dagangan dalam jalur lnternasional hanya akan dikenakan pajak di 
Negara Plhak lersebut, keouali )lka petl kemas tersebut digunakan semata­ 
mata dl dalam Negara Plhak lainnya. 

6. Untuk kepentingan Pasal inl, bunga alas investasi yang terkait langsung 
dengan pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara dalam 
Jalur lnternaslonal dlanggap sebagai keuntungan yang berasal dari 
pengoperasian kapat-kapat laut atau pesawat-pesawat udara jlka merupakan 
bagian tak terpisahkan dari usaha yang dijalankan, dan ketentuan-ketentuan 
Pasal 11 lidak berlaku dalam kaitannya dengan bunga tersebut. 

7 Ketentuan-kelentuan pada ayat 1 beilaku pula terhadap laba yang dlperoleh 
dart penyertaan daiam suatu gabungan perusahaan. suatu usaha bersama, 
atau dalam suatu perwakilan untuk operasl internasional 
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1. Apabila 

(a)suatu perusahaan darl suatu Negara Pihak balk secara langsung maupun 
tidak langsung turut serta datam mana)emen, pengawasan atau modal 
suatu perusahaan di Negara Pihak lalnnya. atau 

(b)orang-orang yang sama balk secara langsung maupun tidak langsung turu\ 
serta dalam manajemen. pengawasan atau modal suatu perusahaan dari 
Negara Plhak dan suatu perusahaan darl Negara Plhak lainnya, 

dan dalam kedua kasus rnanapun, kondlsl-kond1s1 yang bertaku dalam 
hubungan dagang atau hubungan keuangan antara kedua perusahaan 
dimaksud berbeda dengan kondlsi-kondisi yang lazimnya berlaku anlara 
perusahaan-perusahaan yang sama sekall bebas satu sama lain, maka setiap 
laba yang seharusnya dlperoleh salah satu perusahaan, tetapi dlkarenakan 
kondisi-kondisi tersebut menjadi lidak ada, dapat ditambahkan pada laba 
perusahaan itu dan dlkenakan pajak. 

2. Apablla suatu Negara Pihak melakukan pembetulan atas laba suatu 
perusahaan di Negara ttu • dan dikenakan pajak - dan bagian yang dlbetulkan 
ltu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dlkenakan pajak di 
Negara Pihak lainnya dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya 
diperoleh perusahaan di Negara yang dlsenutkan pertama apabila kondlsl­ 
kondisi yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut sama dengan kondlsi­ 
kondisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas. maka 
Negara Pihak lalnnya akan melakukan penyesualan-penyesuafan atas Jumlah 
laba tersebut terhadap jumlah pajak yang telah dikenakan terhadap laba 
tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian ilu, diharuskan untuk 
memperhatikan kelentuan-ketentuan lain dalam Persetu]uan lnl dan apablla 
dinggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang darl kedua Negara sallng 
berkonsultasl. 

3. Ketentuan pada ayat 2 tidak berlaku apahila proses hukum peradilan, 
administratif atau lalnnya telah meoghasllkan koputusan akhlr banwa dengan 
tindakan menimbulkan penyesuaian laba berdasarkan ayat 1, salah satu 
perusahaan bersangkutan dlkenakan denda sehubungan dengan penipuan. 
kelalalan atau kesalahan yang disengaja. 

Pasal9 
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA 



1 Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk 
suatu Negara Pihak kepada pendudulc Negara Plhak lainnya dapat dlkenakan 
pajak di Negara lain tersebut. 

2 Namun demlklan, dlvlden tersebut dapat juga dlkenakan pajak di Negara Pihak 
di mane perseroan yang membayarkan dividen tersebut menJadl penduduk dan 
sesual dengan perundang-undangan Negara tersebut. akan letapi apablla 
penenma manfaat yang menikmati dividen adatah penduduk Negara Pihak 
lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan meleblhi 10% (sepuluh persen) 
dart jumlah brute dividen 

Ayal Im tidak akan mempengaruhl pengenaan pajak terhadap perseroan ilu 
alas laba dart mana dividen dlbayarkan. 

3. lstilah "dlviden" sebagaimana dlgunakan dalam pasal lni berarti pengha5ilan 
dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat 
plutang, yang berhak alas pembagian laba, dernlklan pula penghasilan Clan 
hak-hak perseroan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan 
pajaknya sebagai penghasilan dari ssham-saham oteh perundang-undangan 
Negara Pihak di mana perusahaan yang rr.embagikan divlden tersehut 
berkedudukan. 

4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pemilik saham yang 
menikmati dividen yang berkedudukan dlsuatu Negara Pihak, menjalankan 
usaha melalui suatu bentuk usaha letap di Negara Plhak lainnya di mana 
perseroan yang membayarkan dilliden tersebut berkedudukan. atau 
menjalankan pekerjaan bebas di Negara Pihak lalnnya melalui suatu tempat 
telap yang berada disana, dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan 
dlviden itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap alau 
tempat tetap ltu. Dalam hal demikian, lergantung pada permasalahannya, 
berlaku ketentuan pasal 7 atau pasal 14 

5. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak 
memperoleh laba alau penghasilan dari Negara Pihak lainnya, Negara Plhak 
lainnya tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga alas dividen yang 
dibayarkan oleh perseroan ltu, kecuali apablla divlden ltu dlbayarkan kepada 
penduduk Negara Pihak lainnya tersebul atau apabila penguasaan saham­ 
saham yang menghasllkan dlviden itu mempunyai hubungan yang efektff 
dengan benluk usaha letap alau lempat tetap yang berada di Negara Pihak 
lainnya tersebut, ataupun mengenakan pajak atas laba perseroan yang tidak 
dibagikan rneskipun dlviden yang dlbayarkan atau laba yang tidak dibagikan 
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Pasal10 
DIVIDEN 



1 Bunge yang berasal den suatu Negara Plhak. dan dibayarkan kepada 
penduduk Negara Plhak lainnya dapat dlkanakan pajak di Negara Pihak 
lalnnya tersebut. 

2 Namun demikian, bunga tersebut juga dapat dikenakan di Negara Plhak di 
mana bunga tersebul berasal sesual dengan perundang-undangan di Negara 
tersebut. namun Ilka pemilik yang menikmati manfaat dari bunga tersebut 
merupakan penduduk di Negara Pihak lainnya, pajak yang dikenakan tidak 
boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga tersebul. 

3 Menyimpang dart l<etentuen ayat 2, bunga yang berasal darf Negara Plhak 
akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara tersebut, sepanjang bunga 
itu diterima dan dinikmati oleh: 

(a) Pemerlntah. bagian darf ketatanegaraan atau pemerintah daerah darl 
Negara Plhak lalnnya; atau 

(b) {i) dalam hal Republik Indonesia. 

(1) Bank Indonesia; 

(2) Pusat lnveslasl Pemerintah: can 

(3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 

~i) dalam hal India: 

(1) Reserve Bank of India; 

(2) Bank Export-Import tndia, dan 

(3) Natrona/ Housing bank; atau 

(c) baden pemerintah atau lembaga lain yang sepenuhnya dimilikl oleh 
Pemerintah Negara Pihak, yang disetujul dari waktu ke waktu anlara 
pejabat yang berwenang dari Negara Plhak; 

4. lstilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal lni berarti penghasllan earl semua 
jenis tagihan utang, balk yang diJamln dengan hipotik maupun yang lidak dan 
balk yang mempunyal hak alas pembaglan laba si debitur maupun yang tidal(, 
dan khususnya, penghasilan dari surat-surat perbendaharaan negara dan 
penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-sural utang, termasuk premi 
dan hadiah yang terikat pada surat-surat berharqa, oblfgasi atau surat-surat 
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Pasal11 
BU NGA 

tersebul seluruhnya alau sebagian berasal darl laba atau penghasilan yang 
diperoleh di Negara Pihak lainnya tersebut. 



1. Royalll dan upah iasa teknik yang bsrasal dan suatu Negara P1hak dan 
dlbayarkan kepada penduduk Negara Pihak lairtnya dapat d1kenakan pajak d1 
Negara Pihak lainnya tersebut 

2 Namun demikian, royaltl dan upah Jasa teknik lersebut dapat Juga dlkenakan 
pa1ak di Negara Plhak di mana royallt ltu berasal, dan sesual dengan 
perundang-undangan Negara tersebut. namun apablla penerlma manfaal 
royalli atau upah [asa teknlk tersebut adalah penduduk Negara Plhak lalnnya, 

Pasal12 
ROVALT1 DAN UPAH JASA TEKNIK 

hutang tersebut Denda alas pembayaran yang terlambat t1dak dianggap 
sebagai bungs menurut pasal lnl 

5 Ketentuan-ketentuan ayat 1 den 2 tidak akan berfaku apabila pemberl plnJaman 
yang menikmati bungs berkedudukan di suatu Negara Plhak, melakukan 
keglalan usaha di Negara Plhak tainnya di mana bunga tersebul berasal 
melalul sualu bentuk usaha telap yang berada di sans, atau menjalankan 
pekeqaan bebas di Negara Plhak lalnnya tersebut, dall taglhan utang yang 
menghasilkan bunga ,tu mempunya, hubungan yang efekttr dengan bentuk 
usaha tetap atau tempat tetap itu Dalam hal demiklan. te,gantung pada 
masalahnya. berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14 

6 Bunge dlanggap beras.al dan suatu Negara Pihak apabila yang mombayar 
bunga adalah penduduk Negara Plhak 1tu Namun demlktan, apabile orang 
yang membayar bunga itu. tanpa memandang apakah la penduduk salah satu 
Negara Pihak alau tidak, mempunyal bentuk usaha lelap atau tempa! tetap di 
suatu Negara Plhak di mana bunga dlbayarkan. dan bunga ltu menJadl bsban 
bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. maka bunga itu akan dianggap 
berasal darl Negara Plhak di mana bentuk usaha tetap atau tempal tetap ltu 
berada. 

7 Jika karena adanya hubungan lsllmewa antara pembayar bunga dengan 
pemllik yang menikmali bunga atau antara keduanya dengan orang lain, 
dengan memperhalikan besarnya tagihan uta'lg yang menghasllkan bunga itu, 
Jumtah bunga yang dlbayarkan melebthl fumtah yang seharusnya dlsetuJui 
antara pembayar dan pemi111< yang menikmatl bunga seandainya hubungan 
ist,mewa itu Udak ada, maka ketontuan-ketentuan Pasal inl hanya akan berlaku 
ternadap Jumlah bunga yang dlsebutkan terakhir Dalam hal demlklan, Jumlah 
keleblhan pembayaran tsrsebut akan tetap dlkenal<an pajak sesual dengan 
perundang-undangan maslng-masing Negara. dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan lalnnya dalam Persetu1uan ini. 
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maka pajak yang dikenakan lidak akan melebthi 10% (sepuluh persen) dari 
jumlan bruto darl royaltl atau upah Jasa teknlk 

3 (a) lstilah "royalti" sebagalmana digunakan dalam Pasal ini berarti 
pembayaran datam bentuk acapun yang diterima sebagal balas Jasa 
karena penggunaan atau hak untuk menggunakan. hak clpta 
kesusasteraan. karya seru atau karya ilmlah. termasuk film-film 
sinematografi, atau film-film atau ptta-pna yang dlgunakan untuk sraran 
radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model. rencana, rurnus 
atau cara pengolahan yang dlrahasiakan. atau untuk penggunaan, atau 
hak untuk menggunakan, perlengkapan lndustri. pemiagaan atau llmu 
pengetahuan, atau intormasl yang menyangkut pengalaman dlbic1ang 
lndustn, pemiagaan atau urnu pengetahuan. 

(b) lsttlah '' upah jasa teknik" sabaqaimana dlgunakan dalam Pasal rm berarti 
pembayaran dalam bentuk apapun, selaln yang disebutkan pada Pasal 14 
dan 15 Persetujuan inl, yang dlterima sebagai balas lasa karena 
pengelolaan atau teknik etau Jasa konsultasl, termasuk ketentuan Jasa 
teknik atau personil lainnya. 

4. Ketentuan·ketentuan ayat 1 dan 2 tidak bertaku apabila penerima manraat 
royalti atau upah Jasa teknlk. merupakan penduduk suatu Negara Plhak yang 
menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya di mana royalti atau upah jasa 
teknik itu berasal, melalui suatu bentuk tetap yang berada disana, atau 
melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya itu rnslatul suatu 
tempat tetap yang berada dlsana, dan hak atau milik sehuhunqan dengan 
royalU atau upah jasa teknik yang dlbayarkan clan memllikl hubungan yang 
efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetan it11 Dalam hal demlklan, 
tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan pasal 7 atau pasat 14. 

5. (a} Royaltl dan upah Jasa teknik dianggap berasal darl Negara Pihak , apaolta 
pembayar royalti itu adalah Negara Pihak ltu sendiri, ba{llan d::iri 
ketatanegaraan, pemerintah daerah. atau penduduk dart Negara Pfhak 
tersebut. Namun demikian, apabila orang yang mernbayarkan royafti dan 
upah jasa teknik itu, tanpa memandang apakah ia penduduk salah satu 
Negara Pihak atau lidak, memlliki suaiu benluk usaha tetap atau tempal 
lelap disuatu Negara Pihak dalam hununqan mana kewajlban untuk 
membayar royalti dan upah jasa teknlk nu terjadl, dan royaltl atau upah 
Jasa teknik tersebut menjadi beban bsntuk usaha tetap atau tempat tetap 
tersebut, maka royalti atau upah [asa tekntk tersebut akan dianggap 
berasal dari Negara di mana bentuk usaha lelap atau lempat tetap itu 
berada. 



16 

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak dari 
pemindahtanganan harta lak gerak sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 6 dan 
terletak di Negara Pihak lalnnya, dapat dlkenakan pajak di Negara Plhak lainnya 
tersebut. 

2. Keuntungan darl pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian 
kskayaan suatu bentuk usaha telap yang dimillki oleh perusahaan darl Negara 
Pihak di Negara Plhak lalnnya atau dari harta bergorak yang merupakan bagian 
dari sualu lempat tetap yang tersedia bagl penduduk suatu Negara Plhak di 
Negara Pihak lainnya untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk 
keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (terplsah atau 
beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat tetap, dapat dikenakan paJak di 
Negara lalnnya tersebut. 

3. Keuntungan yang diperoleh perusahaan suatu Negara Plhak darl 
pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang beroperasl di jalur lalu 
llntas internasional atau harta bergerak yang menjadi bagian dari operas! kapal 
Jaut atau pesawat udara hanya dapat dlkenakan pajak di Negara Pihak tersebut 
di mana tempal kedudukan manajemen yang efeklif dari perusahaan tersebut 
berada. 

4. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak darl 
pemindahtanganan atas sahem-saharn perseroan yang lebih dari 50 persen 

Pasal13 
KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HARTA 

(b) Jlka menu rut huruf (a) royalli dan upah jasa teknlk tldak berasal dari salah 
satu Negara Pihak , dan royaltl terkait dengan penggunaan, atau hak untuk 
menggunakan, hak atau milik, atau upah Jasa teknlk lerkalt jasa yang 
dilakukan, di salah satu Negara Plhak, maka royalti dan upah Jasa teknik 
tersabut dianggap berasal dari Negara Plhak llu. 

6. Jika karena adanya hubungan lstimewa antara pembayar royaltl dengan 
penerima manfaat atau antara kedua-duanya dengan orang, jurnlan royaltl dan 
upah [asa leknik yang dibayarkan, dengan memperhalikan pemakalan, hak 
atau keterangan untuk mana royaltl itli dibayar melebihl jumlah yang 
seharusnya disepakati oleh pembayar dengan penenma manfaat. seandalnya 
hubungan islimewa tersebut tidak ada, maka ketentuan-ketentuan daiam Pasal 
mi hanya berlaku alas Jumlah royaltf yang disebut kemudian. Dalam hal 
demikian, Jumlah keleblhan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak 
sesuai dengan perundang-undangan masing-maslng Negara Plhak. dengan 
memperhatikan ketentuan-kelentuan lain dalam Persetujuan lnl. 



1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, 19 dan 20, gaji, 
upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara 
Plhak lerkalt pekerjaan dalam hubungan kerja, hanya akan dlkenakan pajak di 
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Pasal15 
PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA 

1. Penghasllan yang dlperoleh lndlvidu yang merupakan penduduk dari suatu 
Negara Pihak sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dllakukan atau 
kegiatan-kegiatan lainnya yang serupa, hanya akan dikenakan pajak di Negara 
terssbut kecuali dalam hal tersebut dlbawah ml, di mana penghasllan Jiu dapal 
juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya · 

(a) apabila la mempunyai suatu lempat tetap yang tersedia secara teratur 
baginya untuk menjalankan kegialan-kegialan di Negara Pihak lalnnya Itu; 
dalam hal demikian. penghasilan yang dlkenakan pajak di Negara Pihak 
lainnya ilu hanyalah atas bagian panghasilan yang dianggap berasal dari 
tempat telap lersebut: atau 

(b) apabila la tinggal di Negara Pihak lalnnya dalam salu masa alau masa­ 
masa yang jumlahnya melebihl 91 hari dalam masa dua belas bulan; datarn 
hal demikian, hanya alas penghasllan yang diperoleh clarl keglatan-kegiatan 
yang dilakukan di Negara Pihak lainnya ilu yang dapat dikenakan pajak di 
Negara lalnnye tersebut. 

2. tstllah "[asa-jasa profesional" meliputi pei<erjaan bebas dibidang ilmu 
pengelahuan, kesusasteraan, kesenian, keg1atan pendldlkan maupun 
pengajaran, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli 
hukum, ahli tehnik. arsitek, dokter spesialis bedah, cokter gigl dan akuntan. 

Pasal14 
PEKERJAAN BEBAS 

dan nilai kekayaannya secara langsung alau lidak langsung berasal dari harta 
tak gerak yang berada di Negara Pihak lainnya dapal dikenakan pajak di 
Negara Pihak lainnya tersebut 

5. Keuntungan dari pemlndahtanganan saham selaln yang disebutkan dalam ayal 
4 di sebuah perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak dapat 
dlkenakan pajak di Negara tersebut. 

6. Keuntungan dan pemmdabtsnqanan harta setam can yang telah dlsebutkan 
pada ayat 1. 2, 3, 4 dan 5 hanya akan dikenakan paJak di Negara Pihak di 
mana yang melakukan pemlndahtanganan berkedudukan. 
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1 Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 14 dan 15, penghasilan 
yang dlperoleh penduduk suatu Negara Plt>ak sebaga1 artis, sepertl artis 
teater, mm. radio atau televisi. atau pemaln muslk, atau sebagai atlit. darl 
kegiatan-keglatan pribadinya yang dilakukan dl Negara Pihak lainnya, dapat 
dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut. 

Pasaf 17 
ARTIS DAN A TLIT 

lmbalan-lmbalan para dlraktur dan pernaayaran-pembayaran serupa yang 
diperoleh penduduk Negara Pihak dalam kedudukannya sebagai anggota dewan 
komisaris maupun jabatan yang serupa dari perusahaan yang berkedudukan di 
suatu Negara Pihak lalnnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lalnnya 
tersebut, 

Pasal 16 
IMBALAN DIREKTUR 

Negara itu. kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Pihak lalnnya • 
Dalam hal demlklan, maka lmbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud 
dapat dlkenakan paJak di Negara Plhak lainnya ltu. 

2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, lmbalan yang dlterima atau diperoleh 
penduduk darl suatu Negara Pihak dari pekerjaan yang dilakukan di Negara 
Pihak lainnya , hanya akan dikenakan paJak di Negara yang disebut pertama, 
apabila· 

(a) penenma imbalan berada di Negara Plhak lainnya itu dalam suatu masa 
atau masa-masa yang jumlahnya lidak meteblh1 183 harl dalam masa dua 
belas bulan yang dlmulal a tau berakhlr di periode pajak yang terkalt; dan 

{b) lmbalan itu dlbayarkan oleh, atau alas nama pemben kerja yang bukan 
merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut den 

(c) irnbalan itu tidak menjadl beban bentuk usaha tetap atau tempat tetep 
yang dlmllikl oleh pemberl kerja di Negara Pihak lalnnya tersebut. 

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal lni. imbalan 
yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan yang dllakukan di atas kapal 
laut atau pesawal udara yang dioperasikan dalam [alur lalu lintas internaslonal, 
dapat dikenakan pajak di Negara Pihak di mana tempat manajemen yang 
efektif dari perusahaan tersebul berada. 
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(a) Gaj1, upah dan fmbalan serupa lainnya, selain pension, yang dlbayarkan 
oleh Negara Pihak. atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintall 
daerahnya kepada lndlv1du sehubungan dengan jasa-jasa yang d1bflnkan 
kepada Negara tersebut atau bag,an ketalanegaraannya atau otoritasnya 
hanya akan dikenakan paJak d1 Negara tersebut; 

(b) Namun demikian, gaji, upah dan lmbatan serupa lalnnya tersebut hanya 
akan dikenakan paJak di Negara Plhak fainnya jika rasa-Jasa tersebut 
diberikan di Negara Pihak lainnya tersebut dan lndividu yang memberikan 
[asa tersebul adalah penduduk Negara Pihak lainnya ltu yang 

Pasal 19 
JASA KEPEMERINT AHAN 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 19 ayal 2, pensiun dan tunjangan 
serupa lalnnya yang d1bayarkan sebagal balas Jasa alas pekerfaan terdahulu 
sebaga1 karyawan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan kepada penduduk 
suatu Negara Pihak, hanya akan dlkenakan pajak di Negara Plhak lersebul 

2 fslilah •tunjangan han tua" berart, suatu Jumlah tertentu yang dlbayorkan secara 
berkala dalam waktu tertentu selema h1dup atau selama suatu masa atau 
Jangka waktu tertentu, berdasarkan suatu kewajiban unluk melakukan 
pembayaran sebaga, pengganltan balas jasa yang memadal dan penuh datam 
bentuk uang atau yang dapat dlntlal dengan uang. 

Pasal18 
PENSIUN DAN TUNJANGAN HARi TUA/PEMBAYARAN BERKALA 

2 Apablla penghasilan sehubungan dengan kegialan-keglalan pnbadl yang 
dilakukan oleh artis atau atllt dalam kapasitasnya tersebut dltenma bukan oleh 
arns atau atlil llu sendlri lelap1 oleh orang lain, Menyimpang dan l<elentuan­ 
ketentuan pada Pasat-pasat 7, 14, dan 15, maka penghasllan lersebul dapat 
dikenakan pajak di Negam Plhok di mana kegia:an-keglatan ortls atau atllt itu 
dllal<ukan. 

3 Ketentuan-ketentuan pado ayat 1 dan 2 tidak diterapkan terhadap penghasllan 
darl kegialan-kegtatan yang dlJalankan oleh artts atau atilt di Negara Plhak Jika 
k11njungan ke Negara Plhak tersebut d1dukung dana pemerlntah ealah satu 
atau l<edua Negara Pihak alau pemennlah daerahnya atau lembaga 
pemertntahannya Oalam hat demtk1an. penghasilan tersebut hanya akan 
dlkenakan pajak d1 Negara Plhak di mana pekef)a sem atau allel lersebul 
merupakan penduduk. 
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1. Dosen, gmu atau peneliti yang menjadi penduduk atau pernah menjadl 
penduduk salah satu Negara Pihak sebelum melakukan kunjungan ke Negara 
Pihak falnnya untuk mengajar atau melakukan penelitian, atau kedua-duanya, 
pada universitas, akademi, sekolah, muslum, atau lembaga pendldikan yang di 
akul lalnnya di Negara Pihak lain ltu, akan dibebaskan darl pengenaan pajak di 
Negara Pihak lalnnya Itu alas setlap balas Jasa yang diperoleh darf mengajar 
atau dart penelllian untuk masa yang tidak meleblhi dua tahun sejak tanggal 
kedatangannya di Negara Pihak lain tersebut. 

2. Pasal lnl tidak berlaku ates penghasilan yang diperoleh dart penelltlan apablla 
penelilian tersebut dilakukan terulama untuk kepentingan seseorang atau 
orang-orang tertentu 

3. Untuk kepentingan Pasal lni, seseorang dianggap sebagai penduduk suatu 
Negara Plhak apablla la menjadJ penduduk Negara Pihak itu dalarn lahun 
diperolehnya penghasilan di mana la melakukan kunjungan ke Negara Plhak 
lamnya atau dalam lahun sebelumnya dan tahun perolehan penghasilan. 

4. Untuk kepentlngan ayat 1, lstilah "lembaga pendidtkan yang dlakul" berarti 
suatu lembaga yang telah disahkan oleh pejabal berwenang di Negara Plhak 
yang bersangkutan. 

Pasaf 20 
DOSEN, GURU DAN PENEUTI 

(I) merupakan warganegara darl Negara ltu, atau 

(ii) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud 
memberikan Jasa-jasa tersebut. 

2. (a) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dlbentuk oleh suatu 
Negara Plhak atau baglan ketatanegaraannya atau pernermtah daerahnya 
kepada individu sehubungan dengan jasa-jasa yang dlberikannya kepada 
Negara tersebut hanya akan dlkenakan pajak di Negara tersebut. 

(b) Namun dermktan, penslun tersebut hanya dapat dlkenakan pajak di Negara 
Plhak lalnnya Jika individu tersebul adalah penduduk dan warganegara dari 
Negara Plhak lainnya tersebul. 

3 Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15. 16, 17 dan 18 berlaku alas gaJi. upah, 
dan lmbalan serupa talnnya, dan pensiun sehubungan dengan jasa-Jasa yang 
dlbertkan yang terkait dengan usana yang dljalankan oleh Negara Pihak atau 
bagian ketalanegaraannya alau pemerintah daerahnya. 



Jems-1enis penghasllan yang drperoleh penduduk Negara Pihak, dari manapun 
asalnya yang hdak d,sebut di Pasal-pasal terdahulu dalam PersetuJuan inl 
hanya ekan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut 

2 Ketentuan-ketentuan ayat 1 tldak akan berlak« tarhadap penghasllan, selain 
penghasllan dari pemlndahtanganan ha11a tak gcrak sebagaimana nlsebutken 
dalam pasal 6 ayat 2, apablla penertma peng11asllan adatah penduduk suatu 
Negara Pihak • yang merqalankan usahanya di Negara Pihak lainnya melalui 
suatu bentuk usaha telap yang beraca drsana, atau melokukan pekerjaan 
bebas di Negara Pihak tainnya ,tu rnelalui suatu tempat tetap yang beraea 
drsana, dao hak atau harta sehubungan dengan penghasilan ilu dibayarkan, 
mempunyai hubungan efekhf dengan bentuk. usatia tetap atau tempat tetap ltu 
Dalam hal demlklan, tergantung pada m2s3lahnya, berlaku ketentuan­ 
ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14 

3 Menyimpang dart ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, bagian-bag1an 
penghasilan penduduk suatu Negara Pihak yang tldak dtsebut di Pasal-pasal 
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Pasal 2.2 
PENGHASILAN LAINNYA 

. 
(11) oatam hal pemagang: untuk masa yang meleblhl 2 tahun berturul turul sejak 

tanggal kedatangannya unluk tuiuan pemagangannya di Negara Pihak 
tersebut. 

1 Pembayaran-pembayaran yang dltenma oleh slswa atau pemagang yang 
sebelum metakukan kunjungan ke Negara Pihak merupakan penduduk darl 
Negara Plhak tamnya dan yang berada d1 Negara yang dlsebutkan pertama 
bertuJuan sernata-mata untuk menglkut1 pendldikan atau magang, yang dilerlma 
sarnata-mata untuk kaperluan hldup, pendidikan, atau magang t1dak akan 
dlkenakan pajak di Negara yang dlsebutkan pertama tersebut, sepaniang 
pembayaran-pembayaran tersebut timbul dan sumber di tuar Negara tersebut. 

2 Manraat dan Passi Im hanya akan dibenkan unt1ik suatu Jnngka waktu yang 
waiar atau menurut kebla11aan d1pertu1<an untuk menyelesalkan pend1d1kan atau 
1atlhan tersebut, telap, setrap 1nd1vidu dalam keadaan apapun t1dak akan 
memperoleh manfaat dan Pasal lnl 

(I) dalam hal siswa untuk rnasa yang metebilu 5 tahun berturut turut sejak 
tanggal kedatangannya untuk 1ujuan pendidikannya di Negara Plhak 
tersebut; 

Pasal21 
SISWA DAN PEMAGANG 
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1 Ketentuan-ketentuan dalarn Perseturuan inl duakukan tidak untuk mencegah 
suatu Negara Pihak dalam menerapkan ketentoan-ketenfuan Perundang­ 
undangan nasronalnya dan tincakan untuk mencegah pengh,ndaran pajak 
maupun pengelakan pa1ak, baik yang digambarkan secara jelas maupun tidak 

2. PendudUk suatu Negara Pihak tidak berhak atas manfaat-manfaat dari 
persetquan inl Jika penerapan ketentcan-keteruuao dalam persetujuan in, 
dllakukan untuk kepenlingan yang telan diatur sedemikian rupa sehingga 
seolah-olah merupakan tujuan utama atau salah satu tujuan utamanya 
adalah untuk mendapatkan manfaat dari Persetujuan ini, 

Pasal24 
PEMBATASAN MANFAAT 

BABV 
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS 

1. Apab,ta penduduk suatu Negara Pihak memperoleh penghas1lan yang, sesua1 
dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan 1ni. dapat dlkenakan pajak di 
Negara Plhak lamnya. Negara yang disebutkan pertama akan memperbolehkan 
pengurangan dalam Jumlah yang sepadan dengan pajak penghasilan yang 
dibayarkan di Negara Pihak lainnya dart pajak atas penghasilan penduduk 
tersebut di Negara yang disebutkan pertama. Namun demikian, pengurangan 
tersebut tidak diperkenankan melebihi rumlah pajak penghasuan yang 
d1perhitungkan sebelum diberikannya pengurangan yang terkait tersebut sesuai 
dengan keadaannya, terhadap penghasilan yang dapat ctkenakan paJak di 
Negara Pihak lamnya 

2 Sesuai dengan kelentuan dalam Persetujuan lni, apabila penghasilan yang 
diperoleh penduduk suatu Negara Plhak dlbebasllan dart pajak d1 Negara 
tersebut, dalam menghltung jumlah pajak alas sisa penghasilan dari penduduk 
tersebur, Negara tersebut dlperbolehkan memperhitungkan penghasilan yang 
dtbebaskan 

Pasal 23 
METODE-METODE UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA 

BAB IV 
METODE-METODE UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA 

sebelumnya dalam Persetujuan tni dan berasal dari Negara Pihak lamnya, 
oapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut 
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1 Warganegara datt sualu Negara P1hak tidak akan dlkonakan paJak atau 
kewajlban apapun yang berkaltan tteogan pengenaan pajak di Negara Plhak 
lainnya yang berlalnan atau leblh memberatkan darlpada pengenaan pajak dan 
kewajiban kewajlban terkait, yang dlkenakan atau dapat dlkenakan terhadop 
warganegara darl Negara Pihak lalnnya dalam keadaan yang sama, khususnya 
yang berkaltan dengan kewarganegaraan Menylmpang darl ketentuan Pasal I, 
Juga berlaku juga bag, orang yang bukan penduduk salah salu atau kedua 
Negara P1hak 

2 Pengenaan Pajak atas bentuk usaha tetap yang dlmlllkl oleh suatu perusahaan 
dan Negara Plhak di Negara Pihak lalnnya, tidak dapat dllakukan dengan cara 
yang kurang menguntungkan dlbandlngkan dengan pongenaan pajak atas 
perusahaan-perusahaan ya119 men)alankan keglatan-kegiatan yang sama di 
Negara Plhak lainnya itu Ketentuan inl tldak dapat d1tafsirkan sebagai 
mewajlbkan sualu Negara Pihak unluk memberikan kepada penduduk Negara 
Pihak lalnnya suatu potongan prlbadl, keringanan-keringanan dan 
pengurangan-pengurangan untuk kepentmgan pengenaan paJak berdasarkan 
status sip1I atau tanggung Jawab keluarga seperti yang diberikan kepada 
penduduknya sendln. 

3. Perusahaan darl suatu Negara Plhak, yang mooslnya sebaglan atau 
seluruhnya dlmlllkl atau dlkuasal baik langsung maupun tldak langsung olah 
satu atau leblh penduduk dan Negara Pthak lalnnya, ltdak akan dikenakan 
paJak atau kewajlban apapun yang berkaitan d"lnl)an pengenaan paJak tersebut 
d1 Negara yang disebu1kan penama yang herla1nan atau leb1h memberatkan 
dibandmgkan dengan pengenaan pajak dan kawaJiban-kewajlban terkalt yang 
dlkenakan atau dapat dikenakan torhadap perusahaan·perusahaan lainnya 
yang serupa di Negara yang olsebutkan pertama 

4 Kecuall spablla ketentuan-kstentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7, atau 
Pasal 12 ayal 6 berlaku, bunga, royalti, dan pengeluaran·pengeluaran yang 
dibayarkan oleh perusahaan darl Negara Plhak kepada penduduk Negara 
Plhak latnnya , untuk tujuan menentukan taba yang dapat dlkenakan pajak alas 
perusahaan tersebut, akan dapat dtkurangkan berdasarkan kondlsi yang sama 
apabila pembayaran tersebul d1bayarkan kP.pada penduduk Negara yang 
disebutkan penama. 

Pasal25 
NON·DISKRIMINASI 

3. Dalam hal badan hukurn lidak memlllkt aktlvitas usane yang dapat dipercaya 
kebenarannya, dlanggap tercakup oleh ketentuan-ketenluan dalam Pasal lnl 
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1 Apabila seseorang menganggap bahwa llndakan-hndakan salah satu atau 
kedua Negara Pihak mengaklbatkan atau akan mengak1balkan pengenaan 
paJak yang lidak sesual dengan Persetujuan inl, maka lerlepRs dan cara-cara 
penyelesalan yang diatur oleh perundarig- undangan naslonal dari maslng 
maslng Negara. ra dapat menga)ukan masatahnva kopada pelabat yang 
berwenang di Negara Pihak di mana la menJad, penduduk Negara ltu alau, Jika 
masalah yang llmbul terkait dengan Pasal 25 ayat 1, kepada Negara P1hak di 
mana la menjad, warganegara Massiah tersebut harus d1a,ukan dalam waktu 
tiga tanun c;ejak tanggal ditenmanya pembentahuan mengena1 ttndakan yang 
menlmbulkan pengenaan pajak yang t1dak sesuai dengan Perselujuan ini. 

2 Apabila keboratan yang diajukan ilu cukup beralasan dan apabila atas masalah 
tersebut lldak dapal menemukan suatu penyelesalan yang memuaskan, 
pejabat yang berwenang harus menyelesail<an masalah ltu melalul persetujuan 
bersama dengan pefabal yang berwenang dari Negara Plhak lainnya dengan 
maksud untuk menghindan pengenaan paJak yang hdak sesuai 1engan 
Pe:setujuan inl Seliap PersetuJuan yang telah disepakah akan di!erapkan. 
tertepas dari balas waktu yang ada dalam penmdang-undangan nasionat 
dikedua Negara Plhak 

3. Pejabat-pejal)c1t yang berwenang dorl kedua Negara Pltiak akan berusaha 
unluk monyelesalkan seliap kesulilan atau ker a gu-1 aguan yang tlmbul dal.ini 
penafsiran atau penerapan Persetuiuan 1111 melalut suatu PersetUjuan bersama 
Mereka eapat Juga berkonsultasl satu sama tain untuk mencegah pengena.in 
paJak berganda dalam hal-hal yang hdAk dialur dalam PerseluJuan lni 

4 Pejabal·pe1abal yang berwenang dan kedua Negara Pihak dapat berhubungar 
langsung satu sama lain untuk rnencapat Persetejua« sebagaimana dimak:;ud 
pada ayat-aynt sebefumnya Para peJabal yang berwenang, melalul konsultasr, 
akan mengcrnbangkan prosedur prcsedur bilateral, kondlsi-kondlsi, metode­ 
metoda dan teknlk·teknlk yang untuk metaksanakan prosedur perseluju;in 
bersama yang d1sed1akan dalam Pasal tni 

Pasal26 
TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA 

5. Yang dlmaksud dengan lslllah "perpaJakan" dalam Pasal lni adalah paJak-paJak 
sebagalmana dlmaksud dalam Persetu1uan lnl 
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Para Pejabat yang berwenang dan Negara Pihak akan rnelakukan pertukaran 
lnformas, (termasuk dokumen-dokurnen dan sallnan resml dokumen-dokumen) 
yang dlpandang retevan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalarn 
Persetujuan inl atau untuk rnelaksanakan administrasl atau penegakan hukum 
dalam perundang-undangan domesllk Negara Plhak, atau baglan 
ketatanegaraannya atau pemenntah daerannya tersebut yang ber1<a1tan dengan 
paJak-pajak yang dtcakup clalam Persetujuan ini, sepan1ang pengonaan pajak 
torsebut lldak bertentangan dengan Persetu1uan Inf Pertukaran inlormasl ml 
tidak d1batast dengan Pasat 1 dan pasal 2 

2 Sehap 1nformas1 yang dllerima seb;igatmana d1maksud pada ayat 1 oleh 
Negara Pthak harus dl1aga kerahasiaannya dengan earn yang same sepertl 
apabila lnformasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestlk 
Negara tersebul dan hanya boleh dlungkapkan kepada orang-orang atau pihak· 
plhak berwenang (termasuk pengadllan dan badan-bsdan admlnlslratif) yang 
berkepentingan dalam penetapan atau penaglhan, penegakan hul<Um atau 
penuntutan, atau dalam memutuskan keberatan yang terkait dengan pajak· 
pajak sebagaimana dunaksud dalam ayat 1, atau pengawasan tersebul di alas 
Orang-orang atau p,hak-pihak berwenang tersebut hanya boleh menggunakan 
lnformas, tersebut untuk tu1uan-tu)uan tersebut di alas. Mereka boleh 
mengungkapkan informasl tersebut dalam proses pengadilan atau dalam 
pembuatan keputusan pengad,lan 

3 Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dirnaksudkan untuk 
dllafsirkan unluk memhebnnl Negara Pthak kewajlban. 

{a) melaksanakan tandakan-tlndakan admlnistratlf yang l>ertentangan dengan 
perundang-undangan atau praktek admlnistrasl yang borlaku di Negara 
tersebul atau di Nr.gara Plhak lalnnya: 

{b) mcmberikan lnforrnasl (termasuk dokumen-dokumen den salinan resmt 
dokumen-dokumen) yang tidak mungkm diperoleh berdasarkan perundang· 
undangan atau dalam pmktek admlnistres, yang lazim di Negara tersebut 
atau di Negara Pihak la,nnya 

(c) memberikan lnformasl yang mengungkal)kan ranasta apapun d1bidang 
perdagangan, usaha, tndustri, pemiagaan atau keahllon atau tata cara 
perdagangan atau informasl talnnya yang pengungkapannya benentangan 
ctengan kebijakan publik (ketertiban umum). 

Pasal27 
PERTUKARAN INFORMASI 
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l Para Negara Pihak harus memberlkan bantuan satu sama lain dalam 
melakukan penagihan pajak Bantuan lm tidak dlbatasl oten Pasal 1 dan 2. 
PeJabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak • metalul perselujuan 
bersama dapal menentukan melode penerapan Pasal lni 

2 lstllah "tagihan paJak' sepert, yang d1gunakan datam Pasal ,n1 beraru sejumlah 
t1lang atas seluruh ienls dan dosknpsl pajak yans dll(enakan alas nama Negara 
Pihak, atau bag1an-bagla11 kelatanegaraan atau pemerlntah-pemerintah 
daerahnya, sepanjang p+1ma)ak3n yang dillakukan lidak bertentangan dengan 
Persetujuan inl atau lnstrumen lalnnya di mana Negara Plhak menjadl plhak. 
termasuk bunga. denda admlnistrasi dan biaya penagihan atau pemellharaarl 
yang terkait dengan dengan iur·olall utang 

3 l\pabila tagihan pajak suatu Negara Pihak dapat dllaksanakan berdasarkan 
hukum Negara Pihak lersebul dan terulang oleh orang pada saat flu, 
herdasarkan hukum Negara Pihak lersebut, t1dak dapat menghindar dari 
penagihan tersebut. maka tagihan pajak. berdasar1<an pemuntaan oteh pejabat 
berwenang dari Negara Plhak 1tu. harus dlterima untuk dilakukan penaglhan 
oleh pejabal berwenang dari Negara Pihak lainnya Penagihan pajak tersebut 
harus d1lakukan oleh Negara Plhak lainnya tersebut sesuai dengan ketentuan­ 
ketentuan yang berlaku di negaranya ur1luk petaksanaan dan penaglhan pajak 

Pasal28 
BANTUAN PENAGIHAN 

4 /\pablla mformasi yang dlm1nta oleh Negara Pihak memenuhi ketentuan­ 
keieniuan yang diatur dalam Pasal lru, Negara Pihak lalnnya harus 
menggunakan tindakan-!indakan pengumpulan informasl untuk memperoleh 
lnformasi yang dtrnmta tarsebul, rneskipun Negara Pihak lainnya tersebut tldak 
memerlukan lnformasf dlmaksud untuk tujuan perpaJakannya sendlri. 
Kewajlban yang terkandung dalam kallmat sebelum lni harus memperhatikan 
pembatasan dalam ayal 3 namun sama sekali hdak akan dltafsirkan untuk 
memperbolehkan Negara Plhak untuk menolak memberikan lnformasl semata­ 
mata karena Negara Plhak tersebut tedak memilikl kepenlingan tlomestlk alas 
mtormas! yang d1mmta tersobut. 

5 Terhadap kondisi apapun kelcntuan-kelentuan pada ayat 3 sarna sekah ltdak 
dapal d1tafs1r1<an memperbolohkan Negara Plhak untuk menolak memberikan 
mformas, karena informasl yang dlmtnta tersebut d1mlllk1 oten bank. lembaga 
keuangan tamnya, nommee atau orang yang bertmdak sebagai agen atau 
kapasllas fldusier atau ka,ena lnformasl yang d1m,nta tersebut berkanan 
dengan kepentingan kepemllil(an di suatu badan 
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seolah-olah tagihan pajak tersebul merupakan taglhan paJak Negara Pihak 
lalnnya tersebut. 

4 Apabila suatu tagihan pajak suatu Negara Pihak adalah taglhan yang mana 
Negara Pihak lersebul, berdasarkan kelenluan perundang-undangannya, dapat 
mengambil tlndakan porllndungan dengan maksud untuk rnemaslikan 
penaglhannya, taglhan pajak tersebut, alas permlntaan peJabat berwenang dari 
Negara Pihak tersebut, harus diterlma untuk tujuan rnongnmbll Undakan 
perhndungan oleh pejabal berwenang darl Negara Plhak lainnya. Negara Pihak 
lalnnya tersebut harus mengemb1I hndakan perhndungan sehubungan dengan 
tagihan paJak tersebut sesuaJ dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku seolah-olah t1g1han paJak tersebut merupakan ta91han PilJBI\ Negara 
P1hak lainnya tersebut bahka11 jlka, pada saat tJndakan tersebut dilal<ukan. 
t.agihan paJak lidak dapc1t dllaksanakan di Negara P1hak yang disebutkan 
pertama alau terutang oleh orang yang memillkl hak untuk menghlndan dlrl dari 
penagihan paJak tersebut 

5. Menyimpang darl ketentuan-ketentuan ayat 3 dan 4, suatu taglhan pajak yang 
dlterima oleh suatu Negara Plhak untuk tujuan ayat 3 atau 4 tidak tunduk pada 
batas waktu atau dlberikan prforltas yang berlaku untuk taglhan pajak 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara Plhak tsrsebut. Selatn itu, 
untuk tujuan ayat 3 dan 4, tag1han pajak yang diterima oleh suatu Negara 
P1hak. lldak mernilik1 prloritas yang bertaku terhadap tagihan p.ijak tersebut 
berdasarkan Perundang-undangan Negara P1hak tainnya 

6 Tuntutan perl<ara sehubungan dengan keberadaan, keabsahan alau jumlah 
tagihan pa)ak suatu Negara Pihak hanya dapat dla]ukan di pengad1tan atau 
badan admmistrasl Negara Plhak tersebut. Ketentuan dalam Pasal lnl tldak 
maksudkan untuk ditafsirkan untuk membuat atau menyed,akan hak untuk 
proses tersebut ke pengadilan atau badan administras1 Negara Plhak iamnya 

7 Apablla, sewaktu-waktu setelah suatu permintaan dibuat oleh Neg.ire Plhak 
berdasarkan ayat 3 atau 4 dan sebelumnya, Negara Plhak lalnnya tetah 
melakukan penaglhan dan penyetoran tagihan pajak terl<alt ke Negara Plhak 
yang disebutkan pertama. taglhan pajak bukan tag!'. 

(a) dalam hal suatu permlntnan berdasarkan kelentuan ayat 3. sualu lagihan 
paJak Negara Pihak yang d1sebulkan pertama yang dapat dllaksanakan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara tersebut dan terutang 
oleh seseorang yang caoa saat itu berdasarkan ketentuan perundang­ 
undangan Negara itu bdak dapat menghindar dan penagihan tersebut, atau 

(b) dalam hal suatu permlntaan berdasarkan ketentuan ayal 4, suatu tagihan 
pajak Negara Plhak yang dlsebutkan pertama, yang berdasarkan 
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1 Masing-masing Negara Plhak akan memberitahukan kepada Negara Plhak 
lalnnya melalu] saluran diplomatik mengenai penyelesaian talacara yang 

Pasal30 
BERLAKUNYA PERSETUJUAN 

BABVI 
KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR 

PersetuJuan lnr tidal< akan mempengaruhl hak-hak islimewa di bldang fiskal dari 
anggota mlsl diplomatlk atau konsuier berdasarkan peraturan-peraturan umurn 
hukum lnternaslonal atau berttasarkan ketentuan-ketentuen dalam suatu 
persetujuan khusus. 

Pasal29 
ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER 

ketenluan perundang-undangan Negara Pihak tersebut. Negara tersebut 
dapat mengambil lindakan perllndungan dengan maksud untuk 
memastikan penaglhan paJak tersebut 

pejabat yang berwenang dari Negara Plhak yang dlsebutkan pertama harus 
segera memberitahukan pejabi:11 yang berwenang Negara Plhak lalnnya 
mengenal fakta tersebut dan, alas ptllhan Negara Pihak lalnnya, Negara Plhak 
yang dlsebutkan periama harus monangguhkan ataupun menarlk kemball 
perm,ntaannya 

8 Ketentuan-ketentuan Pasal lnl hdak d,maksudkan untuk rnembebarn Negara 
Plhak kewajrban 

(a) untuk melaksanakan llndakan-tindakan admlnlstratir yang bertentangan 
dengan Undang Undang dan prakltk adm,nistrasl Negara Pihak itu alau 
Negara Pihak lalnnya, 

(b) melaksanakan Imdakan-nndakan yang mungl<in bertentangan dengan 
keblfakan publlk (ketertlban umum); 

(c) untuk memberikan bantuan Jlka Negara Plhak lalnnya lldak melakukan 
tindakan penaglhan atau pengamanan yang layak, yang tersedia 
berdasarkan perundang-undangannya: 

(c.J) untuk memberikan banluon dalam kasus-kasus di mana beban 
acmlrnstrasr bagl Negara Plhak tersebut Jelas tldak sebanding dengan 
manfaat yang akan d1peroteh Negara Pihak lainnya 
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Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya termlnasl oleh 
salah satu Negara Pihak. Masing-masing Negara Plhak dapat mengakhiri atas 
Persetujuan inf, melalui saluran-saluran diplomatlk, dengan menyampaikan 
pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran tersebut paling iambat enam bulan 
sebeturn akhir tahun, dimulai setelah berakhimya jangka waktu lima tahun sejak 
berlakunya Persetujuan lni. Dalam hal demlkian. Persetujuan inf akan lidak berlaku 
lagi: 

(a) Di Indonesia; 

(I) sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong/pungut: untuk jumlah yang 
dibayar atau dikredilkan pada atau setelah tanggal 1 Januarl di tahun 
kalender berikutnya dari tanggal dlsampaikannya permberitahuan 
pengakhiran tersebut. dan 

Pasal 31 
BERAKHIRNYA PERSETUJUAN 

4 Persetujuan antara Pemerinlah Republik Indonesia dan Pemerinlah Republik 
India untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda dan Pencegahan 
Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak alas penghasilan 
yang ditandatanganl di Jakarta pads langgal 7 Ayustus 1987 tidak akan berlaku 
se)ak Persetujuan inl berlaku efektif sesuai ketentuan pada ayat 3 Passi lni. 

dlpersyaratkan berdasarkan perundang-undangannya untuk memberlakukan 
Persetujuan ini 

2. Persetujuan mi mulal berlaku pada tanggal lerakhir dilakukannya 
pemberitahuan sebagalmana dimaksud dalam ayat 1 Pasal lnl 

3. Ketentuan-ketentuan Persetuluan lnl akan berlaku efelctif sebagal berikut· 

(a) Di Indonesia: 

(i) sehubungan dengan pajak yang dipotong pada sumbernya: untuk Jumlah 
yang dlbayarkan atau dlkredltkan pada atau setelah hari pertama bulan 
Januari tahun berikutnya setelah PersetuJuan lru dlberlakukan; dan 

(if)sehubungan dengan pajak-pajak lainnya: untuk setlap tahun pajak yang 
dlrnutal pada atau setelah harl pertama bulan Januari tahun berikutnya 
setelah Persetujuan lni diberlakukan 

(b) DI India, sehubungan dengan penghasilan yang dlperoleh pada tahun pajak, 
yang dlmulai pada atau setelah tanggal 1 April tahun takwim berikutnya 
setelah persetujuan diberlakukan. 
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S.M. KRISHNA 
Menterf Luar Negerl 

DR.\ji.M. Mu flJI. NATALEGAWA 
Me t i Lu~ Negeri 

Unluk Pemerlntah 
Republlk India 

k1tituk Pe~erintah 
~'*PJ.Jbllk IA(lonesia 

DIBUAT di New Delhi, tanggal 27 Juli 2012 dalam dua naskah identlk masing­ 
mastnq dalam bahasa Indonesia, Hindi oan lnggris, ketiga naskah tersebut 
mempunyal kekuatan hukum yang sama. Oalam hal lerjadl perbedaan penafslran, 
maka yang berlaku adalah naskah bahasa lnggris. 

SEBAGAI BUKTI. yang bertandatangan di bawah lnl, telah dlben kuasa yang sah, 
te:ah menandatangan1 Persetuuan ml 

(ii)sehubunpan dengan pajak-pajak lainnya: untuk tahun pajak yang pada atau 
setelah tanggal 1 Januari di tahun kalender beriku1nya dari tanggal 
disampaikannya permberitahuan pengakhiran tersebut, 

(b) Di India, be·kenaan dengan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak 
pada atau setelah tanggal 'I April di tahun kalender berikutnya dari tanggal 
disampaikannya pemberitahuan tersebut. 



Pada saat penandatanganan Persetujuan hari lru dis1mpulkan antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah Republlk India untuk penghindaran pajak 
berganda dan pencegahan pengelakan pa1ak yang berhubungan dengan paJak­ 
paJak alas penghasilan, lelah disepakatl pada saal penandatanganan Persetujuan 
bahwa ketentuan-ketentuan berikut 1nl akan merupakan baglan yang lak 
terprsahkan dan Persetujuan 

Merujuk pada Pasal 7 ayat 1 (Laba Usaha), dapat dlpaharru bahwa laba yang 
berasal darl penjualan barang-barang at.au barang dagangan dar1 Janis yang 
sama atau yang serupa seperf yang dijual, atau dan keg1atan-keg1atan usana 
yang sarna atau serupa yang dilakukan melalui benluk usaha letap, dapal 
dianggap berasal dari bentuk usaha tetap jika terbukli bahwa: 

(i) transakst ini dilakukan untuk menghindarl pajak d1 Negara Plhak di mana 
bentuk usaha tetap itu berada, dan 

(Ii) bentuk usaha tetap dengan cara apapun terlibat dalam transakst lni. 

2 Dapat dipahami bahwa ketentuan-kstentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 (bunga) dan 
Pasal 12 (Royalti dan upah jasa teknik) tidak berlaku dan ketentuan-ketentuan 
Pasal 7 (Laba Usaha) berlaku apabila penghasilan tersehut terkau efektif 
der19an kegiatan usaha sebagaimana dnnaksud pada ayat I Protokol nu, 

3 Menyimpang darl apapun yang d1atur dalarn Persetu1uan iru, dapat dipaharnl 
bahwa tidak akan ada yang mencegah suatu Negara Pthak untuk mengenakan 
laba usaha dari suatu bentuk usaha tetap dan suatu perusahaan Negara Pihak 
lamnya dengan tarif paiak yang lebih t1nggi danpada yang dikenakan alas laba 
usaha suatu perusahaan yang serupa di Negara Pihak yang disebutkan 
pertama dan hal ini tidak dapat ditafsirkan sebaga, suatu diskriminasl 
sehubungan dengan Pasal 25 (Non-dtsknrnmasi) rnaupun menjadl 
bertentanqan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (Laba Usaha) 

4 Sesuai Pasal 7, apabila suatu perseroan yang rnerupakan penduduk suatu 
Negara P1hak memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak Jainnya . laba 
yang menjadi m1llk bentuk usaha tetap tersebut dlkenakan suatu paJak 
tarnbahan atau pajak atas laba usaha cabang di Negara lalnnya tersebut 
sesuai dengan undang-undangnya, tetapi dengan t.,rif tldak melebihl 15% (lima 
betas persen). 

REPUBLlK INDOl'fESIJ\ 
PROTOKOL 
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TALEGAWA DR. R. S.M. KRISHN.tt'­ 
Menteri Luar Negeri 

Unluk Pemerfntah 
Republik India 

461L/ f1eme¥ntah 
~Jiibt~ Indonesia 

DIBUAT d1 New Delhi, tanggal 27 Juli 2012 calam dua nasl(ah 1dentlk maslnq­ 
maslng dalam bahasa lndoresia Hindi dan lnggns, keliga naskah tersebut 
rnernpunyai kekuatan hukum yang sama Dalam hat teqadl perbedaan penafslran, 
maka yang bertaku adalah nasxah bahasa lnggrls 

SEBAGAt BUKTI, yang bertandaranqan di bawah tnl. telah diben kuasa yang sah, 
telah menandatanganl Protokol inl 

5 Dapal dipahami bahwa bila terdapal pertentangan dalarn penerapan antara 
ketentuan-ke:entuan Persetujuan lni dan ketentuan-ketentuan kontrak bagi 
haslt produks terkait dengan eksploitasi dan produksi 'Tllnyak dan gas alam di 
sualu Negara Pihak yang mengikal Pemerintah atau siapapun yang diberi 
wewenang secara sah, maka kelentuan yang berlaku adalah ketentuan yang 
disebut belakangan 

6 Sehubungan dengan Pasal 27 ayat 2 (pertukaran mformasi), dapal dipahaml 
lJahwa, mformasr yang dlteruua uleh Negc111::1 Plhak Lh:1µ1:1l Ji~u11c:1kc111 unluk 
tuiuan kepentfngan penyelenggaraan Pernerintah lainnya blla dtoolehkan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan kedua Negara Plhak dan pejabat 
yang berwenang dari Negara Pihak Persetuiuan yang menyedlakan tnforrnesl 
menyelLIJUi penggunaan ha, semacam ilu 
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~ ~ ~ t- ~ -.,, ..... , t'--.,il-r, t- ~ ~ft'<m B-llif iliT ,W-'{'JITTI 
~; 

(tr) 

('If) ~ ~ Nl1 ~ ~ mirtmr ~ ;;ir.'t ~ i;i.:fi::,,ilf~ 3mi if, 
1ITT'I' 31trcTT q'nf-~11 t- ¢i;. ifif nlf·«l1f<f if;«'ff, 

(lll) m;£ $1U5t,IOI 31'WIT ~r.f ~ w.il~t~ :ro.l1 ~ ~Olm Jl'M 31•.;-cn 

<fO<l" a~t ~ M ~ <fir w-ram lf.r.!T; 

(inl 3Wl' l~ .t.ilira ~ Jrtm 'f0'>.l'·i:1«J311 t- ,'ff:f 31U:J1~r 3111<11 V<!"'lm 
lfi ~~ ~fmmit ".fiT $filJiiN ifi:r,;:JT; 

,1 ~.r 31~ ~ ~ 3tMll ~. t:r<T ~"7 ilr .. ,:urtl) TI"f\l!tr.7'' tt'<{ µ 
f.1&.;i~filln q;) ~rrfiti;J ~ ~ ;;mrl1T : 

(7r) ml1V ~ +..If, ~ ~ llll'l.itrl ~ 3tTJ.T Jl °''~ ~ <h"1,ufl<il 
3~ 3~ "·'rn"'~ <); ~ * ~ 3tm ~ ~If ~ ~rrfiti;J 
ti. ~ ~ zj :?ill :fcll,tr ~ ~~ ~ 12 ~ ~ 3~ft) .); 
~fl'm fN ~ r11ifi~ 91 ~ -t)- .nft'l<n ;-f:'I :imftl m Jr.ifmh <\i rew 
~ ~ ~ ~ ;.;rrb ~ N (3"fll :trtrar ~ 11tnlti.r.lr ~Jl 
I 

(lil) llff~i.ti mtr.it ,\:; 3rr<f'll7r :tr~ ~!NUT <\> ~ ~ ~ ~11 

I'm llUifT itifl\,1,1ft ;;rt(rar, ~f.l;.:t- ('!)ft ;;Iii imT ~ I l.!3 ft.;r rt 
3{ft'.rifj 3imt) ;); ~ tit 

(ifiJ ~ mti'r.ft!M 3ft<cfl ~or. ~ Jftrc!T ~1.,, .. , ~r lfmlr 
~ ~ ~ q,fzliliril4, ~ ?r~fr ~ ~l Mclrl ~. 
q~,U~.:,liilf 3l'traT q,fzlitirilQ 183 ~ 111' ~ ~ Wf<I' n<1> ~; 



6. ~ 3•1~Bc. <li' ~rff 3'«itn <); ~ slT :lfl, (!(fl tifctc:1,li1fi ~ <); ~ 
.ftm :rnr qi) Cf!'" .ftm ~ ct 1TT1ffi <ITT ~. ~ ~fac.!ifilfr tr.7'7.1' ~ Q'q, ~ 

B 

(11') m. ™ ~ fmr 1J.°'r1ii1 31tro rrmm 'J..vlri.n gw~1itrr u~ A 
3!Tc.i'1'if lfil"4 <m 3fm' !l11T ~ f\) I 

('N) ~ <li'r$' \liltifii{ l1'TfT ~ ~. ~ c!tr ~ ~ 3f1Goif gtj~~m'lrl 

~ 11 ~ mi-l lMlT qm:f-<n=q311 <fiT ~ '{1JlnT ij) ~· * cf(l' 

3m:r <flt 3"' lt 1lTi-l' 3ftrclT tJUlf-<rnpl1 ~ Pi ll~i'l l"tf ~ ~A'I c1fl 
l!m'IT {IT; 

(<r,j 3fr 3'm1 <);' ifl11' l) :m '{T;;,;!f ~ fimc., Ii ~ ~· 'fif IIITTl'<fiTt l1'TfT 
~ llk crtt JfTc.'rr.l :ra ~ "1fiT ,;nim· ~ lfirrTf ill. -;;r.r ~ f.l; ~ 
«l'fm .flt 1Tfrt~ ~<l-01 t/i 4 * 3~roln 3ii llfrlfa1m:rl rl'f> l1)nrrr 
"' ~. ~ ~ cTt\' mlilR ~ Q'q, f.:l!v'm:r ~ ~ 11TC<11r ~ ,;rom 
~ tt. lh'i 3l'I' ~ll•Jlt/i i); 3t!illit i); 3it!rrr i!,T<)iiR' il; ~ ~ 
rn <ITT \Tifi ~ .fiftll4i1 if~ ?MIQ•il; ~ 

s. i1u;,;,1q, 1 ~ 2 1'i 3'1'iitit <li' M §'IT 3-11. -"trr f<rrt;r ~ffl'<ln ~ f.lq.t,­ 
~. f.ll'ti tit~ 7 M17)',~ ~.TI'~~~~ ~fr~ 
i); M 3'm:t <t't .;in lt t:r<fi t1fctc.1cfi1f\ ~ 1'I ili'ro <ri«!T ~. er~ 3rf <fil4ifiMl<i1 <'F 
li"'citl ~. ~ 3'ili ~ 3ll1'T i); ~ <ITTnT ~-. ~film .filac.i<filfl ~ it :m 
3'm:t i); 'ftlM ~ ifil tl);;r ~ ;;IIQ'1TT, ~ ~ '&If.I; .fi)' : 

(<Tl 3tr.tl{1,;i1q, (ifil 'ft (~.) rJCfi' ~ 3~i-lm'lrl ~ ~ lfinr~ i); 

~r.;r.r *" ~ &1qt11.i <li ~ ~ ~ <Iii m-:rorra <Ri!T, 
ifqrrf f.l; ~ (fll't;;rif 1l'; tl~iififa~4 <tiR'lim' i); ~tin ~Tri 1f;J 

~ <lil4<tir11Ci ~ ~<Ii 7fT ~ ~ cfiT iU I 

(s".) 3'm'f <\=; f.:ti:r ~ ~Jq;- lflJCIT tl~l<l<fi ~ i); ~ 3Jr<l' 
ifiic~ifir114 ~ ~ i); Im~ •lii<hii< i); ~ ~ ftlT,rf <FT TiiI­ 
mrcr iR,,IT; 



2 "JlllM ~· <1?; ifif Jf~ ~ (:nil '1ll ni ttf<'lc:1q;1fl u~ ~ ~ ,l;' 
lmmT :ffi<"Ff ~ t, f.m;t f<'1<11<1U);f tt"4ffi ~ t I ~ tf1t ~. ~ ~ t:r"c-8 
#, ir 1ilfw;r ~ Jf<ffi w:qf'A ~ ll•HlitM ~ 1"l Jt ~Plfcl.ff'! lln cnf.!m:t 1't 
~ inp .;It{ ~. ~ J!ftr<m f;;r;r If{ 3l--t<IXlfi' trcl1!t fl~~ lfiliJ.'T ~ 
.%1tf R11J. ml m. 11tftif ~ ~ lLmm ;); J~ m ~ ~. mi'1" r1trr 

1..rq; ~;m) ~ <1; ~ l%!rm ilm "-n~ m~r ~r t; fi.'tlrl 
3fiJrT ~t ~ Wlf jTJ'lf tf< :m ~ lf~ )1 lit WlP1l :mmT I 

3~-6 
3m.1 t1w~ n Jim 

~-Ill 
311lT ;t;T •fi<lliM' 

3 "llr, r1t>r r.r, <fit~ ,fi~.fl. ;m i;r.f, ~<Firt'I ~ ~ ~Rn t. ~It lhn 
•fiAr..fl ,1,~ f.'rnfm <f'«n i\' JTlTal ~ ~ ii,~ 00 ~,if}c, '((rcft a. ;;/I cj.,lR 
nFc!?.r.i;rt) ~r 1:1 ~1' t JMr ;;!) ni- ~ ~ if (':ir~ ~ ~rPll ~trrm 
,). l'lfUm ~ 31\'TclT Jr,:JPJ~ <mtm' lR<lt t •ITT 3.r ~ 11 ;.)" ~ cfi.\ rr,;1l im nr('I· 
~ ~lfi il\T ftrnll ~rrtr.T .Ji\'! nr.;r ~n I 

7 fil;llr :s<m ,.;r ~ l!Rlc.tr,f;i~ ~ * srr;r ~ ifiRllT <m$' ~ Uftirq..t i1lT 

~t.11 .r~ s11~1r ~n f.l; clit 3lf ~ 11 fll;'lfl ~. t11-11r<1 ~rrr v;;tc Jftlill 
f<rrfl ~~ ;.m~ f<!rnl J~ trk ... 1IIQTJI l\ ifil(ldl( it>Tc'ff ~. -Ar.1 fcf; ~ Em'.,. 
3rcr..) ifiH'1dl< if'T ·liTJf llfRlrll r,q ~ ifil ~ il't I ~. ;;r,t l!t\ f.'r,it- 1r.i1? 1,, 
~ ~ Jltral ol7TWT 'l.ot=r :m 3ll1f .fll' m tt f.m, ;;rrJ ~. c1t ·m ~ 
\'\WJ-,q; ~ JftTulm ~ lli'f71i'f RnT ffitlln if;T 1..r;;'re' ~ ~ ;;fWlll I 

m:uitr.t ;fiT ~ mn .rr.rr ~. ~ ~ fi.rri;f ~11'<1c1 am ~ cr;;lz ~ tf< 

~U•JIQ\ 7 rlPl tmlT r,), t\ lllnf ~ ~~cl;- '110!.M n 3lf ~ tr.Tl! a; ITT 
1l° <In'! iliT lllfltll11 ~ if;'«!T t Jl1lilf ~ ~ .it~~ ifiT ilrnl' ifi«'ll ~ I 



3. f.tllt ~t ~ ~ i'll'1l er, ~r m it. :ra ~ ~ oiT,,(A ..J; 
3mltlt 3Jt. ~ ~ ili .11'GJt.fr.f .,.. will ~ i!ii!tlt ,fit .1¥1 ar ~. ~ 
3lT ~ ~ ~ ,;nm;f',rlltf 11lil ~ ;;i!'ff t f.::r.m' ~ Wfil{ Wlro 1J'IT 

10 

2. l'tmritr, 3 ~ 3'tlio'til ,r, ~T'fr.:r W<i ~· ~ ~ <tlf..c,1ifirfl rr.:r<1 ;i;; 'l~j 3'-lr. 

~ {'lft'c;1ct,1ft ~ it ~ fll;m f~ ~ ~ "FITUm ~ ,fiH).t1{ ifi«I! i\T, 
<m ~ ~ifclc.lifilfr l~ it ~ ~ fi~ ~ ffl"T ~ o'ITT1, cl "i'IT:R' ;n;)' 
:;mm- ~ ~ ~ ti111a.i1 rm Mt :.iTiif Qcl\' ~.;, <IT 3'ml f.m;rc:it...,Ji4rlt 
~1 3l ('<Ji m 4l ~~ ii>l~il•<•llqf it rrit rr ~ ~ fa.1"T ~r::r 
~ Jin ct ~T 31'1?T ~ WT ljUIB: Ffc'i;r ~ ~ ..mlirr{ ot>«rr t ~ ~ \'!<f; P..mlT • 
lift11q .. 1 ~ I 

ll<li :efclc:,1<1\1~ ~ * fen:!) 3\111' <);- cm,rt CR" <mTM ~ ~~ .:'!' lit '(,li1fr.Tl 

~ ;;i.,. ~ f.li ~ 3tm ~ fi~1.,;1t1 ~ A ~ ~ ~lll' <'i~r1~f <); 

1flt;ml ~ 3"!f ~ "JI ifiFthll~ ~ ~ (i, I ~ 3ili 3"Q'1T ~m <if';.); lf if;T{T<il'~ 

ir,"{ll'r ~ rt) 3ft 3tlTI ~ rrml tP." ~ ~r 1" ~ cf;{ ~.,w.r <ill WRrr l\, ~·"1 
3ll'$" rm1l il> ffi<>"<'I' ~ .mr tR tr <fiT ;;m711 .iii) 3'~ f:!ml'I' lT~"'-l!Trl ~,r ~ §" 
mir .iill'l.:'"T I 

4 ttu..n'li , ,nt 3 <Ti 3'1w ~ Jmr ~ Jrm;r m-~ t) \ITfi 31m CR i'f'tlr 
'Rn:I' ~1ftt,J1p. lrnTJ~ ;); F.l~ ~ ~ ~ 31"1l'i'f m:,qf<t ~ llrrr 31Tlf ':r{ •!t iiif.11. 
~'ti} I 

3. tttRrrtfi 1 ~ 3'roitr, lltrn ~ <); lf?raT .,,q4),r, ~ ~ qt ~ 3r,'raT 

Slf"cl, ~ 3fi'lr ~ -il; ,;ro)'1r .1" ~Jr ~ ar.t Jmf CR ~ o!17( ~ I 

~ \llffclifi ~ ~ ~ cl; ~ 3lmrr ~ cl; l!1wm i); \lfc!ttrn .); ~ ~ 
q~aAr114 3lmrr ~ 3lc.14P1-:it ~ 31it<m" 1 .iil<'l41o1 3ltr a11:141o1 .ll<ffi ~ ;); 
~it~~~, 
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6 ~ ~ {1,11<1\l i); 'lnrr.7Trll't ~ flftl 14...t i):; q;f{VI ~ rrml <Ii) crer Wn 
atli1a~ 3lfr ~ ~ f.lmlrrr fll;?n ;;irar $Tr, ~if (1'11 f.li 3lfil:; fctcr~ ~ ~ra 
otrr Q</m' muT ~ ~ I 

5 ~ i'IJ$1', ~ ~ ,mur ~ ~ ~ m=tlltJi'l <lit s3lT ;iffe m;rr -;;nv.rr 
f.l; 3tT n.TT1ft tiftl1<1rl ~ 3V1r '<\; ~ J.ffil 3llRr ~-iffi}.~ l:!rt'r~ g I 

4. ;;m l1'Cfi flfila1cfi1~ ~ .'t 3m'I i):; ~ rim <li't ~ Fclnrn=r all7fr tt 
gJrr;;r;:i ;l; Jl1tll"{ tR' Vifi' ~ ~ <li't ~ crrn- ,nn <Ff f.ltmur ~ *t ~IT 
tll. a(lt Wl!Qi 2 ~ ~ ~ illn 3"fl" tifcla1,hl~ ~ ii s1t1fillrt ~trar.rJ t16frt ~ <fit 

mTir WT .r,r f.ltmtrr ~ * S!Frt.nfit:r ~ <fitlfi I ~i\t'I, ~ ,); imJ' JTlr.flt 
~ fcl1b' lht gnft f.l; 3lf<I\T q~Oil,Ff Vtr 3fi!Etl7. ji- ~ ~iiiii'it .l; ll14~"' tITT1T I 

ifii4<ht~ ~rci fiiJ.iir<l ~llfif.'lifi ~ 3fr iinf.AN t\', 3rn' ~ ct 3tT ~ .'t 3tT ~ $" 
<fit ~ i):; 3<liltit Jit. ~ qft$roit cl; ~ fcl:m ;iv gl, ~ ~Tf'l!)' 

f1~1qr1 ~ ~ Jftm JJr<l;I' fcl:m mr ~I ctmftl, ~ ~ l':m ,rfil<ll i); 
ltiltr 1l '3U1T ili mrrr ifit<hi>1<1 if\t .3-Ttrar ~ ~ Jlr<T ~ if\t ~ 3ftm 
~ JrfV<t;m i):; ll<lrn -!I; .r.rn' 11 ~,.ufR.<ii. 4lm1' lftrcn ~ ffiif *1" 3~ J1a1<1Pl.t11 
i); l,tf .'t JTmlT lF1fl,r,;r t" l-tf .'t, ~ Fctfwl'! mrmit ~ ~11' lftr<IT ~ <);- ~ 

31mrr if.I; '3U1T i); ~ <li't ~. ~ ~ftl'rl" <Fi\ 31:llt ~ mr ~ tR' ~ 

i); ~ tt (a1@fclifi ~ ~ g~~ ~ ~ 'lift ~ gr, Jit. J~ ~ lT~ t,"I ,n 
~ ~ ~ ~ <R.'trft .f:'t ~ .=rffe ~ ~ I ~ ~ l1"cf; ~ ~TtJi'T 

<); Wit cfi1' ~ 1fim 1l 3"fl" ~ ~ ~ .'t ~ fc:t'llr ;;,wJT ;m "f1lllllt 
flftllqij itR1 3'111 ~ lltlr.:r ifil<l,i>l<I ~ Jltrc!T ~fr~ ~ 31'r<l ifi14't'f<ll ~ ~ 

.3-Ttrar JTr<T ~ <); ~ cli' ~ 1't ~,.qfi::"c:m. Lfi'n:ll Jrmrr ~ ~ ;f;t lfr'll' 
31a1<1\'Jl<ii ~ l'tf it JJtrcll f.lsq1~c1 f'trQ'M mlTJ1l Jrtrar l!atr.l <); ~ ifi1fl~rrr ifi' l;tf 

;\' Jrtrcn' ~ fCli '3tlJI' i):; ~ if>T ~ 3WT Jrml'T ~ f.!l;t1t Jfrlr <h1<1,i4<1 ~ 

cfil<l'ii4'<1 1if1_PiT <lit 3U1< ~ 71"11' Qi! 'CR° i',lfr.;f i); ~q it (fflFrlfct"cfi &!<I *t \lf?I~ ~ 
~ Wl1') ~I 'IU·lffuf *' ~ trl I 



12 

5. ~ ~if 3WT, ;;i)° ""' "fi~<fiR) '{l.i'll' if.l F.rnml lt, ~HI J~ 
•llrtllllrt ~ .i:m, jftrclf qv.(-<WrjJ!l <):; q~ ~ fiw 'Alf<rrT ilit.=i{i (RrnA ~l ili 
~ iii' flw tMt <ftll' J~ 3<1fcfi< ~~l'f t!') ~ i;r.ITTT, ra~m Jr~ ~ <fit 
~ ~ ~ ~ t;l1Tn i>t!H ~ ~ :fifclc;l<filfl° ~ it i.fimnl l\lfr. ;,rn- ~ f11i "wT 

iR<Rl 11>, q1il'JT c\.""il"N ~ Ncl~"ifilt U3'lf ~ llrrR ;;r ~ <ilfC! I 

4. !hM ltfi 1 lit{ 2 1'l' :Nrit!l 'iF ~ r1 ~It, ~f<f lffnmrrf i1' ;m;rirr-if . <):; 
~ ~ ~'t iifc'k,lifil fl ~ <li' ~ 3w:r iITTT \T<fi tiFcicUifii~ u;;:.t <1; 3\rc=R thn1 
l-)' 3¥ i>tl~ ~ ~fffifim ~ 1"t ifit WTl'<IT ;;rr ~ ~ ~ :ra :fiftla,<1,1 fl 
~ 1t ol7IR' m! ifit .fit ~ 50 ~fa ~ Wfit>~ ~ rJif; ifi1'f ifit ~ ~ I 

3. "-,1?.lllif Jftffi ~ <liT \hili>tii' ~Ii<:" ~ J~ .iii>tlllwl 31?/c!T ar~ t° 
fil~if.l, q~IUl~•ll ll'mTT ~ iITTT 7.1~. ID<F>, Ql!Jtlrf J~ irn:f ~ lf1~ ~r~ ., ,\' 
a~JT ~P.T 4~4t<i1 c\i <fil~ill< ~ t,, F.;nrA JR 3'<n'li' ~ .ml ~ ~ ~ :,; 
fortr ~ ®' ~ . .,,~1<11 .. N 3llrat a11•11r11 ~ 3mff•:ifi'rcn otr.;r .,tt. ~ ~ "-" 
tlTtl W} ~ ~ ~ ~ Jlrlr 11~ afl ~~ t I 

2 ~ ~ .,f(lj,if{l.=11 3rn <Iii ll1ml)' lliltl·"ftlr.l Qin ;;f,.;rlflif ~ i;) nil ~ :ra 
~,ft~ -jj- ~m .:imr :mv.irr ~ ;;rc;rqli1' .fir mc-r. il~M~ ~ ~ Jltlcll ~ 

3ll ~ifcla,q:;,ft ~ 1't ~ ~ {ITTJ. ilrc\<•lll\ o1 -&. m ~ ~ :fifcla, .. ,,~ ~ ;i.)- ~ 
1!Ti!f ;;mmr imr,m .,, i>t ll lil <liT \lilll'l<fi trili ~ l{l I 

1 l"'1 ftrc!c;l<hlft ~ "-" ~ 3Wf ml" Jiri'!Hl~'-1 lflnT'-ITn ii ~~ ,r~ 
a1<1,<11rt'I ~ 11a,i>to1 ~ mi:r ~ 'clrn' iffl!l tR ~ 3l1l' ~ ~ ifit i'l7ITTll ;;mrm f.l!w) :w 
NH ~ si,ml'r \liltf <liT ~ ~ t I 

3~-8 
=.:r15-,.:r1={-1.fl~, Jilt cfT1! "'q ~?,.,q=8-o1 

7 ~ ofOO ~ JlT?r .:ill" ~ ~ ~~ tlrc'ft ~ 1'3lo1<fii ~ 'fR1\ ~ Jlrlf 
J,-..,. .. aa, * 3iWI ~ ~ flm.lr "l"m t ~ 3rl 311~0:al ~ mu ~ J,.-1.,a~ *" 
3'tliitn ~ ~nf.rrr .Jti' tl'r.11 I 



2 ~ 1r<li rifclar+1tt ~ 3.fl ~ ~ ~ 3ml <l; i'!TSl'I it r.:r ~:t 41'1 
,rfH-lfc:m iRr!r tt 3ltr ~ ,~ i'mmr i ~ tfl ~rt .«fclzyi;rfl ~~ ili' 111,-;ilt 
3tl1I ~ m ~ ~ * if>{ i'i'11'71T n~rr t Jin m,ic't mRTfim fim.r 7f\T i'lr.ll ~ 
;;n;r ~ ;m IIWl)~ ~ ~ 3\Pi ~ ~ ~ it IITff ~ ~ ~ ar.it ~It 
~ c1tiJ ~ ·nt ~rcl :nf ~ ;Ill ~ ~ 'f<'lrTif 3tP'i\ ~ cftu ~ ~ i5tf1, ill' 

,3 

Jl'tt ~rn, -n R ~ ~ ~r ,, ~ ~ I\; .n.r ~ <11fvtl~; 31l<to ttlctr:a 
mitJ't 1'- l)lfl ~rn ~ .}TtJ'aT rl1T$ ;mcfi t ~ 3;:f Ur!'i tr Bini t vl! ·nr;:i,- -5mit :), 
.fl<f TIJ~ ;;rrtr1fr i'II m ~ m,1\- ;;ri,.,. ;m 3;i ~rm ~ ~ ~ 4ll' ~ ;t 3-'I ::ff'111 
I{ ll lrcf> Jml ;r,\ llffl' pr l\tnT. ~ ,:;r ~mt .\; ~ ~ \l'iliTl l!ll'f ;rt.t fllT rl~ 
t iil1lf m '31'1'11' ~ ~ ~ ~~ f.liv ar ~ 3nt F en crq.n~ ilil i'!1WfT '.il'l 

~rr I 

(llJ) a t arftl;, Q(f; ~~a1qe;1t1 {1~ <'Ii f.l::lfr 3trn ll'1l ~ tifllc;1,F1?.i ~~ ifi 
~ :Rm ~ goiu, rrt,i:tn1 JllliJT '{"1t it ~ff 11lr:rJ l~fl, 3ffJr ~..l 

(if>} l"'fl <1filaM,rfl u;.,i '"' if>'~ 3UJf ~ ~r~ ~ .t. ~ 3Tf.ll fl; 
iroitr, f.'rlRur 3imlf ~ Jl ~: ~ 3Tll~l\lt'1 3irtr mlT i:, 3~ill 

i ~1 

3r.:t'6G - 9 
.fl~<il·ft 3WI 

1 ii~w•"' 1 c\> 3'QilU ~ '1°' ~ iu,na,ft, ~. ~ JmT Jrtm ~ 
:,t"TIHtm~ •,ltm-lil ~ * WfT irrffl ti, ~n ?l'3J. ~ I 

6 $ll Jli'j"~ ~ llll'l.itol ~ F.t"<1' ~~ 4h'll<llt'1 1'I ,;lc,t<II.J 3fWf ~ 
<); 11€llt'lrl ll ll)t) ~ ~ll IT{ ~ llil (t-f)" ~ .}ltt..r1 ~ tfi lr.rmrl t 
IITff rrm cl; ~ 1t mrrr ;;mr;rn 'llfa- ii imi Wc1.f11<1 ~ i\i F.;nr ~ 3!fi'lnf :wr ~ 
Jill 3~ 11 ,ti 3'1ilU ~ ,.<If,;,. ~ mltl ~ ~ if~ ~ I 



3. ~ ~ i% mil lnJ"i ''ilmnr' 114 <f;f ~ ~)lm ~ ~ Jlfoifi1f1 
lt ~ Jf11f ~ ~ ;;1" W{ <f.'I m;,I)~ <li ;iroT ,l; c;ra ol s'I . llll JfNI ~ ti 
IITR .3lT'lf {I i ~ tr{ ~ iift{TUJ;T W<Tfllf ro7!_ mft *° ~ 3TI ~ ~ ~ ifi 
ltffi"'ci Q)m'i ;i'I ~rrET 3ITTI' tR Mf7k {:)ff! ~. mtt1~ ftrn{Ul .:i;r.,) afrt ~ ~'" 
f.ic1rtlt ~ I 

~ lt-O'Wli 3.f rlTS1't .\. ~ ~ ~ ~ ifmtml <I~ ~JI~ ~ ~~ 

~ ~ ~l>l~I 3Tc;T flliv m< * I 

2. cTtnflt. ~ ~* Cft JTI l!fclzyr,rtt ~ il an Jin ~ ~ ~ i.fir.FT ifi 
3liJtlR lR c:nmiT ;;fl ~ ~ l'!l1ml .)fc;T ~ .. ~ :t,s:q;fl (1Cf; ~ ~. 

~ me- i'!Tllrtt 1'iT ~ l<Jl1fl J~ t1fac:1.-;rt) ~ ~ IRl r.ta,tn t c:r) ~ 
~ ~ ilil i"tllmit <ff!· ~ Tifft ct 10 llfrnlrl (cm 'irrilU<'tl ~ J®;r; ~ Jl'tln 

1 l!7F ~ ~ <ff! f.'r.lml ~ ~ ~RI ~l fifilc;lifilfi ~ ~ 
f.lm)- ~nn- ii;t Jfc;f ~ mr Wlf!l, .m i'i.~ ~ it ofmtm ~ 1 

J~ 10 
iifllfflf 

3 !IUJJl•h 2 ~ ~ ~ R111. ;Jffe ~ ~ .=.t1f11,.;, 1nrm1;t,i; 311Tc1T J~ 
<1i1¥ if\14<11~41 er, imvr lifrm ~ iT<l~ m!T i f..t; ~ IIWQIQ\ 1 ili lramT 
<ffl-l'r ~ WO"W..r.r illt ~ ~ ,t;"t ,1i1\u,t.,1 n mifflc:r 3U1lt it ~ '1<f;" ~. 

lJ1m '3\mrl 3Ttlclf ~ <f.'I 11$" t/lw1tr:n' ~ ~ 1'" Jftra~ ~ ~ 3H«Ulfi tl°I 

cij1" ~ ~ 3,;'f rll'~l t'!"{ ~ ~fra ifil' <f.'I ~ * iATiR ~fmr ~rar.:I 
<fitr1T I ~ ll'fiR ~ flJ.ti./l<iM iffi ~ ~ n $lf iRT( iii 3l'Flf 3tfiit1l im 
li<l)flfrt ~ ~ Urr.{ J'I- TI!Jrlr trr.'11 J~ ~ )lm'll<li 'P, ~ ~,m') ~ ~ tlllffi 
~fl I.lit, ~ ,l; mtr tmmt <f;'t/1 I 
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3 ¢ITTITlli 2 ~ ~ t- iii(~ ~ :11t. cro.f; ~f.!la1q;1n ~ rt J~W ~ ~ :r11 ~1:nr 
A <tit ~ ~ 11m i;'l1fr .nm ~ 3l)' ~~ ~ mr ~ f.-mrr mrr ~ "tltr ~f.lfr $"'T 

l'l Jllf·~ f<!lil'rrinl mr 11w Ill 

\.!if; ofif"ciiifilfl ~ ~ 3rlnl r,).) <Im ntlT ~~ mtlllTifi~ ffi1'll ~ ~.ff, 
1itanll" <m J~ ~ i1V ~ err :m ~ {f..-"?f 11' ~ i'l1Jlllf sn ·fl\\;m I 

2 i1tllftl. w w.m <); ~ 'ff J'll' t11'11a1,l\1f1 ~ it >fr Jltc :m ~ <li ifi'-(,.fl il> 
Jr.Jllrf 4\l ilfllll!T .;if tJiFllT f.:ttr rr.;.1 1) <l\t ~ ~ t_ ~ ~ ~ iiiT ~ri,iPTt 
~ ~ ffi1l?.1<f;1fl ~ 'f;I' f.lnm't t. m ~ ffR \litl~(f ,irr. ~ ifi'r ~ vim~ 
IO ~!cf~ JI~ .it,l tft;Jrr I 

5. ;;ri;t ,i;'lt ,fiT-tF!l. ~l t!ifi flfu',..,1ft ~ .r.t" ~ t. ~\' {l~jfl' ~~ '1l 
Nf)I 11trcn 31111 q'l1f ~ t. clllT i;.~ ~ ...,.q.f) mi 3~ fll;v mr .mtnir qr, 

~ a1t 'T<lilt am <ITT -it'T i'l•nv•n. ;;1o1 ilifi f.l;- ~ rnamr ~ ~} ~ ~ f.ri..fl 
~ ,t;) ,~, ~ ;;mt ~. ,nmr ;i!1f nif; f.l;- ~ ~ .\; iITT ~ Mltlnlf ~ 

3~ .f.t ~ ~. ~ :IB ~ ~ ~ lltra ~ ~ ~ 1ll fll;m ~ 
~llrf ~l tflfrcl)' ~ l'l .fiira" ~ 31t{ -I ~ <fil q.fl ~ 3ff.!li'l~i'l c;irNt CR ~ rf1Tml 

;;rrcmr, mt, J1~ f.l;v 'lTI! i'IUTfU Jftml Jlf.l'nfrrl .m:T ~ ~ f) lll .mffrq; ~ ~ :m 
~ {~ ii ~ ~ ~ i'IT3T JrtraT Jfrll' i\; ~ Jl tl'l I 

4 ltmff1i; 1 m 2 * 3't!iltt :rn ~ If ~ .r~ ~171. ll~ ~11 ifiT 
~ffolfi ~llt ;;rr t!ifi .fif.!la,ifi,fl ~r.T<J <fil frlclmt ~ ~ <fiR'll'T ~r~ f!f.!lc:,qi,fl .r.:Rt 

1' ~ ~ 11ili ~ ;iiftl1q.1 ~ ;RJUm ~ ifii<hll~ ofi"@I *· ~ ~r liar 
~ ~ ij,,:.-q;ft f.t.mft i lrtrcrr nr ~ ~ 11' ~ra ~ ~ l'1l1if * 
~ ~ ~ ~ if;«lJ i Jltl em .1""m ;t; a.nr ~ cm1ml <lll ~a 
*1' ;;tTift ~ ~ ~ ~ Q"cf;Tt ;); ~ tiftllq,I Jl11Cl1 f"flun fVlil' ~ VJmft ~ "fl 
~ ~ 1 ~ ~ ~ • .mr~ 7 m "1*« 14, ~ aft 1!Tmfr ll)', ~ 3'11ltl 

r!Pl, ~~ I 



s ~<l•Jrq; 1 3ftt 2 *' 3'tliitf 3l1 ~ :i't ~ ~ M. ~ ~ ihT ~r1,n11t 
ftl11"1t, li~414'lfi {f'jlf q,'f" f.mmn ~ il ¢ lifcl41.,;1fl {"'71 it, ~ «lwl 3'0lff 
~IT ~. 3m't ~lcl ~ ~ m:tll'f;T ~ 1!10flT 'fl ffi'lif1T ~ fl) 31tnrl ~ 

~ ~ A. 3lr1' ft1:ra ~ Fr®rn ft:~~ l·cfif':f ~~ ~iv ~ 
16 

4 ~ 3~ i1 'llirl' • ~ "i.l.lra'' ·~ ~, ~ ~ • ~ .. ~ ~ "11'J' 
mitlt ~rat ~ 11111' JW.r. ~ cl' Wili rnr ~ tl't Jtmn .r~ ~i ~ ~ 
;(UT~ cl; NI'! A 111'1le1f1 <fil' ~ .llfimt Im!' ~ Jltnl1 ~ ~ 3nt f.ti)',f 1'11' ll' 
<t~ ~ ii. !ff'R Jmr 31t{ iltr<n't Jtllcrr "fOT-tnl tr t;1111 3lT<l ~ ~ 
~. <itrCfm' 3Rrar '!ltl1T·'tl'm TI ~fmr 11'\lll <1'1 Jlt{ 'J'lf<fil< ~nfmr 111 1 
fm;ifJ:<ln 3reJ<T"lt ;l; ~er ~ ~.wi ~m't rm ~ 3fi?)<r ~ ~.r ~ fi:lt! i1lf.iT 
4' ~ ;;mr.r1r I 

11) ~.r,r1l- ~ ~ m'lliTt mr 'f1' ~ an;rr ~ ,oitclf.l:i, 
~ J{tfc11 ~ Frlr ~ 1~ tft fim~ <~~l ~ ifi.Pf 
lllftmftm ;l; cftif Wfll'-W!'ll CR fltiA~ ¢ ~ I 

( 11) :nrra cl; ~ )'I· 
(1) ~ tt;;iii .t<f;, 

(2) ~Jmml ~~ 
(3) ~ JllilflT ~: .:tftrclT 

(3) ~Ailf•lr ~f1:c4r.t ~R ~ ~ ~t..ffit'll 
C!fitflil:l•!i); 

(m) (1) ~.)N)m ,,om"•' .); nm~ ;i?r 
(I) #ij; ~)i'I~ (ii m,;J .fih Jtttfi '$'.!1'1.:rfmrr); 
12> ~ $c)Rrffl <'IA1~.,c1,~ (~ rn tf>rt .. a.IA~ $"c°ltu'"I· 

(if;) ~ ll~e,<titfl ~ ~ mcm, nr,t;1 "'" tr;;i~fct<t; 3t1·1m171 311.lllT 
~ t=tli.lm lllfflifi<UI, 3ltlill 
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2. ~. ~ m cf.I -{1ufi:<:m m aq\..fl.fi'r wmit ~ f.:ro ~ lT{ 3lr 

:ri~c;l<litft m 'R ~. ~ ~ 3¥ S~ tl'f°, 3l'T ~ <);- ~l ~ 3r.plR ~ WITTIT 
;;ir WIT, ~ ti~ <1<1~l<II Jltlm Hifi.flcl.'l 1')cnJff ~ fiw ~ '1if !mf)1111)- ~r 

tJ1n :afc)1;1ifi1ft ~ * ~ ~ am 3lR ~· ~rcic;1ili1fl ~ ~ f~ 
f.Tcrmt <ITT 31?,T cf.I ~ ~· ;qr Hch,iflq,1 m!r.m $ ~ ~ cp- 311 ~ 

tifclatcfitft ~ '1f ~ ~ ;;ir l1*m I 

311« - 12 
<11<1fR<if ~ r1<M\® ~nit <);- 1*t lflm 

7 ~. Jrc:T ii;rrl ~ Jin ~Wft ~ l!UifT 3?. ~ ~ oft.:r i'ltlT fll;-fft 
~ ~ ~ .friT ~)>.f li<:it:r t,'r.-'I ~ q;mJ1 w cf.I mt Mira cf.l ~. ~ ~)­ 
~ ,;m;;r 'R '{llra ~ ~ Folv ~ ~ J!W .fi'r .r$ ~. 3lr ~ l't .re;; ;;r~ t. 
~mitf A~~~m~ ~.f.r ~ltwir;m ~J~~mt 
~ "' ifi'if · <1tt•1fr'I ~ ;,lf M·. f;~1 '$l1' ~1 ... .)e; m 3tliiitr J~ ~ ~ cJfvm «J;1T 

CR ~ ill1J. {1!1)- I ~ .F!!1ffi' ~ Jlt\t<1f1l<1)- "" ~ 31'rn ~ ~ <mTt <):; Y'rll 
mm <ITT t.cllrT 'R '{llra ~ ~ .mlcJ<folft m ~ ~'t ~ Jirjffl'l ii>{ r-mr~ 
;;nv7ff I 

6 ~ M ilf<la1q;1fl ~ A ~Ir po mrrr ~1!71L ma- «rr,;r 3RJ ~ 
arm 3lr m=tr lliT ~ ~ 1 rT~. ;;iw &ffin J'ft\T ~ ar.'l ~ i'fir, ~ cl"i\' 
fll;-fft liftla1<h1fl ~ cfil fmfnl'I ~r ~m-<lf ~ 1%11'" t1l~e.1.fi1fr ~ ~ v<F ~,111r 
,qµuq.1 3Tmrr ~ff l'tTr.f ~ 311". $l'f t..itr Tr ;irvr ~ lT{ ~ 11r,r. ~ ~mr 
~. ~ w,;rr lliT ~ '$l1' m ;\; ~ tiftl1qr1 ll1m f..m'iro l'tTr.f mr ~ 
f.lillT ;.mc'JT t. rlt ~ m iliT ~ 3l'r ~ ~ ~ _s"31T .1'1Toi11 ~TT f.m#I ~ 
ftITT.ir m:wm 3ftTciT f:tlTiri'I ~ ~ ~ I 

lFi«IT tit .,rt, ~ JltUT~ ~ ~ * ~ w ~ ;rrm t- ~ $l'f w-cm- "' ~ 
~ Jftlqf ~ l'tTr.f l't snmft ~ l) ~ ~ I ~ 1'ITT'm ll, l1•J•-Ot\ 7 
Jrt«ll llrj"Oe. 14 <); rat.r, ~ ~ m1ffiT tr. ~~ ~ I 



!> {cf;) 11q, ~ <~ it ~ rrirr ~ mmit ~ ftw ~r H<f 

~ ~ 1!Tift ~. ;;f<f J1a1<fii'il f<fl.1' ~ m V<li ~.:%Fr'tifi 3CT-inrr.rr. ~ 
l)Tfv-l;tfr Jrtrcrr m ~ ifif ~ f.!r<ITT!t ~ 1 nl-11~. ~ u<1~<11 m i'liti.flcf.l 
mrr~rl ~ fr'!Tr ~ JraT ~ am ~ <fil, mt ~ ~ fifcla1ci;1fl ~· 'liT r.t-<lmt 
-&. 31:crcrr ;rgt, :m :i:i~a1ci;1fl m ii irnr <fi~ ~mn- fif~ 3MT ~ Fvln'ffi=f 
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4 t\{FOICfi I 3ik 2 .); mu :m ~Fcl' A CW!. ~ ~)- ~ l~l m 
"~ mmil ~ ftw cfITTr if;T ~ ~'l'. ;;i) ~ ~fctal~ ~ qjf f.!rcITTft 
~ <); 'iliRflT ~ ~fclarifirfl ~ J.l, ~ ,(TllfRm '-TI' ~ ~rn1 t fiw 
~-~ 3¥ t:'rrtt ~. ~ tR ~" f.m1)- ~ ~f'ffCfrl ~ ~ lt m.n~ ,fi«lT ~ 
Ji'!fi:IT 3{T ~~ U;;;!J n ~ tR ~ f'<lillt ~ ~ <)- ~ ~frlr.t;- ~it 
f.'l&U~i1 ~ ~ ~ f.;ra 31fwm llm!T ttJ.llfi't i); #citr ii ,(f<lfi:'c'-11 ?IT ~ 
mrr 1\i fil!I!" ~ JTaT .fit ~ t .\ ~ -Ftrnlt ~ 3rwr ~ ~ ~ 
mtr -smrc!I" ~ * ~ ~ I tM ~ if mi~Fr't 31ij..,G<, 7 Jftlilf 3-l•Jt.lla 14 ;\:; 
3"Tiltf ;,h:ir .n- ~ ~. <'fT1J. ttPT I 

(~ ~ l1•l'·Ba 'it mrr-~ ·~ lnlfJi'I t;; ~ ~.. q'?; <iiT 31fmtrlf ~ 
rfilwfl<l:t .mrar 3lr4" ~ m- <l:t ~ ;im31l ;); 3CfiltT $ ifi~ ~1-ifirit, 
~ n<fiif~ JrtrcfT troA~lt 'f<ll'tl' <i:t *""' ~ $ Q~Cifof it <i:t ~ ~ 3ft 
WfiT<" ~ :i1a1<1n'fzj ~. 'ffi'rJ ~ ~ <lilR <); ~~ 14 t'ftTT 15 1'\' 
~ mio!l ~ ftw <ilr ~ 31a1<1Pl<1i ~~ ilffe tl' I 

3 (Cfi) ~ 3141 .. 0.: ii "lftrr-~ "ll4~lli" ~liG <iiT J!fmmr ~ - ~ ~. 
~~. Jftrer ~.nf.'lifi <ffct * M iii~, ~ ~..'\A1da11Cfi fi'l;#t 
3f1raT ~ 3MT ~rrr l!llR'11f ~ nw ~ JrtraT ~ ~~ i. ~ 
ttrr, ~sAli\i, ~,:,11$il 3ttmr 11lim, C('lfrr, ~ cwt"C'IT 3ftlm ~ Jlltilfwfi, 
<11fvlf.;:z1qi 3-flm a.iltf.?lili 3llifi{Oj $ ~ ~ 3WaT ~{ P_l Jf'T<TT 
Jll<ilf.ilili, <11fvlf:;:<tifi lftrclT ~f.r.F Jqwr ~)- mntm ~ 'lt ftw Q~Qil'I 

t'I; l't'f * ~IIR <ff!" ~ f.Rl) ~ft llq;R il:t J1a14f.il<11 I 

~ tifcla1ci;1fl ~ <iiT f.?lc11~ ~ rrr ~ lr<m'{ rml'llT •l'llT ""' =t1<1~<ll m r1q,;;ll~ 
m113ll ;); ftw lfi'rlr <f1I l'f,m;f ~ ~ IO 'Q'fmr,:r (<W ~rc=I) ~ 3ml'ln ~ ~ I 



2. ~ lJ<,l wml' ~ Jfn{l'f * t,~ ~ JrfitrmT tr{, ;;i~ l1il> fll'Oi;tq,t{I (r.'n ,t' 
~ 3ml'" ~ ~ {tf'al:1<1,111' ~ R ~ ~ ~ m:tn'Gf .~ <m'l-t111f fl"lfrt 
-q;i ~ ~ i J111c1T M f.1~1 ~ n ~ tn11 ir.! ~ t Jfrl'{VJ "tl 'Tl1f 
wt <nit Jliiti:nlT 'R. ;;il ~ V<!, ti~e.lifitft TI;RT ~ ~ f.l?lmt <m .;.«~ 
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l 31•J"Ba 6 ~ ~ 3ftt ~ ~rf.3.;.tifiltt '(lJ'lf ~ ~rrl Jr•Hi lfj~fn ,)i 
Jrrl<UI ~, Q'lli ~r,1;rn ~ 1), ~.~ fmTtlfr f,'RT 'ilTfJ 1tfmltlJ) Cf'{ "1<'I ¢ l~ 

,l ilir W1T<ll ;;ir ~ I 

~-13 
~frl JliilN131 

6 :;m, Jfe.Tifin'r rltll ~ ;i.QJJI\ ~ if1v 3PT<n 3o1 e.r."/t 3ln ~ JA -a/ft\; 
.)i <1hr ~ ~~'N Wi!,T{" ifil m1t1 ~r.,~ ~ ,mar '(1<1\'R.Ql' )llr81 ~~ ~, ~ 

~tr i!im lfm1r, ~·m ~ ~<it, ~ f-:ln m F.lv ~ J1a •I'll ~l ~. t~ffr 3l't 
~ lt ~ Wl ll Jrf<t,r, p :nrrll i ~ irt VR ~11 ~ 39t@,rfrl ,1 :ii.Wlii'IT 

otrr ~ ~~ m ~·11~ t1l •rt t,')ct, ~r ~ J~G <l;" 3t!i1tr ~:.:r~ Jifll;t 
~ --~ Cf{ ~ r~ I {rff 1J111R it. lrefllfi'rnl <fiT :±nft<!'lr $Tf1T ,r. <RI, it 
l~ Jtliltil ift t;:Qr,r )'t ~ ~· ~ "Hf<l.'.;lifirfl lr.,f ,l 'fir-J,o~ ,); 'r•J 9A' ;i,mm 
i()71T I 

1'l!l'l ~ ~-t\~r.rl!W '"'l ~ Jrrmn (1<1\'RJf ~ ~.r.t l'l,m~ ~ fmT 
q,'ffi ~ Q"if; +ifbe.11ti1t'I ~ ~ J7i' ~~ ~ t 311< "Ullf~ q$rr, 31".ffll 
~~. ~ .]41:lm ~ ~ limira t JTC.'cll ~ ~1311' .t, ~ ~. 
~ C!'lf, tifttarititt'I ~ A lil'"llf~ acr.:m t) miftm t. ii\ ~c~ mra-r 
Aifwflifll mnJlr ~ F.lv ~ 3ll ~f<l1:1,filfi ~ ~ ~ ~ '1!.1l .mitt 

~ ~, f.lr.r.l; m1U ~ <•<lft<:<11 lf1l'ill r1ifwfl;f;l mmit ~ ~\' till1l 3~ ~ '®° 
~..Ae.1ft ~ ~ @:\ • .ll'r. wn u<1\'R."1 llT r1ifwfl.fl1 ~ * f.:lv ~ 3'TI ~ 
m:tlltr.l )ltTi3] ~ Plr.l ~ lftl<l iflt ~ ~). r1i1 tni'I U?l\'R<lt Jrtrar ~ 
wir3it .\; ~ '1ltlT 3ll .~ it ~;(rl ~ .n.ft ~ ~ ~ l'tITT!I m:tn•r.:t 
lltnll~~~i I 
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(<f;) ~ 3Wfil 3ftlr)' cmt-if,Mftll ~ f.'lM11a .. , -a,- 1111'1.,rii,?\. c;_-flt liFctarifirfr 
~ it \.l"ifi Frl~c1 ftlr-1 Frmi1'-1<-1 ~ * 3"',Tl'i'it.l" ~ ~ m mzj .:t 

I t/<li ~Fclatifilfl ~ ~ ~ ~ i'lHT 61llilfilfllcf, ~it 4i' ~ 3ftrcrr 
~ lfifirr ~ fcra":f ~ crrn 3lrlf m~ ~ mrr 3m:r ~ W<rrr :m ~ ~ 
<l,l ~ sn ~. ~ Pt;.:;:ifi:lfflrc:r qf{f~-lr1lll cm- Gl$cfi<I "1'if ~ 31111' ti. ~ 

fifila1cfi1 fl ~ it ~lt llit "ol'11T<IT ;;rr ~ : 

3tiJ* • 14 
~ lt<l~ifi ~ 

6. Qmrrcl; I, 2, 3, 4 ntrT 5 it 3fk.l~i't f!Wf.'I ~ m;,;r ~ 2-ft ,t1 .. qf.'I <'Ii 
Jirr{O'r ~ 11m .31fit:n3'!l ~ W<rrr ~ m'ilar~ ~*<!it~ ;;ir lr~ Rn:tcfi1 
3frt{Ulcfi~ Q<li" ~ ~ I 

5. ~ q;q;!l, ~ ~~ ~ *t f.lcm:ll ~. ~ tl{il.lllf• 4 l't ~>:'!fillet ~ 
JrmaT ~mu ;); 3imur tl 11m 3~$1l ~ m ~ .tt llit ornrnr ar ~ t\'t 

4 ~ tiPcta1ifi1fl ~ <li f.'rcrm)' i.i"RT ~ ~Fcla,cfi,fl ~ * ~ Jrm;r 
~ ~ lli-tlmi'i' Jrwr 3111?Jmr1· ~ 'JJr<I' <); so 11tm1n ~ ~ ~ ifffit 
<I~ ~)ml ~ JirRuT ~ ~ Jlfm!T31l tf{ m ~ ~ 1" <lit ~ ;;rr ~ I 

3 Qq, tlfcla1ifi1tl ~ $ '3trlf iITTT 3frrt< o~h, 41c11<11c1 4 m;mr ~ am 
;;1ol<1iri1 Jrtm ~ <);' .mRTII * ll'mll ~ ll<fiR II; "11'i<liril. cll<j<ll"ff ~ qfhll<'t<i * fi.ift'lrt, t1M tlWf;t <l; .mRTII, iITTT \IT1I Jm'!imll ~ l\;ac;r ~ fifctalifilfl' ~ ~ 
<R° Wltm ;;rr $11, ~ 3tTol'I ~ IOO'cft Q'iltr.f <nl 'ftrr.:J ~ t I 

ltfcla1ifi1fl ~ * ~ ~ ~ f.'lsq1fac1 ~ <\; 11,il-,1 .. 11tl iNi'litf ~. ~ 
~ ~ .=wn- ~ (~ 3fmlT CJ.O'r 3tm ;\; mtf) Jrmn ~ ~ "ftlr.f <\i 
31"ffi'l1f * AA- cl~ ~ 31ffll;mlr $!) wfmr tf. ~ :m ~ ~ -A llit ~ ;;ir 

~I 



(W) cnft~ ~ f1Rl) ~ ITTTI 3Tmll ~ Jlfi t 3taT ~ 
mrr t ;;ft ~ ~ <J;J F.l?IR-lr ;iffe t: Jn ~ 
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(ifi) \llflcficfl, wmra ~ al\ ~ lrnm Jl1l<lf ~ ~v ~ <im: 
1rM <ftl' ~ Jlclfu Jrmrr Jril'!t)7j\ .l; n:rtr ~ ~ ~ w w ~ 
~ ~ fm;irrf,{ 183 ~ 'It ~ -lit i 

2 ¢ITTnq; 1 ~ 3lliltit .r, .n~. tr<t, ~fam,i;,t {~ ~ f.l;lf1 F.1-.r,lft mr ~\ 
~~~ n-~ ~ ~ .rrv ~ Frttn~ ~ ~u ;l QllT cnft~ q. ~ 

9t1Hlf.;;mll<T ~ .'t ilil mTI7.IT ;;fl ~IT, <l~ 

r, li-J'-& 16, 18, 19 Jfll" 20 ~ :Noltrr <); llt!l'a m' ~· Qiti lil'ac,1" .. 1'1 
~ <\'; ~ ~dif<I ~ ~ f.;4).:,M ~ lfat1 .'t MTT ~. ~m :!IIT ~ 
'l1"lil'{ <); 3~ cnft'llffr<I> ~ ~ m ~l ;l' 1R Fmlfl, ;;fif i1lf1 flt; f.1dl;,M iliT 

~ ~ ~f'clalcfilf\ ~~ 1" ~ fij;uf mn m I ~~ rnf f.1mJtr1 ~ mn t, 
.ft -;;1'° qr~~ ~ ~ ~ tilnr t 3'fl tR :m ¢ ~ .'t <fit WT ~ I 

~-15 
q~ldrtl'.t.iii '!hlfrncf; ~ 

2 6<1id~if1lifi ~· ~ it l'<fITT .tmf.tifi, <t41't~ifi. 4foli('l1of•, 1lfil<F Jftlcll 

3;an-cr.1 :rrtitlt ~~ wrr f.1fll,<'fFf•,. ~. ~. ~-fcta't. ~l?l­ 
fil~rt1i1>l, i\TT fil~<h1 ntn r'l6ilifiH, ,), f<rrrT il'm~ qiJf.i:r.1 ~ I 

11!1) ~ ~ ~l'lfirt'r ~ il ~ ~ dll ~ m 3,aitrzj ~ 
~ ~ ~ <A- Jrcrftl ~ fof 1mlr,R 91 ~ J!WIT 5lra 3tfi'lifi 
~ ill cl) .rn ~ >t. Jlllf ~ ~ 3"rr.\ ~ W1T tR 3TI ?JR ~ 
11 ~ ~r ~ tr~. ;;II :m ~ ~ ~ ~ m.T litll\11~ q;m. 
lf>ciJtit ~ m-fl' ~ l() I 

:ra ¢ U-;;:ll A ~ 3rr.ft 3ITTr <r. ~ iii{ winn ;;ir ~ :m :ra 
ffltlr1 ~ 4; '1iRVT ~ ~ 1'r.fl" ;;ir ~ ~; mm 



• 
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2 ~ ~ ,M,<.il"'""''' Jr.ll!T f.Rn ~ ITTU JN.a ~~ ~ ~ ~fff ~ 
t.mr m.r ~r,r,.r, m-l!ij,jTCI' ;); ~ R IITTI .11n1 f<J(1 ... ~{ ,,.,,nm 'lr ffltr11:~ "~ 
mr,. ;;r~ ~). lmrrJ ~ Jlrll &if.r. ·~ \ITIT ~. ~ JITTI If{ 31•J•Utt 7, 1'I 31r{ l!l 
~ :%?ti) fr, ~. ~ .fl~:".1.'li'lt\ ~ tr ~ WTJ7l1 ~ ~<lim. ~lrn :<fol,T,.,r.Ft,rfl 
llU<ll fi~:.,'t .); ifif<I~ f.l,v ..m) t,l I 

1 ~1t~ 14 Jnt 1s .\; ~ ~ tmr:¥ ~. V<'li maw<m'l u-..rll t" ~ll 
Frr.mfr mi Jtit)<<iiil<lict11. ~ ~ ;m-~ ~. "iJNfil ~. tG,"m ill ~'r.r i"r.Mj"iffi 

.lf"-rm ~ a'l~ 3Mfl ~rtr ffil<'1r4t 1):; ·m ~ ~~ .=i~~i,1,1n lf.T'l >. f.mT ~,1.1 

~lf WfiR ~ Jftr.l 3<1ftl,4, m~, TI 9Tlf 3117l Gr 3lf ~ ~ It liiT ollJAA ';ilf 

lr~ I 

~-17 
~ 3IR R.fii""o1"'1$1~, 

~rl>\ <f:t tf;'m Jin ~ <Rt.I ~ Jlrl! Jt41<1f?t:q) <ft Jll tTl1'> :«f"c:14i•fl u-~ 
iii f.l;lt fmml'r r.m ~ ifNoll, Jtl ~ ffec3zyt,,1'r ~~ ~~ r.tann i. ~ f.'l-c\'l!Tlh 
~ Jftfin ~ !T<FR' ~ .mri1<1 (3111r.f) ~. ~ ~ ~ ~ u~ .fu .rr~ ~. qu; 
m .;_m lJ:T<I" A ifit ol7rn:rr ;;rr ~);;rrr I 

3~·16 
f.'lattifil ~ cfi'm 

3. 1l' Jr.;:oz ~ ~ 3tr.ltl! .. ~. l!'lr, ~ ~ .t ~ ,«,, 
rnt ~, ... n~rflil 41i1l41i1 ~ mm;').1 r.t.l1\ ~ Jftrcfr <lllJ<llil If{ f.h.r mr t;i4).~iit t. 
mm JI' tmr tffft~ w.. 3lfl mbc.'filirt\' {ra'lf it ifit 'R7l17TT sn ~~ f.;m:.'\ ~ 
.\; 1111,cfl Wllltr.f i1iT ,RTr.f ~ ~ I 

(11) cnft~ ~ ~ ~ nft.l1<TrJ 3JtraT Fri~ l'l!Jl;l' ITTU ~ ;;iffe 
~ :;irrir t, ;m- ~.ififi <liT <;:~ ~ A ~ I 
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('!!!) rr~. ITU ~- ~ 3ltt ~ !<'fiR i1, J~ cnftl!lfm; er{ ~ 
¢ fifi\c;t<fiifl ~ J't ~ Cf\( c;r,IT ~. ~ lrclTti 3fT ~ * 
~ ;,irnt t. J1tt ~ :ra ~ qif (lcfi f.r.lm'r ~. JI)' : 

1 (Cf;) ~ liFcte.icfilfl ~ 3llfq] 3fl<F ~· ~fctq; ¥Mi1ITTT JllfaT 

~ ~ ~r 3ftml ~ 11m M ~ cr;r ::m ~ 
31'tr<1r 3'CI'- ..mm JMTT ~ m ~ ~ ll"$' mn3ii m mm it .:u":T 
f.:ti\r 71V thrrr :ft ~ llr!if, ~ ~ ~r <ml cli Jl"4 'lift~ 
'CIT ~ 3'11t ~ 11 i iii"{ mr ~ I 

31ijt.Ge. - 19 
ff(<lil fl mil 

2. qe;- "~' If;T ~ Uif 3i?lclT Uif ~ J't ~ Jitt <J.ri1 ~'\li('t ~ ~ 

CTI~ J't 31(.lllflllli Cnm lilt clTO«'II ~ J!Olf!tit alra;:f ;I\ 3rmT f<Wrt~I<?: Jfm!T 
~ tlA<licl~ '$ m1if f.'1furc1 fl:r:r.t 'CiT J~ ~ J't ~ ~ ~ ~ 
l\" I 

I .;lijiUG 19 il'i tl{Micti 2 <%; 3'l.im ~ Jit:m.l\il, M ~ ~ ~ 
M ~ "" 3fl<l; llt-~ f.'r<il-,1.t <li ~ <);' ~ 1't llGT .gr ~ tt~r.,. 
mfffimT 3lh" ~ g.fiR ~ ~ qrft~ 'CiT ~ 3l1l ~ ll ~ mT ffcWlT I 

3. i.l,umq, 1 ~ 2 '$ 3',liltT llilft "'"''<"'""'ffi mrcrr llilft nlll'lt~ mr. llilft 
fifi\a1ifi1fl lN'lr J't ~btnfaa m-~ ~ IITCi'r 31nr 'CiT ~ ;;;tff {:'t;rT ~ ¢ 
fiFcte.1ifi1fl ~ 1't ~ m:r <tirt-<J;rotr ~ m *1, fifi\e.1ifi1fl u;;:ttl m ~ ~ 
\:ll~l lftlciT <ticiJl~ifi ~ lilt +11ci;,if.,)it, ~ mr ~ ~ I ~ ~· 
J't. 3fT JIT'!I q{ ~ m ~ m:-zr * ~ ~ O:a4,, <Ttl" ~11{a.t<Fc:rr m 
fi!lrlt:,~ ~a1'1l tr I 



, <t>t~ m~. 3it.7fl"Clifi ~r ~nti -....tr ;;it ·~ :nf..lr.ri'f;f1l ~ ~ f.h-1, 
~Trlll Slil!fihllol4, ftt<m;nr, ll-0(:IH•I 3rtrat ~ ~i;RT *'t l{;1T ~I \Uff 
~ Jt ftWU! m ,1ru ~ lfT $1) ~ ll7l'3?. tcj 3lf ~m a~ .... a ~r.,l( .f.l" <T1'!1 

iiir-l ~ ~ tJ.ii ~ Vq1 -ttfclc:r;,,rfl ~ iliT f.tcmn t. Jftmr en, m ~ 3lT 
~ ~ 1'! m~ ~ 3~ ~ i'!'I~ u 1!) <fit ~ Jii®<r. if.I 3"1lit .t,- iFro ~ 
fmfcrr m ,mr m .); F.lv sm 1n1t~fJ\iJ; <r- :m ~ .r~ n ~ 'ff ~ liT/1 wn , 

31".lf.& - 20 
~. 3TOll~ :ilt{ QlW ~ 

3 311 .. oz; rs, is, 11 3ftl 18 m 3"f;ltr, ~ ~fil~ ~ JM1'I m~ 
~ <'l~r.'lfrlili 3'tf·~ 3MIT lml!\ ~ qrfimur 3ltraT ~t~ iITTT tl~ 11V 
~ 'Q;f{r.lR ~ fflo1ffl,~ * ~ .flt ~ mn:m * mm Jt ilrr.l. ~ ~ ~ 
\l<JllT <); lfr't qrfti,cf1lifi cftrT thr.1 CR ffi1I. t:ltt I 

(tll) f"ITT't, ~ ihlil <rt ,'l,q,~ {lf{ tifclc:,ilirfl ~ ~ if>{ ~. ~ 

mlt :m ~ ~ .i;r fi.rcmn c1m ~ ~ I 

2 (ifl') ~ ~faC:iifilfl ~ 3Mlf ~ ~ U..il.,~ifi 3tf·\l)ff1T 

Jftrin ~ ;i:.11.t1,i Q'J~ r.ro 3!1«11 3.-1:,, mr ~ r.tftl7it ~ 
~ ~ ~f! ~ nt ~l;.:lf Jftlm 3'tf-smm Jilr<n ,;i~ $ F.lv 

w.1.r J1t ir! ~,trl311 $ ~ * 31W ·~ 1~ ~ ihlil q{ ~ M ~ ii 
ifil 1'11f lr~""IJI I 

(Ii) ~IV ~r 'f;l""J ;le; t;1./l.,1ii1 ~ ~ fmr 3ll' ~ iliT et"c11l-fl 
;qtr ir.tl ~ I 
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(ii) ~ ii': ~ i't tifc'lc;1i1i1ft ITT'lr A .1~ ~fVT ~ w-0\,i.:1,t) 
~ ~ Jlr:rn.f ~ ~ ~ ~,t•iliii< it il't 3ltTi1I ~ #;IF I 

(il fmm!t <li ~ ii ~r..i: .. mft m 1l' 3fq;f) imlT ~ ~t 3'8"' 
~ )rr,,rn;if cf.I cllm'il' l) ;;fJffiil7 5 al\ .!ftraJ ~ 3~. 

2 ~ 31-j« ,); iffll ~ ~ t!Alll<lftl i'l'if; 3q ... ai M ;;(!' ~ lmfT \Ta' 
mmlOT ~ ~ m ,); r.iv <'1.\,t1,1c1 ~ 3itm \lti1•k! ~ tt 3JT11mt t arri'! fq 
an r,n:r ~ ~ ~ ir,'t .w.f:r ~ Jltt gfoo1J'j ~ ~t;rrirt\' ~ lf.J~ ~ imr 
f.p:;; 3fimTI' it f.lTGi ol"t\'f ~ • 

1 ~ ~;im;r. ~ ~ ftl11rttr 311.r.lT ~ ;;ft ~t ~rt) u.:,,r \fi1 ~r 'ifi«1 
<\; ~ ~ 3'iT f!flla,iti,ft ~l If~ f.\i'l1I ~ q;r ~a~ ~ Jltr.n ~ ;n1. .;rr mrr 
wir.lt ~ JWcrT m-r~ "- m;;r.;rtl' ~ ~ ~ ~ t. J1Trn i.nvr­ 
CINVr, ~lT JW<IT gftmur .\; WI~ ~ ~ lt, 3'ff 3lT {r.ro J' If>{ t. ~ 
Wit . ..,rc1 ft;~ 3,a1,1f11,11 3lf ~ cl> illITT' ~ ma ~ ~ tmit ~ 

31-j.:.Oi", • 21 
~" ,tll am ml1tJ 

... "••·lllfi 1 if; ~~. "Jl~pl'ft'ct tlftllrl ' ~ ltffl~rf ~ TI'rllr.J 1) ~ ~ 

ml~ l"ffit.mr.rfl l);;;n .\; tll!lR ~ iITTI ~ lliltl ~l J~~ ~ ~ ~ I 

3 ~ 3~ ~ lftlrail't :t ft.N ~ • .tr ?mffi <ht mc}zyfirt) tr.ill lliT fr;rmft 
111m ;;rro7lf ~ m; nr 3ITTl ,'f; fcl,fur ~· .)- Jr' .Jtll :ro ii ¥" tf!li~ .uro l\i F,i.tnl 
cri :i:'I 3lT ~cffl"fl ~ ifiT f.tar:!fl i ~n) ~ ~ .fifclc;,<tilt ~"' q,1 ~tr lf,«1r 
~ I 

2 ~ ~ ~ ,ntt ~ ~ UTR ~ irn;ft 3fn:J q{ 3lft ~ ~ 'ffi1I. ~ 
llfa ~ mn m ,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J111ai ~l ~ ~ 
ro1f ~ F.lv f%m mlT t I 
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~ ~ ffRlc;tcfiffT ~ cfir ~ ~ ~ JITTT 1J'1'G'i ~ t ~ CR ~ 
'htR ~ 3tliitll c); 3'1ffl ¢ :i:if<larifirfr ~ * "" WT!liT :m IT<tir11 tl'. qt:r 
~~ ~~ :m 1:iarfft <ill' Jmr (J'{ ~ <l 3R ~~r~ u;RT 1-r 3mT f.l;v 1rrr 
31TlTifit ~ <Rm trfw ~ W ~ ~ 4'1lf I ~. ~ ¢-It, 1J! ~ af~ ~ 

31-ji.O,c\ - 23 
~ ifi<lltliil ~ lNlifi,(Ol <flt ftrtlt 

Jlt!IRr IV 
~ ~ ~ J141if;,(Of cffl' ~ 

3. ~ <I •l I Cf\ 1 Jltt 2 cl; 3mltlt il; '(itff ~ :,1) l]q, fiRI c;tcfit fl ~ <li ~ ~ 
<4ll :nm ~ .1-f"<."t, F.:r.i ~ ~ ~ <); tJt<rrff 3-11 .. oai 11 vm '1t\'T ~ ~ ti' J!R ~ 
¢ fif<la11hrf1 v.;i:r 1'l ~ ~ t. CR' 3'fr ¢ ~ ~ ~ 'ht <'l7Tl<IT ~r ~ ~ 
I 

2. tlwJIQi 1 * ~. 3~ 6 i); Ch!WI> 2 ii° m.Tr-mu~ Jf7.rM' ~ftr 
~ 11m l1TlT ~ fflnl Jl'f'll' tR ~ .. ,~ j(111, ~ ~ft JITTl' cfir IHflcfiffi V<li ~<fflil 
~ 'ilif Fri<lmt M .); rrm ¢ ~<fiffl ~ ii" cllri" ~ ~ ~ ~rrm 
~ ~,t:,i.1-1 :A' <f;Rr.ITT' ~ ~ 31mrr :m ~t ~ ii ~ fttm f<liTIT ~ m 
tr 'f<rrf,l c1 .q fil,q; ~ f..'l "'11~rf lliIBf ~. mrr ~ r 3i1tlim" .,rtrar ~ flm<li 
~ ~ ~ 3ITTT 3lW ill!' ;;m:n, tt. ~ ~ ~ Jrtr.:rr f.lfQ'irc:r µr,;r f) ~3mfl' 
~ lt ~ t\° I t.'"R ~ ~ .tl~i··Oi; 7 3rtrcll Jfrjc.~i\ 14 ~ Jtliiu, ;;n11 ~n 
1lmriT t*. ~MI 

1 l_r<j; ~Rlc;iililfl ~ i);" fiRI)- r.tanfr <fl?- 3ITTT <4ll ~ ~. ;;Jf,t-il%'t cl ~Fr 
~'lift ~ ~ CR' ~ ~ ~ wi'fm ~ ffe. ~ ~ ~ <Tm t .);rrn :=Rr 
~~~~I 



1Toi> ~lnr~ ,or.m ;l; Tifyitil tJ< ~ f1fi!t~1<+iffl .r~ ti ~,en <lit~ ~UP 
.1rmir ~ ~n ililf ~ orr11_ rTtt if:t ~ ;;tr m <R1t:rr1 i1 341< c1~! 
3rt)fflJ!l t( ~ 31tr.rr 3m)ii; i11(1J.1"r t:'t, ;;tr 3ll' ~ ~ ~ Ilft<m tit ~'tt.n 
F.t3m ~ l!<li1 H ~ ~ ~ m'J. WfT ~ lmill rl'l1I. .f1r ~ ~ tti I 
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3~-25 
lfJf -l!>ltl(tl< 

3. frlftl-<11 ~it <l;- ;JIJfol~ <'fit. ~); lliltlfti'lifi iiJiR)ilrlt •fil~l!•olftr ;;rtr ~. ,ro 
3~ * w.;it~ ii trrfm.r ~ vlll!''ll I 

2 ~l) ~ ~ iJ;T ~ r.t.mft ~ ~ ,l; RJll)' .)'. fcl!v t,~ 7cJ 
wrr. tlfG ~ ~ ~ ~ flir.)'. ~ i:4<1~~c1 f.l;m 71111 trr ~ 3'fciiT '1~ 
11,1,.'ilii Jftf'llT ~ Q'll~ ~ iJ V'f' llt/lJlrl ~ C1'im" ~ vlT'1' 'AAr tJl I 

1. $lT IITTR .l; 3'fiill fll;.fi afl ~ it ~ ~f.t.wflTl,\ lf.Nl <ITT ~ q~ 
3fmll JJ\m"'<lil 4; ~tr ~ Jffm fat.qfl ifil-FJ Q'cf 3'l:t!1 ;\; °?tr.ilrl <Iii oll<( <f.~ tr 
~ ~~. -~ \It! ?R~ clfiili'f t:l J~ ~ ! 

31-jt& 24 
.iml lR q~AIJ101 

2 ~ ~ iRTr I\; ~ Jtfiltr i);' Jqm l1ifi .,olil'fl u;:;::q I\; ~ f.!tanfr 
em ~ ~ ,rt llTll :m ~ ~ 1f;T ll ~' ll1G'f ~. a'{!T ~ $1'1 ctr: ~ ~ 
f.tcl1tft ~ •)'q llTll en ~ <f.'I u,mffi' ~ ,..,u,o11 <l'i wm ~-Wt1f lfTll ~ OJm n 
~I 

~ ~-'tl.ituli't 31~ <l'i 3"R lH17I ~ 3®'!; .-Tt.t Wit. ~w,,, .'Jl'l! :m JtT?T ~ f:)". 
~ air 7Tl1TMT tl'f, f.n tit :m ~~ ~ if <f;t wrrm :;n fr.Rn i I 
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4. ~ 'Jllfm' <m O)$ifi{ 311\T lt.-1<-0c\ 9 ~ tl-!i•ll•h I, .)1.-1,:,iJ<\ 11 <);- ~ 7 ~ ~ 
'4T 3!iJ'i:"~ 12 $ ~{ld,JICJi 6 l); 3'r«lt1' ~ ti~ {: ~ firctalifil~ ~ ;); ~ 3'Cfif 

{m ~ lITTl<\iifilft ~ l); flli'fft frrclm)' lf.T 3l'c\l ~ :lfll' i4f.il, {14('<.\)>, fltTT ~ 
spmr.;r, ~ 3tm' ~ ~ ro,rf C!,1 f.11.itttll ~ l); lnl'I~\ 3~ qr;i"; ~ Jl~ 

iliitrft-mni ~'tar m.-1) ~ ~ ~ ,~ l); ~ lmlllfl lJ;'l fll;1ii :rim 
ti) I 

3 1JC1> ~iftla1ifi1.f1 ~ ~ :w.rrr err, ~<f.t ~ ~ltl <11 ~ ~ ~ ~~ 
7TI 3ITIWifi 1'tl * ~ flfclc.1ifi1fl ~ l); l!'ifi m J®cr, 'f.?la1ff14't l); f<lil11r<r it ~ 
m 3'l"<l> ~ f:ili!'?trt '®' ;;rrrft ~. 'Sltml~ ~ 3-'t ~ ~ cR" ~ ~ 
31mTT m nFfiiitlt ~ ~ ~ ~ cf.I ~ an :m <1rnUr.r * ~ r1~ 
~it ~ fMnl JMIT Jrfml; ~ t. ~'l' 'Sl•l:Ji'l~fim; ~ l); JR ~ Wf;R l); 

3UJ'tl llT ~ <f.'t ;;rrrft t '4T ~ .f.t ;m ~ ! I 

2. l!'ifi .fir.ta1ili1fl ~ ;\; ~ 3"f.ll ;); ~ .fircta, ... ,fl ~ 1t ~ ~ 
tiftl1q.-1 ttt ~~~it ~ ~ ifimllil ~ .:rt,t ~ ;;nv11J ;m- m ~ 
~ <l=i 3Vll't tit ~ cfil-O<liH~l if;)- m ~ i'!rl~ tirrr a~ ~t.rm ;a 3~ 
ih";T 3~ tn I ~ '3t!W iiiT 11tr Jro rlffe i'!71mT :.;mrnr flr. l!'ifi firct~Jifiltr ~ if' 
fi:lv lT{{ ~ t ~ ~ ~ fircta1&;1f1 ~ l); r.i,oifll/1 <m. ililltn'.-1 1i.,) c 1../i <); 

~ ~ ~ ~Rl4n 3Tml'T q1fta1ft,fi ~w'la1~l/i l); ~ flli'fft m cf.I ~ 
~ ~. ~ 3nlCIT ifit!Rl<i1 .fll ~ t ~'l' ~ Jrcrrl' f.1a1ffl<i1 <i;'i ~ ~ I 

Jloj<-0<: I l); 3"l'iitit <),- mt sl' :,.n, ~ 3tliitr 3i! d<lftli4't llT a.fr ~ w-,T 7i1t ~ 
.llmll ~ .fifck,iifiifl u;;:m ;); f;ia1~ ri1f t I 
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4 ~ tl~1-01Lfi'1 CF ~ l)' ~ lflm' ~ ,); ,;nir.;r.:rr~ ti~c:,1,r,rf)- ~) ~ 
ttl$1'f ~ 1r<F ~ <); ~ ~ tnr-c•lcitff< ;P. ~ ~ I m.r.r:r ~it'f ~ 
~ ;4 ~ 41(f(l~cfi <rm. f'a1u <ITT ol"r,IJ. ~ $ flw 3'tf'<jm lttr~ 
~fs);-01:tit, ~rri't. ~ 'C!CI i'IMctil <ITT ~-fctmif i); rno:r U -:t4rr ~ I 

3 ~ q;m ~ ~ m lftl<IT ~ 'ffi1I. ~ n ~ <tiflS.:11~ai1 31ucrr ~Plil'Q° 
~. C'!T tifaa14,1tf ~ i); ~ ~lluifirfl ~ 'lt<ftlfti1i t1p1frl u ~ -m <fiT 

'l!1lRf ~ I cl 3vf 11'fll'i,!r 'it ~ ~ iRltilif ;r,'t ~ ifir.-l ~ fc:rcr cm:tR fmirr­ 
fl!1"~ ~ ~ t; Pl.-1 ~ ~ cfilR 'it ~ rfffe <i:t 11$' ~ I 

2. ~ ~ ~ <R" 3nqfct 3fclrl cm~ <lfa" <IB" ~ f.l;l1\ tiffi•hirr1ifi 
~ q"{ ~ ,t 3~ t:r, rir ~ ~ ili<rtrr.:r.); ~ ~ nt ~ ;;ft Slf i.fR'R.); 
J!¥'f ~ tt". ~ .fifaa1cfi1ti ~ t- tir.m ~~cmr * ~tr q'<fll~cfi ll'll'1mt aro 
3lf ~ <ITT ~ ~ ifiT ~ ~ I :W \f<lif• ~ 7IV ~ iii<!< Cfit liFcla1ih1f1 
~ ~ ~ft ~ -tr ~ ~ ~.lll ;\; ~rt §V" :!-Ir fil;41~i'1 f\'1im ;;rrQ7II I 

;;m <m$" ~ ~ ~ ~ fol; l1tfi" )l'tTclT c:lit1 t1r.,a1ifi1fl ~ 11:1 
"''~ar~zit ~ ifiRtlr 3lf ~ ~ ll<liR" <nt W1Tlll ;;rrrrr t :trmir ;:r,lll<IT ~ -ar ~ 
~ $ :No:itlt cl;- ~ ~ t nT ~ 3rT ~l ~ ~ft ~l ~ ~MW ifim! 
1111 ~ i); mrt ~ ~ lftlm 1l111'W :m fir.ta1ili1fl ~ t- l!ll'rn ~ <m 
~ if;l "ffcfinf ~·. Pl.fiilil f.l:; cit\' t'1'i frtamT ~ Jltl<IT ~ 3"flq;f ~ 311'-Gc: 25 
~ ~{11.11q, 1 ll:; .lfn"mf 3lTnT ~ r1't <IB" Jftli11 "R~!MT :m 1iFcla1ifirtr ~ i); trtl11T 
~'lit~~~~ Q+l<lil ~ ti'(\' {l~ifi t;' I $lf 11Pr--" iii)- ~ llir~ai$ 
~ ~tTJr .:t1~r ~ c'l1rr c111r i); ifrc:r. Jm~ ~ "'{ fa<lT ;;l1ilT ~ ~ 

qnu1111sn,q ~ <rm1llil ~ •rm ~ ;;r) ~ ~ iii" 3tr.iut CF 3J¥1l ~ ~ I 

311-..ik. - 26 
q1,n:qflq, iliU< ~ 



(7f) ~ ~ ~ ~ ~ ~ cr;)f ~ft!R. ifiH~'li{, 3ltm~. 
a1fillf3<1ih JltTdT &11at11f.l'tifi. 1IJfl 31~ a:nim ~ 3TtrciT ~ 
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(<!!') ~ ~ (~ c;"~ Jrtmr ~~ cfll" llftwnfora ITTn<lf 
Qrlf.m:r ll') ~ ~~ ~ ;m ~ Jftrar ~t ~ "{l;,.,:f ;). 

~ ~ 3irr.lrrl Jrtrar mll'tlrl' ~ w111.;.,;1 ~ ~ WQl ~ ~: 

("if>) m 3P'.f<IT ~t ~~ m<r ~ <fir-f/1 .;l\t ~,mf.'l,r, ·\ltlr t t-'c 
<i;T ,;nrmf:tili rn mvir • 

3 ~ 3'fi ~frt J'i tl;i1wcfi 1 J1tt 2 ii; 3Cf<ltlr ifiT :>r* ~ ti~a, .... ,tr "lf.;'ll 

Cf{ ~•'il~~rt c;lf2li'<l ~IWII ;itl (IP'IT . 

2. fiflla1ili1f1 ~ i:RT ~~11.11"' 1 il; 3~ sim .I\'\' 7ft cr;)t ~r 311 ~ c);­ 
,ITT'!ftil; "'f.f'IT cl; lirrnn w ~ ;); ~ ~ ".VI ~n ;;ifVolft Jin n'l l);;:rn 3.r 
&11?1,,~ lltrar si1ftlili1~df 1r<11<11r1<1 3fit sr~rmf.'t<I; ~ ~nfi?I~ ~) lt>'t ~ f.h<!T 
;;mr,m ~ thro11o 1 1l 3~ffili'l W if; ~tf J'i ~l ifiT ~mvr m ?,rl ,r.r CTI'!.~ 
~. ~ ~ 3rtraT 3~'\';;r.; c); mill' ~ ,rtmr 3flfri.lt ifiT f.!ltiRvr <fi«T ~ 
"N'f'" .I\'\' ~ l)" ~ tir 1 ~r eqftl;" m ~ t[.r.=rr ifiT ~,.,. ~ ~ i\)' 
1n1rar.; .\;" ~ <R7r 1 ~ ~ ~ ·if>'r mc\JJ!it<fi ~ .I\'\' <j;f4cfl~ .1r~ 
~ Frluhl't J'i ~ ~ ~ I 

~f.la1<1,1fl ~l ~ lfflm ~ ~ ~ (a@1c!l,,,1 J1trc:rr c;frl,~_,,l if.t 
J11tlsis11fillr1 ~ ~ft,:!) iliT Jnzyr.uc;r.r ~ ~ ~ ~ ~ -.t 3tmtIT cr.r 3tmrr 
tiF<la,..,,~ ~ Jt1rcrr ~ rr.;rrlf.t<i; 3'CT-~117ff 31trcn ~ Sil~ <R .,,rr ~ 
er;rmr mr ~ ~ !!cf fimvr ~ w cl; miu .'t ~ ~ cli ~1rarr 31tlar 
lldffirl \'m ~Fr"a(:r ~ <\; ~ 3ti11l'lmf" Wirf t ~ ~ ~ 3Wrcl; .lftlt;:i .. 
'ilimllrT ~ ~ ~ <); llkl<J:!1'1 rl'ffe ~ I ~ 1flT ~-uc;r.f ~~ I 3fit 2 
ml~~tt"I 

31ij<-Bc. - 27 
l(il-'1T ifiT J~-~ 



3. ~ ~ ttFcl<\iififti ~ cfiT ~r.m=<f ?.J(l'T :m ~ <\; ~ l); ~ 
~ titrJT t lik "4'tr M «rf.l; lITTT -a.r tlffiT it 3flr :W ~ :m ~ l); 
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2 ~ Jioj'i-Ba .'t ~ ~ ~fiG' "~ Gl'il'T'' ifiT ~ lifc1a1ili1f1 ~. 
JJtror ~ {l;,.j..fl~<h :N-\l1TI71T JJtTal ftltvn'l ~) *r lITT: "R (il1lrt!' ;rro- mfl 
~ ~ q;'it Jolt{ femur u t. ;,.Jl:T ~ ~ .li'i=r.r1rl cfrnUTrr ~ ~ )11.Jqf ~ 

JR W-r.'l ~ fi.'lv tifcl<\iifilfl ~4 CM ~ l); mtT-mtT ~ ~ ~ ~ -.mJ';,.J', 

i;Atml~ Jrtt~ Jik ~ mm .m-TllT ~ li'iiu it~~ i I 

I. ~«mt ~ ~ 00 .t:l' .. ~ l!<l'i ~ if;) ~r ~ I "4'tr 
t11.11•1r11 lt<j.:oa 1 m 2 lITTT ~ rl"t\'t l\" 1 ~Fcla1cfi1f1 ~l l); .mm ll~ 
~ 31-r,Ga l); Jl•jll<l1•1 ~ fclfu m f1ga:1fi!l lITTT ~ iR ~ g I 

5. M ~ ~ "Ir ~il•)I(~ 3 ;); 3tlilll~ Cfil ,.,,. ~ ~fi.'lv ~ ~ Jfltjfrt 
~ ~ ~ ~ cl, fo!tr fc\;1fl liFcla1,fi1fl ~ qi) wpifrt ~ l); fi.'lv ~ wrro, 
;;m.r.m f1I; ~ M #cl;, lr.=4' fcr.1nr fitt11r1. ~ ~'Ill)" 'llT f.l;tfr NIRft ~mnr » 
.r,r.\-ra r11~ ?IT ~ ~ Cfltf ~- m ~ f1l;lft ~ ~ R11f11.-r.1 ~ * miftra t, I 

4. ~ llij..:<\a l); lt1fH01 ir ~ ~ fiFcla1.,;1ti ~ oo M .. 11r1.,;1tl if;) 
11IB m ili" rc:tv J~lt1 ~ ;;Jffil ~ <tr ~ fiFcla1cf\1t1 ~ .:t~ cJ:t ~ 
@lri<hi~ cm lfTff m l); ~ Jtir.ti' ~r Qifi:r ~ cm;) 3tllm iliT 3tflIT1T <RJTI, 

'if~ :m ¢ ~ cm ~ m l); <fi{ ~l ,); ~ ~ ~ cli't ""1 
3tfq~4ifiril ri' tit I ~ ar,f4" Ir 31-ii~~n C:inlr<I ~f!Ji 3 <f\'l .ft1113it t Jl$f ~ 
~ M alt ~ it ~ W'113it '"' <Ti\' .:ti~ ;;;~ WIT f1I; fifcl~ ~ ~ 
$tlfi.'lt! lJ.<Till :a-l'llf ~ ~ 1lriT m ~ f1I; tf1t "fl.'l'rlT 'if 3WliT ~ ~ ~ 
~tr I 

'ifitit M ~. ~ ~ if;{i'II m-~ ififft l); ll~'fM ti)' 
(Jl'ITT q~ifi) I 



1. ~ qu-01q, 3 Jf1rclT ,i <\; (lp:(1 ~ llf<la1+1~ ~ c~, llijl'ltl ~ ~ 
.r. tmmt ~ ~ Jnt ~ tirctc;1ifi1~ ~ ~ ~.i~(l" ~am~ <TWf ~ 

32 

6 f.1ilfT flflrc;ti.f'irfl <);711 ~ ,r.iff<f ~re} ~ ll~. ~ Jrtmi ~ ~ .flilt1 ft 
~ -m ~ m '.{r.;,:tf i\; ~r~l JftrcJT \;f~JR@r<fi f.lifill/1 ,li ~1 mm 
;;rrvm I ~ 3~ A 1)-m ~ ;rf.l ~ ~.flifil mt ~ ~~ lf.T1I ,), ~ 
rlll•lll'lll Jftr«IT 1ntmf.l,r, f.l<f>TU il\ ~~ ~ il•lifqlt\'I ifi ~ ~ 3tllt<lir{ ii\'! 

~ ~ JftlilT lfar.f iFv11 i'l'1!ml ;;mt71f I 

s. tt"{rwn 3 Jil't 4 .\; ;w.itil i); il'ra ~ i~ fflTtfi 3 lrtrcr, 4 ~ \C.U'1.i1.11t\ 

~ .flfaa1+1fl ~ ~ ~ fll;m ~ aTclT nr ~ Jl fiti1'r m1ll lfmr <%> 

~ riffe ~ Jllm 3lft ~ it Jl) ~ ~ ~ ;i;rrui 3lT ~ .\; ~ ~ 
llrmn ~ ~ ~cl ~ ~ ~ \llllfttifiili ~ i!J ~ I ~ .lrrITTII', 
qu.itlfi 3 .lllmT 4 <\> Q<1,.i1o11tl ~ ~flla1ifilfl rr.i'lT r.m fift<hl< ~ 1ro ~ 
wa "" :JR ~ ~ ~t .flftla1ili1~ ~ I); ~ ~ lrcr.l'rn :rn ~ ~ $" 
11.Q)..;:,:i <'fitt llitil'Jl,f,(11 ~ ~ I 

4 ;;flJ ~ flfila1ifi1fl ~ itiT {r.;Tl<T am ~ amt ~.\; mm It '1tf ~. 
3"'°' ~ ;\,; lfcr.lrcl. ~ f~ <fil ~ ~ ~ ~ lrafVT if, 3tlTlJ ~ 
t ifif :m mrR ~ :r.'t :rn n;;;r ,I'; lTfflf rnftr.t;rft it. ~r tit ~ ~ 

~ .l; ~ Qlftl4ilft ~ mt,UT ,); 3\lT'll ~ il; ~~ ~ ~ ~ 
~ I ~ ~ U;;:ll 3lf twmr ~a, ~ mltr ~ 3flr.l ~ .); 3\fiitn "1 l!ijllTf 
"fi"moT .\; 3tl17l ~. mm f.l; U.ill<' ~ 3lT ~ ~ ;l; ~ ~ ~. ~ nifi 
f.l; ~ ~ '3'ClT'll'i ifiT ~ ~ ;;Tfnl t. rr.;wiT GICIT 11t1.m~i!!R!)"H .r.Ff ii ~..t'rll" 
;;it,t t 3ivar m ~ r.m ~ i nm w.t;') &<@) trq;;) .i;1 J1ftlq;rr * 1 

~ ~ Jrafr., ~ • "" TI'ifi * lTilim "" 3lf lr.;rf<I Uc) ""' 31'1 U;;,ll' * 
mm Q1Rlifi1ft <\; ~ <R ~ .fl~a1q;rft ~ ;); mm ~fi<lt i:m ~ <\;' 
Q'll1.ilo1r!I fiftifil{ ~ ;;mprr I :m ,r;m:a- am "" :m ~ iITTT 31~ m ot ifi'U 
.); ~ JIR •· ~ ~ ~l<I am nr ~ ~ i'liT '{r;;fftl arar ,11. <li fr:lv 
~ ~ ~ ~ 3'llltn 4, lr.i_FTR :m ~ {ifac;tifitft {r:;'if r.m ~ f.mlr 
;;rr11111 I 



33 

(Q) ~ ~ if tlt:l•lcll lrnr.T lf.r-lT ~ :nf ~ fr, ~ ~~ ilt$1 
~ flfrlC:lif,lt) ~ fflT T~ fll;v ;;ff.'! ~ ~ ~ Pl? ~ ~ 
39'fil"~ ~ I 

(:J) {IICl<lrtf ~ mr-tT ~ ~ffi mi'tc;l<lilfl {~ ~ W.); ~ lfl:<!T 
o,uulilifi vm ~ lrrmn ~ ~ .11mrr Rw.OT, J~11 an- .mm:n 
~. "' mft l!~ 3\rr<ll Q~ iT ,~ ti~. 

(if;) :m tifaa,..,,fl ~ lrtnil ~ li~<fiffl .~ ~ ~ 3/t{ 
~ITT!f.t;r, l1tlT ;l; Jllf.llif ~rrnf.l;i; 3tmT ilir.11' 

s $lr .;r.i.:oa if> f.mft ill' 3'lilU "'' J1t~ M 1t lt M ~n lf;;<I trt .:, 

l;'.s;;Polnl!a ~ fl:tv ~r Nf1I. ~ ;;$ ;;mrm ;;:mmr 

11<111)fc;;iff,ra ~ itiT ~ 1nRr.f;itl" $11' ~ ~ ?,.m lf.i'lf ~ mm ~ <fit 
rt("!•ll'f 3~ c$1T Jin ~ ~ ~ Fclii e- q tf{" ~~ ~ 3~ 3r.jUt1 
q;t <IT r1) lllftlPlrt c$1T m ft!;.' ~ ~JTT I 

('tl) Q,(f.iJIQi 4 ~ Jr.ik.=f 3r.Jt'U ~ ~ Jl. !lt/JII~ {!'~ i); <rail<! 

?.~ f;;I ~ lfiitl ~ ~ ,{T.i<I 1~ ~l ~; "~ nr.f.'t ~t 
~~ ~ !); ~ n ~TO'I "- 3tfTlT "'-mi tt: 

(ifi) ~<l~IIQi 3 4. Jrrl7li'r ~ti cl; ~ ii, CJllRlfcCl'lfw.:r lr.TlT l;il ifi'll 
·u;;n:a: U<JT ;;i1- :m ~ 1'i 1fi1;prr ~ rnra 1iaArTi<1 t llll ~ ~ 
mr ~ * ;;i1- 31' Wf<I 3'lT ~ ~ ~ it Jitr.irrl TI11flt "~ m 
rltr 'ITTim: Jftl'ifl 

3ft. llllA)~~c1 ~ # ~ ~ ~ ~ ~;jfft:t ~ ~ iT@ ~J.1Pol~c1 $ 
mltl' ~ mmT (:~ ;;mr3TT 



1) mn tf{ il>r~ mr 'if>-n "1 #.itr it ~ r1rtm ,l., 3Tcfi 3nl<arii 
artmr ifi~ f.lm" mtroi ~ ~ <RR w~ ¥.tn (~. m ,,1,r,rt) rmr 
if:t ~ i'lrtmJ q;) 3ftmr ;m4i ~ .l!GT if.'I' 7ft 1~1ill ~ ~ 
7$ ~ i); lmr. :;ltt 

ii) Jli'lT 4'1l .t ~ J.'t. nr artmr ~ ~ ~ ~ mfro. ifi)­ 
~ ~ <RR "'3( ~ t cl; ;;r.r<ffl 1lTi1' 4, \llf1l ~ w. 
3lll<fT ~ mi;' J!TmT ~ ~ ~ lfi'{ iM 1\; f\llv I 

2. ~ ~ ~ lfiJEUG .. Wntl> I 1' 3fi:.;i~r1 llf'alJ,iMIJit ~ ~ mtra 
iffi ~ l,rr.llT I 

3 ~ ~ cl; 3'r.ltit im ~,"''1lnt ll)lfll wrr :- 

1 ~ flf!lc;1ihrfl '(~ ~ ... ,11 ml i'lnl. ~ t- ~ Jrtm ~1, ~ JrrPrn 
mfmr ~,1 lf;T 1:f.{T m ~ lliitf ~ "'"'·1~ili 1l1Umt ;), :;ifw 1Wt ~~~r,mfr 
~ifi)-3~~ I 

~ ~ <i:t ~ iITT'l .ff 31rlHi@4 ~$"<'IP'!~ ~ <); Jmfm Jltr<fl 

~rar ""'m .\; 3'1'iitil ~ J1o.r\c1 u .. ,.,it.., f1:ivr.T 3l'traT ~ Jrff),fi'lft7r't ~ ~l 
;); ~ ~~l tR' <fitt ir.nm ,lffe ~ I 

31".lf& - 29 
U.it<i~4i flnlif $ ~ vcf ~ ~ 



35 

1) lim 4'< <J;T~ -iv q;tJ· ;); mitr it . :m rt !); r1~1i'I r.rrc:- ir. 
~ • .)05{ rN' R ~ Jilt\' <l; Sl'tflf ~ <fi't JI~ - .in;' 3~ 

iJ:I' ~ 3ftT<IT ~~ ~ •it ~ t" fi:lv f.mdt ~ 81114"' if,! 
;flfhr ~ .illnT t: 311. 

ii) 31Nr <fill cl; miu l) 31'1' cf\\ ~ i'Wliffi <flit <fi ~ ~ it 
f.lrm.l 11,A ll1IJtlrf ~ ;;j\'fhJ ~I ;;rrrrr t ~ ~fl Tll't ol; 

~ ~.-; <li't 3r.'.mT ~ if~ 3JW;ll t>~ l:lffi ~ i'fl'l rf"l ili 
folv I 

~ lJmt ~ (lmr ifili i'I~ <P'II ;;!ii n1F f<f; fifct~ ~ ITT<T ~ 
wmr ~ <JR" ~ ;;m:rr I c:');.rr J't 'ff '<li't$' 3l\' fifili\l•hlfl ~ ~ ~ $ Fl11J. ~\wt 
*1' ~ ~ m trTil <N ~ 31c1ftt ~ ti~ <l> ilTG ~ ~ ~ fllilTr :\iAas< wt 
®° ~ ~ <r..:i ll ~ Utt ~ ~ U.Ac1f?t<h J.ilt.<m ll -!MIQ., <Iii mftl1 ai!\1 
'i'fim <li't mmr ffi{ ll<RlT ~ 1 ~ ~ * ~ ~ Frl'Nf .):; ~ it f..'1•11311clr tit 
~'711: 

.lt-j~ - 31 
tfJ.ijQ.;, 

4. 3ITTr ti< <Al ~ miu ;i.'t ~ 'IRltl1i'I' .). ~ l1<f filrrh~ 31q,h1~1 <li't ~ 
<):; fi:ro' 311'@ •IDl{l.i'll ~ ~ 311. ~~~T 7111~ cf.I' ~ .):; .t1'<f 7 3flfttl, 
1987 <li't ~ R ~<Ii llitR' ~ ii)' ;;mr.rrr ;;i.r ~ ~ ii; 3'C:"'"<itf ~ 
~ "' lh1;.:nq; 3 <):; 3tliM ;);- 3r.F'f<' filolJ. ~ I 

(m) 3lT«'I if. ~ ~A.-s< ct'<t it <ltl' ~ i'IJ7l 11'\nr ~ 311;); .t 
~A.-s< <l'l <); ~ '1lTf; ~ ~ ~ <li't lrtrcrr ~ ~ 31'1mr 
~ ~ ~ fmtm crt .):; fi:ro' sim *1' 7ft .1ITTT ~ mnr Jt : 



36 

(W.WT. 'F°fT) 
~r *:fl 

:mv.=r ;rJ(t~ ~ 

~~ 31R""f( 

,!$' ~ ~ ~· it i:;;JH mt1" Ii, ;iJ~ft •ITF" ~ 27it fc,.cr li~Rff 
~. fc;rat w Jro;;ft :nl"IT31l .'\" ~ ~ ~""4!1- ~ ~ n f.tccr.,:;r f~ 
ilr.tlf Jll, fr.Hf <11o ffR!rf ~ ~ ,;rr.:nfvt'li ~ 1 m f,;1{,q Oj ~ !w.,rn ~ ~ •9 , 
.w):;ft rm5 ~ ;J:ffrff ;;rrv.11 I 

~ 'frlR 11-, ~ f.:rv Fcrtttan ~ it~ Jrti~itlf{<rr ii im 
~~~~ft 

(l'I) 3'l"ffir it, ~ :\ii'!~{ ~ it <1"114"1 cfiT ~ h ;;Jl('lf t. ~ i3'l<li 
illG ~ ~ ~ .),; ~ fa.r ~ ~ 3<1""cf;" il1G ~ ~ ~ ~ 
tf1"C<i .flt ~ 3ITTl" ~ min it I 



ti~a ... ,ti ~ lti1" ~ tiftla1if,1ft ~ <); f%.-m 3tl11 t- ~ii<lt t~tm <t. m~1) 

ti'{~ <f:I' mer{ ;m ~ 'il ~ ~n ~ ~u~t;;~~a ~ ;lit t1.m;r 1'11'Cl.it 
;r, MTm tr{° N111f ;iit 3rT ifi.l ~ ?.<" ~ J-rttl.r, i_:'t Jltt r=r gt fil<lil 3TU 3T•"f"07. 
25 (fflll<i<l(\I<) il; lt.jq it 4!t'l41d<0 ~ TI" wrrm ~. 3fR .\ ~ ~ ~ 
7 (ifiH)cil< ~ MT») <r. t\mnq; 3 <); :N<itit ~ "!l~'f"I" l\rnf ~T ;;ffQd1T I 

2. ~ ~ ;mm ~ f.li 311 .. oc. 11 (i<ffi;r) m J-11 .. oa 12 (<1<1o1~·1t ir,.i' ~ 
~l <); fmr tlITTr} <); thmM, 1 Jlk 2 er, 3tJiiu o1T1( if/.t ~ Jl\"{ ~ 7 
(iliH)ilH .t WT) ;r, fflU W7. t;M" <I~ J-TT<r ~ Wc'f)cr,r.f ~ t\mntl; t 4 
3~.imlii ar,aml'llcfi c1i1zli1io11ql· ~ ~ ~ ~ ~ ill I 

(1) ~ ~ttrr iliT" ~ tif~r,;rft U.;;tr ~ ~w,;r <) .r-u;r ~ i'li7'l ;il fll;-lrr 
•rm t ~ ~ m:tJrqi\' ~ t J!R 
(ii) ~mt m=tlTtr.f ~ :.Ir~ ;!!- ~ tiarat;H tr ~nffli;r UT I 

1 llij'-OG 7 (ifil~1ili< ~ Wl) ;); ~<Milli 1 <); ~ A- ~ ~ aTnT {t ~ srr 
3,'1«11 3'~ 'Slffl ;r, ~ 3ftrcrr qo,,afiP!l. ~ fll; ml)· 7f$" l\', 4lt f.rs1,'I 'il !IT..:f 
<fflTl J-MT nl)" Q"d' &QI t;llfiR" <f.r 3R <lilUilrl'I flmrr:f>tqrq't 'il ~~ ~ \ll' 
fil;q ~. R ~ m)1't <ITT :m ~ m=tntr.l ;r, 11TUJJ.1 ~ :m ~ ~rrrm err 
3f$;lr ~ ;;ir ~ t;, ~ ~ lllllfii'td ll~ ;;rrt!' F<r. : 

3lnr q-{' <Rt <\;' lt.itr 1't ~ ~ <li ~ ~ f<lm~<I Jttlmlir ;m ~ 
il; ~ )ITTn Jful<J,i<i Jltt ~ JjOHf.;;tj "*1' mCfiR .); ol'itT f.!I Mlril <nm tr{ 

3mf ~ q;m;); fmr ~rerfr f.!IM~fw.:r 3tfiit.l't ti'{~~ ~Ir~ • .ii) 'Rrt 
.ti 3~ 3llT ~ 

REPUBIJX INDOHESfA. 
w'!rt)if,)ol 



• 

2 

:rn ro 1101~1 ... 1.1 ;1;1 
ffl"cfiR ~ 311 ~ {) 

if$' ~ n ~ a ~ clTq\' ~ ~ ~ ~ 2Tt fzyr ~ ~)AA1~r. 
~ ~ .ti;h;;fr 3'1ftml'l it ~ it 1/;f;-~ ~ ~r ~ ~tr.,;l ~ wrr Jitr f.l:J.f1 
qro WTirT l'tT .t 'ilTJ!~ tt I Jf'l° f;i~qo, ~ fir.'·T<IT ~ ~@ :f., ~~ t1r<5 
ll~ 1TlilT ;;m,r7IT ' .• 

~ mlR1 *· ~); ~ fcl!ll'm=I ~ ~1 \llfwjin ~rn'nm'llTI!t ~ ,~ 
-s:1-...Jl.,...,,<1,)=R 'IT ~Tf fcliv t\' I 

6. 31-j'-Ba 27 (~ q;r :umr,;:r.w.m) ~ tmwfl' 2 ~ :w.i~T ~ ".l'i( W',$Ti ..:.lhiT ~ 
F<li tr"1 ~;ft ~ i:TU ~ $ oil$' l(mll ~,t frr<liRl' ~1 :wrar.-lt ~­ 
F.lv \l'llPT ~ ;;i'J llciii-lT !. ;;m tf1\' ~r c1TI a'lrll ~ &. <ti, .. i_;,,l * mm ~ 
.)mT ~ 1rnAAri 114'J1;:i~ •t fcw lf.!lr,rr ~ ;rrir !!t 3IR ~ll'l!M,m\ ~,.,.;ir ;';; 
~t.m w~ ~ o~ ~ ~ ifi{i1 l\'! I 

5 ~ ~ ~ t tiF ~ ~ t" Ncitlr J-1\T m<1iR 3ftl<IT ~ ID"{f ~ 
' ~ clfliffi mtr ~ ~ fifclalifiift ~ ;it ?IN W 'ilifk1ci, mf it;" c;1r,;;:r \lcf 

3?'.lic\<1 i); mtr .l ~ Q~. fifcl~,.m ~ ~ !ITT FITTJ. ~ ii ~:»fff 

~ ~ ii cmr.ff ~ ~n I 

4. )t•J<·Ba 7 i\;" \14);,i.nt, ~ ~ .,,a,.q.ft ilif ,i{)- V<fi Hfilc;l<liltl° ~ *t" ~ 
6. ~ fil'ac;i<l5ifl ~ ir 1?<1i' ~ ~ ~. en:- ~ ~ $ 'ilm11T 

rr <'!00 'R ~ ~ ~ ~ ~ ~ <), ~ 31f<'l~iffl ~ )ltfcl1' ~ ;;ri,r 

if;{ ~ ;;n- ~ lt. ~ ~ ~ ~ '"' 1 s Wcttrrr (q.:ey Wctt1n) >.tll' 
~ ~ .3lfu.f; .=rffe ~ I 



1 

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf or a 
Contracting State or of its political subdivisions or local authorities. lrrespectlve 
of the manner tn which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, 
or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of 
movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or 
salaries paid by enterprises. 

Article 2 
TAXES COVERED 

This Agreement shall apply to persons who are resrrtants of one or both of the 
Contracting States. 

Article 1 
PERSONS COVERED 

CHAPTER I 
SCOPE OF THE AGREEMENT 

have agreed as follows: 

The Government of the Republic of Indonesia and the Government or the Republic 
of India, desiring to conclude an Agreement for me avofdance of double taxation 
and the prevention of fiscal evasfon with respect to taxes on income and with a 
view to promoting economic cooperation between the two countries. 

AGREEMENT 
BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
AND 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA 
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 

WITH RESPECT TOT AXES ON INCOME 

REPUBLtK INDON.ESlA 

I :; I 

·-- I 
\ I j 

.'< .....;..,.; .. 
~ 



2 

1 For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 

(a) the term "Republic or Indonesia" means the territory of the Republic of 
Indonesia as defined In its laws. and parts of the continental shelf. exclusive 
economic zone and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has 
sovereignty. sovereign rights or jurisdiction i11 accordance with the United 
Nations Convention on the Law of the Sea 1982; 

(b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea 
and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has 
sovereign rights. other righls and jurisdiction, according to the Indian law 
and In accordance with International law. including the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982; 

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the 
Republic of Indonesia or the Republlc of India as the context requires; 

(d) the term "person" includes an Individual. a company. a body of persons and 
any other entity which is treated as a taxable umt under the taxation laws in 
rorce In the respective Contracting States; 

(e) the term "company" means any body corporete or any entity that is treated 
as a body corporate for tax purposes; 

Artlcte 3 
GENERAL DEFINITIONS 

CHAPTER II 
DEFINITIONS 

3. The existing laxes to which the Agreement shall apply are in particular. 

(a) in the case of the Republic of Indonesia: 
the income tax; 
(hereinalter referred to as "Indonesian tax"), 

(b) in the case of the Republic or India: 
the lncome tax. Including any surcharge thereon; 
(hereinal1er referred to as "Indian tax"). 

4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes 
that are Imposed alter the date of signature of the Agreement in addition to. or 
In place of, the exlsting taxes. The competent authorities of the Contracting 
States shall notify each other of any significant changes that have been made 
in their respective taxation laws 
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1 For the purposes of this Agreement, me term "resident of a Contract.Ing State" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by 
reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation, 
or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any 
political subdivision or local authority thereof This term. however, does not 

Article 4 
RESIDENT 

(f) the term 'enterprise" applies to the carrying on of any business; 

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other 
Contracting Stale" mean respectively an enterprise carried on by a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State; 

(h) the term "lnternallonal traffic" means any transport by a ship or aircraft 
operated by an enterprise of a Contracting State. except when the ship or 
aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; 

(i) the term "national" means. 

(1) any individual possessing the nationality of a Contracting State: and 

(2) any legal person, partnership or association denving its status as such 
from the laws in force In a Contracting Stale; 

0) the term "competent authority" means: 
(1) in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Finance or his 

authorised representative; 

(2) in the case of the Republic of India, the Finance Minister or his 
authorised representative; 

(k) the term "tax" means Indonesian or Indian tax, as the context requires, but 
shall not include any amount which is payable in respect of any default or 
omission In relation to the taxes to which this Agreement applies or whloh 
represents a penalty or fine imposed relating to those taxes: 

2 As regards lhe application of the Agreement at any time by a Contracting State, 
any term nol defined therein shall. unless the context otherwise requires. have 
the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes 
of the laxes lo which the Agreement applies, any meaning under the applicable 
tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other 
laws of that State. 
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1 For the purposes or this Agreement. the term "permanent establishment" 
means a fixed place ol business through which the business or an enterprise 1s 
wholly or partly earned on 

2 The term "permanent eslabhshment" Includes especially 
(a) a place or management, 
(b) a branch. 
(cJ an office; 
(d) a factory; 
(e) a workshop; 
(I) a warehouse in relation to a person provldi'lg storage facllllles for others; 

Article 5 
PERMANENT ESTABLISHMENT 

include any person who is hable to tax In that State in respect only or Income 
from souroes m that State 

2. Where by reason or the provisions or paragraph 1 an Individual Is a resldent or 
both Contracting States, then his status shall be determined as follows. 

(a) he shall be deemed to be a resident only or the State In which he has a 
permanent home available to him. If he has a permanent home available 
to him In both States, he shall he deemed lo be a resident only or the State 
with which his personal and economic relabons are closflr (centre of vital 
Interests), 

(b) it the State in which he has his centre of vital Interests cannot be 
determined, or 1r he has not a permanent home available to him In either 
State. he shall be deemed to be a resident only of the State in which he 
has an habitual abode. 

(c) If he has an habitual abode en both Slates or ,n neither of them, he shall 
be deemed to be a resident only of the State of which he Is a national, 

(d) if his residential status cannot be determined by reason or subparagraphs 
(a) to (c) In that sequence, the competent authorities or the Contracting 
States shall endeavor to settle the question by mutual agreement. 

3 Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 
mdivldual Is a resident of both Contracting Stales, then It shall be deemed to be 
a resident only or the Slate in which its place of effectJve management Is 
situated If the State In which its place of effective management Is situated 
cannot be determined, then the competent authorities or the Contracting States 
shall endeavor to settle Iha question by mutual agreement 
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(g) premises as sales ouUet; 
(h) farm or other place where agricultural, forestry, plantation or related 

activities are carried on: and 
(I) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of 

natural resources. 

3. The term "permanent establishment" also encompasses: 

(a) a building site or a constructlon or assembly or Installation project or 
supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or 
activities last for a period of more than 183 days: 

(b) a drllling rig or working ship used for exploration or exploitation of natural 
resources. but only lf so used for a period rnore than 183 days; 

(c) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise 
through employees or other personnel engaged by the enterprise for such 
purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a 
connected project) within a Contracting State for a period or periods 
aggregating more than 91 days within any twelve month period 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the terrn "permanent 
establishment" shall be deemed not lo Include: 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or 
merchandise belonging to the enterprise: 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of storage or display ; 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
purchasing goods or merchandise. or of collecting 1nformalion, for the 
enterprise; 

(e) the maintenance of fixed place of business solely for the purpose of carrying 
on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary 
character, 

(f) lhe maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e). provided that the overall 
activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a 
preparatory or auxiliary character 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2. where a person-other 
than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting 
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in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, 
that enterpnse shall be deemed to have a permanent establishment in the first 
mentioned Contracting Slate In respect or any activities which that person 
undertakes for the enterprise, if such a person· 
(a) has, and habitually exercises, in that Stale an authority to conclude 

contracts ln the name of the enterprise. unless the activities of such person 
are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a 
fixed place of business. would not make this fixed place of business a 
permanent establishment under the provisions of that paragraph: or 

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Stale a 
stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or 
merchandise on behalf of the enterprise. 

(c) habitually secures orders in the first-mentioned Stale, wholly or almost 
wholly for the enterprise Itself. 

6 Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise 
of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to 
have a permanent establishment In the other Contracting Slate if It collects 
premiums in the territory of that other State or Insures risks situated therein 
through a person other than an agent of an independent status to whom 
paragraph 7 applies. 

7 An enterprise of a Contracting State shall not be deemed lo have a permanent 
establishment In the other Contracting State merely because it carries on 
business in that other Contracting State through a broker, general commission 
agent or any other agent of an independent status, provided that such persons 
are ac1ing In the ordinary course of their business. However, when the activities 
of such an agent are devoted wholly or almost wholly on beh11lf of that 
enterprise. he will not be considered an agent of an independent status within 
the meaning of this paragraph 

8. The fact that a company which is a resident of II Contracting Slate controls or Is 
controlled by a company which Is a resident of Iha other Contracting State. or 
which carries on business in that other State (whether through a permanent 
establishment or otherwise) shall not of Itself constitute either company a 
permanent establishment or the other. 
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1. The profits or an enterprise of a Contracting Slate shall be taxable only In that 
State unless the enterprise carries on business In the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on 
business as aforesaid, the profits of the enterprise may he taxed in the other 
State but only so much of them as ls attributable to that permanent 
establishment. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business In the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be 
attributed to that permanent establishment the profits which it might be 
expected to make if ii were a distinct and separate enterprise engaged in the 
same or slmilar activities under the same or similar conditions and dealing 

Article 7 
BUSINESS PROFITS 

1 Income derived by a resident of a Contracting State from Immovable property, 
including Income from agriculture or forestry, situated in the other Contractfng 
State may be taxed m that other Contracting State 

2. The term "immovable property" shall have the meaning which It has under the 
law of the Contracting State in which the property m question is situated. The 
term shall in any case include property accessory to Immovable property, 
livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the 
provisions of general law respecting landed property apply. usufruct of 
Immovable property and rights to variable or fil(ed payments as consideration 
for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other 
natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as Immovable 
property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct 
use, letting, or use in any other form of immovable property. 

4. The provisions of paragraphs "I and 3 shall also apply to the income from 
Immovable property of an enterprise and to income from Immovable property 
used for the performance of independent personal services. 

Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

CHAPTER Ill 
TAXATION OF INCOME 
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wholly Independently with the enterprise of which It is a permanent 
establishment. 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed 
as deductions expenses whicl1 are incurred for the purposes of the business or 
the permanent establishment. including executive and general administrative 
expenses so Incurred, whether In the State In which the permanent 
establishment ts situated or elsewhere. In accordance with the provisions of and 
subJec\ to the limitations of the tax laws of that Stale However. no such 
deduction shall be allowed in respect of amounts. If any. paid (otherwise than 
towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establlshmen\ to 
the head office of the enterprise or any or its other offices, by way of royalties, 
fees or other sfmilar payments In return for the use of patents or other rights, or 
by way or commission, for specific services performed or for management. or, 
except m the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to 
the permanent establishment. Likewise. no account shalt be taken, in the 
determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged, 
(otherwise than towards reimbursement of actual expenses). by the permanent 
establishment to the head ofllce of the enterprise or any of its other ofllces, by 
way or royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents 
or other rights. or by way of commission for specific services performed or for 
management. or. except in the case or banking enterprise, by way of interest on 
money lent to the head office of the enterprise or any of Its other offices. 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits 
to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment 
of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 
shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by 
such an apportionment as may he customary. The method of apportionment 
adopted shall, however. be such that the result shall be In accordance with the 
principles contained in this Article. 

5. No profits shall be attnbuted to a permanent establishment by reason or the 
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for 
the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same method year by 
year unless there is good and sufficient reason to the contrary. 

7. Where profits include items or income which are dealt with separately in other 
Articles of this Agreement, then the provisions or those Articles shall not l:>e 
affected by the provisions of this Article. 
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1 Profits derived by an enterprise or a Contracting State from the operation of 
ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting 
State In which the place of effective management of the enterprise is situated. 

2. If the place of effective management of a shipping enterpnse Is aboard a ship, 
then it shall be deemed lo be situated in the Contracting Stale In which the 
home harbor of the ship is situated, or, if there is no such home harbor, In the 
Contracting State of which the operator of tile ship Is a resident 

3. The term "operation of ships or aircraft" means business of transportation by 
sea or by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners, 
lessees or charterers of ships or aircraft, Including the sale of tickets for such 
transportation on behalf of other enterprises, the Incidental lease of ships or 
aircraft and any olher activity directly connected with such transportation. 

4. Notwithstanding the provlslons or paragraphs 1 and 2. profits from sources 
within a Contracting State derived by an enterprise of the other Contracting 
State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the ffrst­ 
mentioned Stale, but the tax imposed In that Contracting State shall be reduced 
by an amount equal to 50 per cent thereof. 

5. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a 
Contracting Stale from the use, maintenance, or rental of containers (Including 
trailers and other equipment for the transport of containers) used for the 
transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in 
that Contracting State unless the containers are used solely within the other 
contracting State. 

6. For the purposes of this Article interest on Investments directly connected with 
the operation of ships or aircraft m international traffic shall be regarded as 
profits derived from the operation of such ships or aircraft If they are Integral to 
the carrying on of such business, and the provisions of Artic;le '11 shall not apply 
In relation to such Interest 

7 The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation In 
a pool, a joint business or an international operating agency. 

Article 8 
SHIPPING AND AIR TRANSPORT 
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1 01v1dends paid by a company whir.h rs a resident of a Contracting State lo a 
resident of the olher Con\racllng State may be taxed in that other State. 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting Stale of which 
the company paying the dividends ls a resident and according 10 tl'le laws of 

Art.iclo 10 
DIVIDENDS 

Where 
(al an enterprise of a Conlrnctino State participates directly or Indirectly Ir, the 

management. control or capital or an enterprise of the other Contracting 
State, or 

(b) the same persons participate directly or indirectly In the management, 
control or capital of an enterpnse of a Contracting State and an enterprise of 
the other Contracting Stato. 

and In either case conditions are made or imposed between thP two enterprises 
in their commercial or financial relations which differ from those which would be 
made between independent enterprises, then any profits which would, but for 
those conditions. have accrued to one of the enterprises, but, by reason of 
those conditions. hove not so accrued, may be included In the pronts or that 
enterprlse and taxed accordingly. 

2 Where a Contracting State Includes In the profits or an enterprise or that State • 
and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting 
State has been charged to tax In that other State and the profits so included are 
profits which would have accrued to the enterprise of the first • mentioned State 
If the conditions made between the two enterprises had been those which 
would have been made between Independent enterprises. then that other Stale 
shall make an appropnale adjustment lo the amount of the tax charged tnerem 
on those profits In determining such adJustment, due regard shall be had to the 
other provisions of the Agreement and the competent authorities or the 
Contracting Stales shall If necessary consult each other 

3 The provision or paragraph 2 shall not apply where Judfctal, administrative or 
other legal proceedings have resulted In a final ruling that by actions giving rise 
to an adjustment of profits under paragraph 1, one of the Anlerprlses concerned 
Is liable to penalty wilh respect to fraud, gross negligence or wilful default 

Article 9 
ASSOCIATED ENTERPRISES 



1 Interest ans1ng m a ConlracUng Stale and paid to a resident of the 011,er 
Contracting State may be taxed In that other State 

2 However. such Interest may also be taxed ln the Contracting State In which It 
arises and according to the laws of that Stale, but If the beneficial owner of the 
interest Is a resident of the other Contraclfng Stale, the tax so charged shall not 
exceed 1 O % (ten per cent) of the gross amount of the interest. 

Article 11 
INTEREST 

lhal State but ir the beneficial owner of lhe dividends is a resident ot the other 
Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 o/o (ten per cent) of 
the gross amount or lhe dividends 

Thrs paragraph shall not affect the taxation of the company In respect of the 
profits out of which the dividends are paid 

3 The term "d1v1dends" as used in this Article means Income from shares or othor 
rights. not being debt-claims, participating In profits. as well as Income from 
other corporate rights which is subjected to the same taxauon treatment as 
Income from shares by the laws of me State of whtch !he company making the 
distribution is a resident 

4 The provisions or paragraphs 1 and 2 shall not apply II the beneficial owner or 
the dividends. betng a resident or a Contracbng State. carnes on business in 
the other Contracting State of which the company paying Iha dlVldends is a 
resident. through a permanent establishment situated therein, or performs In 
that other Stale independent personal services from a lixed base situated 
therein. and the holding In respect of which the dividends are paid rs effectively 
connected with such permanent establishment or Axed base. In such case. the 
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be. shall apply 

5. Where a company which is a resident of a Conlraclfng State derives profits or 
income from the other Conlraclfng Stale. that other State may not Impose any 
tax on the dividends paid by the company. except Insofar as such dividends ere 
paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect or 
which the dividends are paid ts effectively connected with a permanent 
establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the 
company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, 
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of 
profits or mcorne anstng in such other State. 
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3 Notw11hstandmg the provrsione of paragraph 2, interest ansmg in a Contracting 
State shall be exempl from lax m that State, pro11ided that ii 1s den11ed and 
beneficially owned by. 

(e) lhe Government. a pohtlcal sub-dl111s1on or a local aut11orlty of the other 
Contracting State; or 

(b) (I) In the case of the Republic of Indonesia· 

(1) Bank Indonesia (the Central Bank of Indonesia), 

(2) Pusat ln11estasl Pemerintah (the Centre for Go11ornment hwestment), 
and 

(3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia {the Indonesia Ex1mbank), 

(1i) 1n the case of India 

(1) Reserve Bank of India. 

(2) Export-lmpor1 bank of India, and 

(3) National Housing bank: or 

(c) a statutory body or any institution wholly owned by the Go11ornment of the 
Contracting States, as may be agreed from time to time between the 
competent authorities of lhe Contracting States; 

4 The term "interest" as used m this Article means income from debt-claims of 
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a 
nghl to participate in the debtors profits, and in particular, Income from 
government securities and income from bonds or debentures. mctuding 
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debenlures. Penalty 
charges for late payment shall not be regarded as Interest for the purpose of 
this Article. 

5 The provisions of paragraphs I and 2 shalt not apply 1f the beneflcial owne1 of 
the Interest, being a resident of a Contracting State, carries on business In the 
other Contracting State, In which the interest arises, through a permanent 
estabOshment situated therein, or performs rn that other State independent 
personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in 
respect of which the mterest Is paid rs effechvely connected with such 
permanent establishment or fixed base In such case, the provisions of Article 7 
or Article 14, as the case may be, shall apply 

6 inte1est shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer ls a 
resident of that State. Where, however, the person paying the Interest. whether 
he rs a resident of a Contracting Slate or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment or a fixed base in connection with which the 



1 Royalties or fees for technical services arising In a Contracting State and paid 
to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 

2 However, such royalties or lees for technical services may also be taxed in the 
Contracting State In which they anse and according to the laws of that State. 
but If the beneficial owner or the royalties or fees for technical services is a 
resident of the other Contracltng State, the tax so charged shall not exceed 
10% (ten per cent) or the gross amount or the royalties or lees for technical 
services 

3 (a) The term "royalnes" as used In this Article means payments of any kind 
received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright 
of literary, artistic or scientlflc work Including cinematograph films. or films 
or tapes used for radio or televlslon broadcasting, any patent, trade mark, 
design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the 
right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for 
Information concerning Industrial, commercat or scientific experience. 

(b) The term "fees for technical sarvices" as used In this Article means 
payments of any kind other than those mentioned In Articles 14 end 15 of 
this Agreement as consideration for managerial or technical or consultancy 
services, ,ncludlng the provision of services of technical or technical 
personnel 

4 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply ii the beneficial owner of 
the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting 
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Article 12 
ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES 

indebtedness on which the Interest 1s paid was incurred. and such interest 1s 
borne by such permanent establishment or fixed base, then such Interest shall 
be deemed to anse in the Stale m which the permanent establishment or fixed 
base Is situated 

7 Where. by reason of e special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both ol them and some other person, the amount of the 
Interest. having regard to the debt-claim for which It Is paid, exceeds the 
amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial 
owner 1n the absence of such relationship, the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount of interest. In such case, the excess 
pan or the payments shall remain taxable according to the laws or each 
Contrachng State. due regard being had to the other prov1s1ons of this 
Agreement 
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1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of 
immovable property referred to In Article 5 and situated In the other Contracting 
State may be taxed In that other State. 

Article 13 
CAPITAL GAINS 

State. carries on business ln lhe other Contracting State in which the royalties 
or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other Stale independent personal services from a 
fixed base situated therein. and the right or property In respect of which the 
royallles or fees for technical services are paid is effectively connected with 
such permanent establishment or fixed base. In such case, the provrsions of 
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply 

5. (a) Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer ts that State itself, a polllfcal sub-dlvlslcn. a 
local authority. or a resident or that Slate. Where, however, the person paying 
the royalties or fees for technical services. whether he ls a resident of a 
Contracting Stale or not, has In a Contracting State a permanent establishment 
or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees 
for technical services was Incurred. and such royaltres or fees for technical 
services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such 
royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the 
Contracting State In which the permanent establishment or fixeo base is 
situated. 

(b) Where under sub-paragraph {a) royalties or fees for technical services do 
not arise In one of the Contracting Slates, and the royalties relate to the use of, 
or the right to use, the right or property. or the fees for techntcal services relate 
to services performed. in one of the Contracting States. the royalties or fees for 
technical services shall be deemed to arise In that Contracting State. 

6. Where. by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the 
royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or 
Information for which they are paid, exceeds the amount which would have 
been agreed upon by u,e payer and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned 
amount of royalties. In such case, the excess part or the payments shall remain 
taxable according lo the laws of each Contracting State, due regard being had 
to the other provisions of this Agreemant. 
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1 Income denved by an lndiVldual who Is a resident or a Contracting Slate from 
the performance of professional services or other Independent activities of a 
similar character shall be taxable only in that State except In the following 
circumstances when such lncome may also be taxed In the other Contracting 
State: 

(a) if he has a fixed base regularly available lo him in the other Contracting 
Slate for the purpose of performing his activities; In that case, only so muoh 
of the Income as is attributable to that nxed base may be taxed In that other 
State; or 

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting 
to or exceeding in the aggregate 91 days in any period of twelve months; in 

Article 14 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

2. Gains from the alienation or movable property rorm1ng part of the business 
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a 
fixed base available to a resident of a Contract.ing State in the other Contracting 
State for the purpose of performing independent personal services. Including 
such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or 
with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other 
State. 

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of 
ships or aircraft operated in mternattcnal traffic or movable property pertaining 
to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting 
Stale in which the place or effective management of the enterprise is situated. 

4 Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares 
deriving more than 50 per cent of their value directly or Indirectly from 
immovable property situated In the other Contracting State may be taxed In that 
other State. 

5. Gains from the alienation of shares other than those rnennoneo in paragraph 4 
In a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that 
State. 

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to In 
paragraphs I, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of 
which the alienator is a resident. 
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Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting 
State m his capae1ty as a member of the board of directors or slmllar organ of a 
company which is a resident or the ether Contracting State may be taxed in that 
other State. 

Article 16 
DIRECTORS' FEES 

1 Subject lo the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20 salanes. wages and 
other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State m 
respect of an employment shall be taxable only m that State unless the 
employment Is exercised 1n the other Contracting State If the employment Is so 
exercised, such remuneration as ,s derived therefrom may be taKed In that 
other State. 

2. Notwithstanding the provisions ol paragraph 1, remuneration derived by a 
resident of a Contracting State In respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Stflte If: 

(a) the recipient is present In the other State for a penod or periods not 
eKceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 
commencing or ending 1n the fiscal year concerned, and 

(b) the remuneration rs paid by, or on behalf of. an employer who rs not a 
resident of the other State, and 

(c) the remuneration rs not borne by a permanent establishment or a fixed base 
which the employer has in the other State. 

3 Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived In 
respect of an employmenl exercised aboard a ship or aircraft operated In 
lnlematlonal traffic, may be taxed in the Contracting State In which the place of 
effective management of the enterprise is situated 

Artlclo 15 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 

that case. only so much of the income as is derived from his activities 
performed in that other Stele may be taxed In that other State 

2 The term "professional services" Includes especially Independent scientific, 
literary, artistic, educational or teaching acliv,ties as well as the Independent 
activities of physicians, lawyers. engineers, architects. surgeons, dentists and 
accountants. 
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1 (a) Salanes. wages and other slmilar remuneration, other than a pension, paid 
by a Contracting Stale. or a political subdivision. or a local authority thereof 
to an individual tn respect of services rendered to that St11te or subdivision or 
authority or body shall be taxable only in that State, 

Artlclo 19 
GOVERNMENT SERVICE 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19. pensions and other 
similar remuneration paid In consideration of past employment and annuity paid 
to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State 

2 The term •annuity" means a stated sum payable penod,cally at staled times 
dunng life or during a specihed or ascertainable period of hme under an 
obllgatton to make the payments tn return for adequate and full consldera!ion ,n 
rnoney or money's worth 

Article 18 
PENSIONS AND ANNUITY 

Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a 
1esKlent of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre. motion 
picture. radio or tolev1s1on artiste. o, a musician. or as a spartsperson. from his 
personal act1111ties as such exercsed In the other Contracting Stale, may be 
taxed in that other State. 

2. Where Income In respect of personal achvllies exercised by an entertainer or a 
sportsperson In his capacity as such accrues not to the onlertainer or 
sportsperson himself bul to another person, that Income may, notw11hstand1ng 
the provisions of Articles 7, 14 and 15. be taxed in the Contn:icllng State In 
which the actJ111trei. of t:ie entertainer or sportsperson are exercised 

3 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income from aciivitles 
performed In a Contracting State by entertainers or spor tspersons if the 
activities ars substantially supported by public funds of one or both of the 
Contracting States, a local authority or public insUlution thereof In such a case, 
the rncome shall be taxable only In the Contracting State of which the 
entertainer or sportsperson is a resident 

Article 17 
ARTISTES AND SPORTSPERSONS 
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1. A professor, teacher or research scholars who is or was a resident of one of the 
Contracting States lmrnediately before visiting the other· Contracting State for 
the purpose of teaching or engaging In research, or both. at a unrversily, 
college, school, museum or other aoproved 1nslitutiQn In that ether Contracting 
State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such 
teaching or research for a penod not e><oeedlng two years from the date of his 
first arrival In that other State. 

2 This Article shall not apply to income from research If such research rs 
undertaken primarily lo. the private benem of a specific person or persons 

3. For the purposes ol lhfs Article, an md1111dual shall be deemed to be a resrdent 
of a Contracting State If he is resident m that Contracting State in the fiscal year 
or income In which he visits the other Contracting Stat?. or in the immediately 
preceding fiscal year c,f Income. 

4. For the purposes or paragraph I. "appruved mstituticn" means an institution 
which has been approved m lhrs ,egard by the competent authority of the 
concerned Contracting State. 

Article 20 
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS 

(bl However, such aalanes, wages and other similar remuneration shall be 
taxable only in the other Contrc1c1ing State if lhe services are rendered In 
lhal Stale and the 1nd111ldual is a resident or that Stale who, 

(I) ts a national or that State, or 

(II) did not become a resident of that State solely fo1 the purpose of 
rendenng the services. 

2 (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a 
pohbcal subd1v1s1on or a local authonly thereof to an 1ndiv1dual m respect or 
gerv,cos rendered lo that State or subd1v1s1on or authority shall be taxable 
only m that State 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State If 
the lnd1v1dual Is a resident or. and a nahonal or. that other State, 

3. The provisions of Article 15. 16, 17, and 18 'Shall apply to salaries. wages and 
other similar remuneration, and to pensions In respect of services rendered In 
connection with a business carried on t,y a Contracting State or a po11tlcal 
subdivision or a local authonly body theret)f, 
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1 Items of Income of a resident of a Contracting State. wherever arising, not deall 
with in the foregoing Arllcles of this Agreerne:it shall be taxable only In that 
State 

2. The provisions or paragraph 1 shall not apply to Income, other than income 
from Immovable property as defined 1n paragraph 2 of Articl1::1 6, If the reclplt'lnl 
of such Income, being a resider.I or a Contrr1cling State. carries en business 1n 
the other Contracting State through a permanent establishment situ&ted 
therein, or performs rn that other State lndt-pendent personal services from a 
fixed base situated therein, and the nghl or property ,n respect or which the 
income rs pald ,s effectively connected w1th such permanent establlc;hment r>r 
fixed base In such case, the provisions or Article 7 or Artlole 14, as the case 
may be, shall apply. 

3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, Items or lncome of 3 
resident of a Contracltng Stale not dealt with In the foregoing Articles of this 
Agreement and ansing in lhe other Contracting State m.1y also be taxed in that 
other State 

Article 22 
OTHER INCOME 

1 Paymenls which a student or apprentice who Is or was Immediately before 
visiting a Contracting State a resident or the other Contracling State and who is 
present 1n Iha first-mentioned State solely ror the purpose of his educalicn or 
training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall 
not be taxed In that State, provided that such payments nnse from sources 
outside that State 

2. The benefits of this Article shall extend only for such period ot time as may oe 
reasonable or customarily required to complete the education or training 
undertaken. but In no event shall any lnd1v!dual have the benefits of this Article 

(i) In the case of student. for more than five consecutive years from the date of 
his first arrival for the purposes of Ills education m the Contracting State, 

(II) In the case of apprentice· for more than lwo consecuhve years from the 11ate 
of his nrst arrival for the purposes of his training In the Contracting Stata. 

Article 21 
STUDENTS AND APPRENTICES 
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1 Nahonals of a Contracting Slate sl'lall not be subjected '" the other Contracting 
State lo any taxation or any requirement connected therewith, which is other or 
more burdensome than the taxation and connected requirements to which 

Artlcte 25 
NON-DISCRIMINATION 

The provisions of lh1s Agreement shall In no case prevent a Contracting Stale 
from the application of the provisions of its domestic law and measures 
concerning lax avoidance or evasion, whether or not described as such 

2. A resident of a Contracting Slate shall not be entitled to the boneflls of this 
Agreement If Its affairs were arranged In such a manner as if It was the main 
purpose or one of the main purposes lo lake the benefits of this Agreement 

3 The case of legal entities not having honafide bus,ness actilllties shall be 
covered by the provisions of this Artide 

Artlcto 24 
LIMITATION OF BENEFITS 

CHAPTERV 
SPECIAL PROVISIONS 

1 Where a resident of a Contracling Slate derives income which. In accordance 
wilh lhe provisions of this Agreement, may be taxed In the other Contracting 
State. the first-mentioned State shall allow as deduchon from the lax on the 
Income of that resident an amount equal lo the income tax paid In that other 
State Such deducllon shall not. however, exceed the part of the income tax as 
computed before the deduction rs given, wt11ch is attnbutable as the case may 
be. lo the income which may be taxed in that other State 

2 Where ,n accordance wilh any provision or the Agreement, income de, ,ved by a 
resident of a Contracting State is exempt from tax In that State, Iha! Stale mav 
nevertheless, In calculaling lhe amount of tax on the remaining frcome or such 
resident, take Into account the exempted Income. 

ArtJcle 23 
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

CHAPTER IV 
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 



21 

1 Where a person considers that the actions of one or both of the t;ontra.::tlng 
States result or will result for him ,n taxation not in accordance with the 
prov1s1ons of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by 
the domestic law of those States. present hes case to the competent authonty ol 
the Contracting State of wtlich he rs a resident or, 11 hes case comes under 
paragraph 1 of Ar11cie 25, to that ol the Contractmg State nr which he Is a 
nauonal. The case must be presented within three years from the, first 
notification of the action resulting In taxation not in accordance with the 
provlslons of the Agreement. 

Article 26 
MUTUALAGR~EMENTPROCEDURE 

nationals or that other State In the same circumstances. in particular with 
respect to residence. are or may be subiected This provisron shall. 
notwithstanding the provrsrons ol Article 1, also apply to persons who are not 
residents of one or both of the Contracting Slates. 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has In the othe1 Contracting Slate shall not be less favorably 
levied in that other State than the taxation levied on enterprise of that other 
State carrying on the same activities This provrsron shall nol be construed as 
obliging a Contracting State to gmnl to resident ,>f the ot11er Contracting State 
any personal allowances. reliefs and reductions for raxanon purposes on 
account of CIVIi status or fanuty responslbllihes whech 11 grants to Its own 
restdcnts 

3 Enterpnses of a Contracting State, the capital ofwh,ch Is wholly or partly owned 
or controlled, directly or indirec!ly, by one or more residents of the other 
Contracting State, shall not be subjected 1n the first-menlloned Slate to any 
taxauon or any requirement connected therewith which Is other or mow 
burdensome than the taxation and connected requirements to other sln"ilar 
enterprises of the first mentioned State are or may be subjected 

4 Except where the provisions of paragraph I or Article 9, paragraph 7 of Artici~ 
11 or paragraph 6 of Arhcle 12 apply, interest. royalties and other 
d1sb:.1rsement paid by an enterprise of a Contr<'cting s:ate to a res1r1enl of t!ie 
other Contracting State shall, for lhe purpose of determining the la>Cable profits 
of such enterpnse. be deductible under the same condmons 3G 11 they had be,,n 
paid to a resident of the first ment,oned Stale. 

5 In lh1s Article the term "la>Cation· means taxes which are the subJect of 1h1s 
Ag,eemenl 
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The competent authorihes of the Contracting States shall exchange such 
information (including documents or certified copes of the documents) as ls 
foreseeably relevant for carrying oul lhe provisions of this Agreement or to the 
administration or enforcement of the domestic laws concemmg taxes of every 
kind and descnphon imposed on behalf or the Contracting States. or or their 
political subdivrsrcns or local authorities, insofar as the taxation thereunder ts 
not contrary to lhe Agreement. The exchange or inrormation Is not restricted by 
Articles 1 and 2 

2 Any information received under parAgraph ·1 by a Contracting siste shall be 
treated as secret In the same manner as informat!on obtained under the 
domestic laws or that State and shall be disclosed only to persons or authorities 
(including courts and adm1nlslrat1ve bodies) concerneo with lhe assessment or 
collection of, the enforcement or prosecution In respect of. or 11,e determination 
or appeals in relation to the taxes referred to in paragrapti 1 or 1he oversight of 
the above. Such persons or authonhes shall use lhe information only for such 
purposes They may disclose the inro,malion in public court pr:,ceechngs or in 
Judicial decisions 

3. In no case shall the provisions or paragraphs 1 and 2 be construed eo as to 
Impose on a Contracting Slate the obhgalion: 

Article 27 
EXCHANGE OF INFORMATION 

2 The competent authority shall endeavour. if the objection t1ppears lo 11 to be 
JUSllfied and if ll Is not llsell able to arnve at a satisfactory solution. to resolve 
the case by mutual agreement with the competent authority of lhe other 
Contracting State, with a view to the avoidance of taxanon which Is not in 
accordance with the Agreement Any agreement reached shall bo Implemented 
notwithstanding any time-limits in the domestic law ot the Controctlng States. 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour lo resolve 
by mutual agreement any difficulties or doubts arising as lo the lnlorpretallon or 
application nf the Agreement They may also consull together for the 
elimination of double taxation m cases nol provided for in the Agreement 

4 The competent authonties of the Contracting States may communicate with 
each other directly for the purpose of reaching an agreement In the sense of the 
preceding paragraphs The competent authorities, through consultations, shall 
develop appropriate bilateral procedures. conditions, methods and techniques 
for the implementation of lh9 mutual agreement procedure provided tor In this 
Article 
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1 The Contracting States shall lend assistance lo each other In the collection of 
revenue claims This assistance Is not restricted by Articles 1 and 2. The 
competent authorities of tile ControcUng States may by mutual ::igreement 
settle the mode of appltcauon or this Article 

2 The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed In 
respect or taxes or every kind and description Imposed on behalf or the 
Contracting States, or ol their polllrcal subdivisions or local authorities. Insofar 
as the taxation thereunder Is not contrary to this Convention or any other 
Instrument to which the Contractrng States are part,es, as well as fnteresl, 
adm1mstrative penalties and cost, or collection or conservancy related lo such 
amount. 

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of 
that State and is owed by a person who, al that time, cannot, under the laws of 

ArtJcle 28 
ASSISTANCE IN COLLECTION 

(a) to cany out administrative measures at vanance with the laws and lhe 
acnumstranve practice of that or of the other Contracting State. 

(b) to supply Information (111cludlng documents or certified copies of the 
documents) which Is not obtainable under the laws or In the normal course 
or the administration of that or of the other Contracting State; 

(c) to supply information which would disclose any trade, business. Industrial. 
commercial or professional secret or trade process. or Information. the 
disclosure of which would be contrary to pubh,; policy (ordre public) 

4 If the information is requested by a Contracting State In accordance with this 
Article. the other Contracting State shall use Its Information gathering measures 
lo obtain the requested information. even though that other State may not need 
such information for its own tax purposes The obhgahon contained In the 
preceding sentence is subject to the limitations or paragraph 3, but In no case 
shall such Hm1talions be construed to permit a Contracting State to decline to 
supply Information solely because It has no domestic interest Ir, such 
information 

5 in no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a 
Contracting Stale to decline to supply information 11nlely because the 
Information is held by a bank, other linancial institution, nominee or person 
achng In an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership 
mterests m a person 
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that State. prevent its collection, that revenue claim shall, at the request or the 
competent authonty of that State, be accepted for purposes of oollectlon by the 
competent authority of the other Contracting State. ihat revenue claim shall be 
collected by that other State in accordance with the provisions of Its laws 
applicable to the enforcement and collection or Its own taxes as If the revenue 
claim were a revenue claim ot that other State 

4 When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that 
State may, under its law. toke measures of conservancy with a VlfNv to ensure 
Its collection. that revenue claim shall. al the request of the competent authority 
of that State, be accepted tor purposes of taking measures of conservancy by 
the competent autho11ty of the other Contracting State That other State shall 
take measures of conservancy In respect of that revenue claim In accordance 
w,th lhe provisions of its law.. as 1f the revenue claim were a revenue claim of 
that other Stale even If, al the time when such measures are applied, the 
revenue claim rs not enforceable in tho first-mentioned State or Is owed by a 
person who has a right lo prevent Its collection 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim 
accepted by a Contraclinu State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, In 
that State. be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a 
revenue claim under the laws or that State by reason or its nature as such. In 
addition. a revenue claim accepted by a Contract.Ing State for the purposes of 
paragraph 3 or 4 shall not, In that State, have any priority appllcable to that 
revenue claim under the laws or the other Contracting State 

6 Proceedings with respect to the existence, validity or the amount or a revenue 
clalm of a ContracUr,g State shall only be brought before the courts or 
administrative bodies or that State Nothing in this Article shall be construec as 
creating or providing any right to such proceedings before any court or 
administrative body or the other Contracting State. 

7 Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under 
paragraph 3 or 4 and before the other Coritracting Slate has collected and 
remilted the relevant revenue claim to the first-mentioned State. the relevant 
revenue claim ceases to be 

(a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of tile first­ 
menhoned State that is enforc:eable under the laws of that State and rs 
owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State. 
prevent its collection, or 
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1. Each or the Contracting States shall noury the other Contracting State through 
diplomatic channels tho completion ol the procedures required by its law for the 
bringing Into force of this Agreement. 

2. This Agreement shall enter into force on the date ol lhEi later of the notrficalions 
referred to in paragraph 1 of this Article. 

Article 30 
ENTRY INTO FORCE 

CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 

Nothing 10 this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatrc 
missions or consular posts under the general rules of international law or unoer the 
prov,s,ons of special agreements. 

Artlcle29 

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS 

(b) In the case of a request under paragraph 4, a revenue ctann of the first· 
mentroned State m respect or which that State may, under its laws, take 
measures of conservancy w1U1 a VlliNI to ensure ,ts collection. 

the competent aulhonty of the flrst-rnentloned State shall promptly notify the 
competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other 
State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw Its request. 

8 In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a 
Contmct1ng Slate the obligallon- 

(a) to cany oul admlnrslralive measures al variance with the laws and 
admtnistratrve practice of that or of the other Contracting Slate, 

(b) to carry out measures which would be contrary to publrc policy (order 
publrc), 

(c) to provide assistance 1f the other Contracting Stale has not pursued all 
reasonable measures of collection or conservancy. as the case may be, 
available under Its laws or administrative practice, 

(d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for 
that Slate is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the 
other Contracting State. 
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This Agreement shall remain In force Indefinitely until terminated by one of the 
Contracting States Either Contracting State may terminate the Agreement, through 
dlplomahc channels, by g1vmg notice of termination al least six months bofon~ the 
end of any calendar year beg1nn,ng after the expiration of five years from the date 
of entry Into force of the Agreement. In such event, me Agreement shall cease to 
have effect; 

(a) In Indonesia; 

(i) in respect of laxes withhold at source; for amount paid or credited on or after 
the first day or January In the calendar year Immediately follow111g that In 
which the notice or such tennlnalion is given. and 

{It) In respect of other taxes for any tax year commenClng oo or after the rirst 
day of January 1n the calendar year immediately followlnQ that 1n which the 
notice of such tenmnatlon Is given 

(b) In India, in respect of income deuved in any fiscal year on or after the first clay 
of April next rollowing the calendar year In which lhe notice Is given. 

Article 31 

TERMINATION 

3 The provisions or this Agreement shall have effect as follows. 

(a) In Indonesia, 

(i) m respect of taxes wlthheltl al source: for amounts paid or credltec:1 on 
or after the first day or January next following lhe dale on which this 
Agreemenl enters into force, and 

(ii) In respect of other taxes for any tax year commencing on or after the 
first day of January next following the date on which this Agreement 
enters Into force 

(bl In India, in respect of income donved m any fiscal year begmmng on or after 
the first day of April next followmg the calendar year In whlr.h the Agreement 
enters into force 

4 The Agreement between the Government of the Repubhc of Indonesia and the 
Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxalion and 
Prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed al Jakarta 
on the 7'" August. 1967 shall cease to have effect when the rrovlslons of this 
Agreemenl become effective In accordance with the provisions of paragraph 3 
of this Article. 
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reign Affairs 
S.M. KRISHNA 

Minister for External Affairs 
. N"ATALEGAWA 

For the Government of the 
Republic of India 

rl,~ the G6;mment of the 
. r~epubfc bf lndlnes,a 

Done at New Delhi on the 27lh day of July 2012 in two identical origTnals each ln 
the Bahasa Indonesia, Hindi and English languages, all texts being equally 
authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed 
this Agreement. 
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At the moment of signing the Agreement this day concluded between the 
Government of the Republic of Indonesia and the Government of tho Republic of 
India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention or fiscal Evasion 
with respeot to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following 
prov1slons which shalt be an Integral part of the Agreement 

With reference to paragraph 1 or Article 7 (Business Profits). 1l Is understood 
that profits derived from the sale of goods or merchandise of the same or 
similar kind as those sold, or from other business activities of the same or 
slmuar kind as those effected, through that permanent establishment, may be 
considered attributable lo that permanent establishment if It Is proved that 

(I) this transaction has been resorted to In order to avoid taxation In the 
Contracting State where the permanent establishment Is situated, and 

(ill the permanent establishment in any way was Involved In this transachon. 

2 II Is understood that lhe provisions of paragraphs 1 and 2 of Articles 11 
(Interest) and 12 (Royalties and Fees for T echnlcal Services) shall not apply 
and provisions of Article 7 (Business Profits) shall apply if the iocorne is 
effectively connected with business act•vilies referred to rn paragraph 1 or this 
Protocol. 

3 NolWithstandlng anything contained m this Agreement. It ls understood that 
nothing shall prevent a Contracting State from charging the profits of a 
permanent establishment or an enterprise of !he other Conlractlr1g State al a 
rate or tax which is higher than that imposed on the profits of a stmllor company 
of the nrst mentioned State and 11 shall neither be construed as discriminatory 
with respect to Article 25 (Non-discnmination) nor as being In conflict with Iha 
provisions of paragraph 3 of Artlele 7 (Business Profits) 

4 For purposes of Article 7 where a company wh1r.h is a resident of a Contractmg 
State has a permanent establishment In the other Contracting State. the profits 
attributable to the permanent estabhshment may be subJected to an additional 
tax or branch profits tax in that other State in accordance with Its law, but such 
tax so charged shall not exceed a rate of 15% (fifteen per cent). 

5 It Is understood that In the event of conflict in application between the 
provisions of this Agreement and the provisions of production sharing contracts 
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s.NCi<R'l'S1-t-NA 
Minister for External Affairs 

DR. RlN!.MARlM. NAJTALEGAWA 
Minister fo oreign Affairs 

For the Government of the 
Republic ot India 

FJ)r th,e G9C.e'rnment of L1e 
I Rebub~o Jr lndooesla 

DONE al New Deihl on tne 271' day or July 2012 In two Identical originals each in 
the Bahasa Indonesia, Hindi and English languages, all texts being eq11-1lly 
authenhc. In case of divergence ot interpretation. the English text shall prevail 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly anthorlzed thereto, have signed 
this Protocol 

relating to the exploitation and production of oil and natural gas in a Contracting 
State entered into by the Government or any person author[zed by tt the latter 
shall prevail. 

6. In respect ol paragraph 2 of Article 27 (Exchange of Information), it is 
understood that. information received by a Contracting State may be used for 
other Government enforcement purposes when such infonnation may be used 
for such other Government enforcement purposes under the laws of both 
States and the competent authority of the supplying State authorises such use, 


